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BAB 1 
KONSEP DASAR PANGAN HALAL 
 
Oleh Muhammad Nuzul Azhim Ash Siddiq 
 
1.1 Konsep Halal 

Konsep halal dan haram memiliki peran utama dalam ajaran 
Islam dalam membimbing perilaku umat Muslim. Konsep tersebut 
tidak hanya mengatur sebatas aturan dalam konsumsi makan dan 
minum, tetapi juga mencakup tindakan, perkataan, dan sikap. Halal 
adalah sesuatu yang di perbolehkan oleh syariat untuk (i) dilakukan, 
(ii) digunakan, atau (iii) diusahakan, karena telah terurai tali atau 
ikatan yang mencegahnya atau unsur yang membahayakannya 
dengan disertai perhatian cara memperolehnya, bukan dengan hasil 
muamalah yang dilarang (Ali, 2016). Menurut Miftah (2020), istilah 
"halal" digunakan sebagai legitimasi keagamaan yang secara positif 
mengulas perilaku manusia, baik itu tindakan, perkataan, maupun 
sikap terhadap objek bernyawa. Ada 10 prinsip halal-haram yang 
digunakan dalam konsepsi halal dalam hukum Islam diantaranya 
yaitu: 
1. Hukum asal segala sesuatu adalah diperbolehkan 
2. Menetapkan halal haram semata-mata merupakan hak Allah 
3. Mengharamkan perkara halal dan menghalalkan perkara 

haram sama saja dengan menyekutukan Allah 
4. Mengharamkan perkara yang telah ditetapkan halal hanya 

akan menimbulkan keburukan dan kemadaratan 
5. Perkara yang halal tidak membutuhkan perkara yang haram 
6. Sesuatu yang mengantarkan kepada perkara haram, maka 

sesuatu itu adalah haram 
7. Menyiasati perkara haram hukumnya adalah haram 
8. Niat yang baik tidak dapat membebaskan perkara yang 

haram 
9. Tujuan menjauhi perkara syubhat adalah takut terjatuh 

pada perkara haram 
10. Perkara yang haram berlaku untuk semua orang. 
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Konsep halal dan haram dalam Islam tidak hanya terpaku 
pada dimensi teoritis, melainkan meresap dalam setiap aspek 
praktis kehidupan sehari-hari umat Muslim. Konsep tersebut bukan 
sekadar serangkaian aturan, melainkan landasan moral yang 
memberikan pedoman untuk seluruh aspek kehidupan, mulai dari 
pemilihan makanan hingga tindakan-tindakan harian. Umat Muslim 
berusaha menerapkan konsep ini sebagai bagian integral dari 
identitas keagamaan, dengan harapan mencapai kehidupan yang 
sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam menjalankan konsep halal 
dan haram, umat Muslim memahami bahwa halal bukan hanya soal 
mematuhi aturan, tetapi lebih merupakan upaya untuk hidup sesuai 
dengan tuntunan agama. Sebagai contoh pada pemilihan makanan 
yang halal, umat Muslim tidak hanya menganggap makanan halal 
tersebut berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik mereka tetapi 
juga menyucikan jiwa. Seiring dengan hal itu, konsep ini membentuk 
menjadi dasar moral untuk tindakan sehari-hari, mengingatkan 
bahwa setiap langkah yang diambil harus sejalan dengan nilai-nilai 
Islam. 

Pandangan ini menciptakan sebuah pedoman yang 
melampaui sekadar kepatuhan formal terhadap aturan. Umat 
Muslim diharapkan untuk membawa konsep halal dan haram ke 
dalam setiap keputusan mereka, baik dalam bisnis, pendidikan, 
maupun interaksi sosial. Hal tersebut bukan hanya tentang 
mematuhi larangan, tetapi juga tentang menciptakan kehidupan 
yang bermakna dan bertaqwa. Dengan memahami prinsip-prinsip 
konsep halal dan haram, umat Muslim diarahkan untuk hidup lebih 
sadar dan bertanggung jawab. Konsep halal dan haram juga 
merupakan panggilan untuk menghadirkan nilai-nilai Islam dalam 
setiap aspek kehidupan, menciptakan harmoni antara spiritualitas 
dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konsep ini bukan 
hanya norma agama, tetapi juga suatu cara hidup yang membimbing 
umat Muslim menuju kehidupan yang berkesan dan sesuai dengan 
ajaran Islam. 
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1.2 Definisi Pangan Halal 
Pangan halal merupakan segala jenis pangan yang 

memenuhi syarat-syarat tertentu dalam Islam dan dipastikan 
bahwa makanan atau minuman tersebut boleh dikonsumsi oleh 
umat Islam. Definisi pangan halal mencakup berbagai aspek yang 
harus dipenuhi agar pangan tersebut dianggap halal. Secara istilah, 
makanan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat 
dikonsumsi, baik berasal dari darat maupun berasal dari laut. 
Sedangkan, makanan halal merupakan makanan yang dibolehkan 
dalam syariat Islam untuk mengkonsumsinya, yaitu sesuai dengan 
al-Qur’an dan Hadis Nabi SAW (Hasanah et al., 2021). 

Konsep makanan halal merujuk pada prinsip-prinsip dan 
pedoman yang diatur dalam ajaran Islam terkait dengan jenis-jenis 
makanan yang diizinkan atau boleh untuk dikonsumsi oleh umat 
Muslim. Konsep ini mencakup berbagai aspek, termasuk sumber 
bahan makanan, proses produksi, serta persyaratan dan aturan 
tertentu yang harus dipenuhi agar makanan dianggap halal. Konsep 
makanan halal termasuk juga dari aspek kebersihan, keamanan, 
kebajikan, kemurnian, manufaktur, produksi, proses, kejujuran, 
kebenaran, dan pelayanan makanan serta kegiatan keuangan dan 
sosial lainnya (Sherwani et al., 2018). 

Makanan yang dianggap halal dan thayyib adalah semua 
jenis makanan yang diperbolehkan oleh hukum syariah untuk 
dikonsumsi dan mengandung unsur-unsur gizi yang bermanfaat 
bagi kesehatan tubuh manusia. Kesehatan tubuh manusia sangat 
tergantung pada jenis makanan yang dikonsumsi; konsumsi 
makanan halal dan thayyib dapat memberikan dampak positif pada 
kesehatan. Sebaliknya, jika makanan yang dikonsumsi tidak baik, 
maka dapat berdampak negatif pada kesehatan (Lubis, 2022). Dasar 
yang menunjukkan kewajiban seorang umat Muslim untuk 
mengonsumsi makanan, minuman, termasuk nabati dan hewani 
yang telah dihalalkan (halal) dan baik (thayyib) dapat ditemukan 
dalam Alquran dan Hadis. Contoh perintah untuk mengonsumsi dan 
memanfaatkan yang halal termuat dalam beberapa ayat Alquran, 
seperti QS. al-Baqarah [2]: 168 dan 172, al- Mâ’idah [5]: 87 dan 88, 
al-Anfâl [8]: 69, an-Nahl [16]: 114-115. Dalam ayat-ayat tersebut, 
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kata "halal" menjadi dasar perintah untuk mengonsumsi makanan 
dan minuman yang halal dan thayyib (Ali, 2016). 

Makanan yang halal dan thayyib tersebut tidak hanya 
memberikan manfaat fisik, tetapi juga menyehatkan secara rohani 
dan memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Allah telah menetapkan 
standar halal dan tayyib (baik) untuk makanan yang diizinkan. 
Istilah "halal" merujuk pada jenis makanan yang diperbolehkan dan 
tidak diharamkan, sementara "tayyib" mengacu pada makanan yang 
memberikan manfaat bagi manusia, memenuhi persyaratan 
kesehatan seperti gizi, protein, kebersihan, dan sebagainya. 
Makanan halal juga harus bebas dari najis, tidak bersifat 
memabukkan, tidak berdampak negatif pada kesehatan fisik dan 
mental, serta diperoleh melalui cara yang dianggap halal. Makanan 
halal dapat dikategorikan menjadi 1) Makanan yang baik secara 
umum, 2) Makanan yang tidak diharamkan oleh allah dan Rasul-
Nya, 3) Makanan yang tidak membawa bahaya, 4) Binatang-
binatang yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya (Nasution & 
Nasution, 2023).  

1.3 Konsep Keselamatan Pangan dalam Islam 
Konsep keselamatan pangan dalam Islam tidak hanya 

berfungsi sebagai aturan, tetapi juga merupakan elemen integral 
dalam ajaran agama dan warisan budaya umat Islam. Keselamatan 
pangan mengarah pada prinsip utama menjaga keamanan, kualitas, 
dan kehalalan makanan yang menjadi konsumsi umat Islam. 
Signifikansinya tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga 
mencakup dimensi kesehatan tubuh dan jiwa umat Islam, yang 
keduanya sangat bergantung pada apa yang mereka konsumsi. 

Para produsen dan penyedia makanan dalam Islam 
bertanggung jawab besar dalam menjaga keselamatan pangan. 
Mereka harus mengelola bisnis mereka dengan etika dan 
transparansi, memastikan bahwa produk mereka mematuhi standar 
keselamatan pangan yang telah ditetapkan oleh Islam. Di era 
globalisasi dan industrialisasi, keselamatan pangan dalam Islam 
menjadi semakin krusial. Hal ini mencakup implementasi label yang 
jujur, penyediaan informasi yang transparan kepada konsumen, dan 
komitmen untuk melindungi mereka dari makanan yang tidak aman 
atau meragukan. 
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Pentingnya konsep keselamatan pangan dalam Islam juga 
mencerminkan perhatian mendalam terhadap kesehatan, moralitas, 
dan ketaatan terhadap ajaran agama. Lebih dari sekadar kepatuhan 
terhadap aturan, keselamatan pangan dalam Islam menggambarkan 
komitmen untuk menjaga keseimbangan dalam hidup dan hidup 
sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, keselamatan 
pangan bukan hanya tentang memenuhi standar, tetapi juga tentang 
membentuk pola pikir dan perilaku yang selaras dengan ajaran 
agama dan budaya umat Islam. 

 

1.4 Prinsip-prinsip Pangan Halal 
Prinsip-prinsip halal adalah seperangkat pedoman dan 

aturan yang mengatur apa yang dianggap halal (dibenarkan) dalam 
Islam dalam hal makanan, minuman, dan perilaku terkait dengan 
makanan. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran agama Islam 
yang diambil dari Al-Quran, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan 
interpretasi ilmiah dalam bidang hukum Islam. Berikut adalah 
penjelasan rinci tentang prinsip-prinsip pangan halal: 
1.4.1 Sumber Pangan Tidak Mengandung Bahan Haram 

Prinsip utama dalam konsep pangan halal adalah 
menekankan bahwa makanan atau minuman yang dikonsumsi tidak 
boleh mengandung bahan-bahan yang diharamkan menurut ajaran 
agama Islam. Makanan yang diharamkan memiliki dasar-dasar 
tertentu, termasuk larangan terhadap konsumsi bangkai atau 
hewan mati, darah, daging babi, hewan yang disembelih tanpa 
menyebut nama Allah, hewan dengan gigi runcing, primata, reptil 
dan amfibi, keledai, bagal lycaon pictus (Amini et al., 2022), serta 
produk yang mengandung alkohol dan turunannya.  

Dalam menjalankan prinsip ini, umat Muslim diberikan 
panduan tegas untuk memastikan bahwa asupan gizi harian 
senantiasa memenuhi standar ketentuan halal. Larangan terhadap 
daging babi, sebagai contoh, bukan hanya sekadar pembatasan diet, 
tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap kebersihan dan 
kesucian dalam konsumsi pangan. Alkohol, dalam segala bentuk dan 
kadar, dianggap haram karena memiliki potensi merusak kesadaran 
dan mempengaruhi perilaku, sehingga dihindari dalam prinsip 
hidup Muslim. Selain itu, larangan terhadap darah dan turunannya 



 

6 

juga menjadi bagian integral dari prinsip pangan halal. Hal ini 
menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan dan keadilan dalam 
pemrosesan hewan serta menekankan penghargaan terhadap 
kehidupan. Dengan demikian, prinsip pangan halal bukan hanya 
tentang mematuhi aturan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai 
moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari umat 
Muslim. 

 
1.4.2 Pangan Hewani Disembelih Secara Islam 

Prosedur penyembelihan hewan ternak yang sesuai dengan 
ajaran Islam juga merupakan prinsip penting untuk pangan halal. 
Prosedur ini dikenal sebagai "dhabiha" atau "zabihah” yang dalam 
prosesnya hewan harus disembelih dengan benar sesuai dengan 
hukum Islam agar dagingnya halal. Langkah-langkah kunci dalam 
penyembelihan mencakup menyebut nama Allah (Bismillah) 
sebelum memulai proses penyembelihan dan memastikan bahwa 
tindakan tersebut dilakukan tanpa menyebabkan penderitaan yang 
berlebihan pada hewan. Pentingnya menyebut nama Allah sebelum 
menyembelih mencerminkan kepatuhan pada aspek spiritual dalam 
memperoleh sumber makanan. Hal ini menjadi tanda ketaqwaan 
dan pengakuan bahwa makanan yang diperoleh berasal dari 
sumber yang halal dan disucikan dengan menyebut nama Allah. 

Selain itu, kehati-hatian dalam memastikan bahwa hewan 
disembelih tanpa penderitaan yang berlebihan menunjukkan 
perhatian terhadap kesejahteraan hewan. Prinsip ini mencerminkan 
ajaran Islam tentang perlakuan yang adil terhadap makhluk Allah 
dan menekankan bahwa kehidupan hewan harus dihargai dan 
dihormati, bahkan pada saat proses penyembelihan. Dengan 
demikian, tata cara penyembelihan Islami, yang melibatkan 
menyebut nama Allah dan memastikan kesejahteraan hewan, bukan 
hanya sekadar aturan teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai 
etis dan spiritual dalam praktik konsumsi pangan umat Muslim. 

 
1.4.3 Pangan Tidak Terkontaminasi dengan Bahan Haram 

Pentingnya menjaga kehalalan makanan menjadi manifest 
dalam upaya untuk mencegah kontaminasi dengan bahan-bahan 
haram selama berbagai tahap produksi, penyimpanan, dan 
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transportasi. Pencampuran atau kontaminasi dengan unsur yang 
diharamkan tidak hanya dapat merugikan aspek keagamaan, tetapi 
juga berpotensi mengubah status makanan dari halal menjadi 
haram. Oleh karena itu, perhatian terhadap kebersihan dan 
penerapan pemisahan yang ketat antara bahan-bahan halal dan 
haram menjadi faktor kunci dalam memelihara integritas kehalalan 
suatu produk pangan. 

Setiap langkah produksi, mulai dari pemilihan bahan baku 
hingga proses akhir, harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra 
untuk mencegah adanya kontaminasi yang tidak diinginkan. Selain 
itu, dalam fase penyimpanan, upaya pengawasan dan pengelolaan 
inventaris perlu diperkuat untuk mencegah kemungkinan 
pencampuran yang dapat mengancam status halal. Bahkan dalam 
tahap transportasi, langkah-langkah yang hati-hati perlu diterapkan 
agar produk tetap terjaga dari potensi kontaminasi yang dapat 
membahayakan kehalalan (Fuseini et al., 2017). Pentingnya 
kebersihan dan pemisahan dalam seluruh rantai produksi ini 
mencerminkan komitmen untuk memenuhi prinsip-prinsip halal 
secara menyeluruh. Dengan menjaga integritas kehalalan produk 
pangan, tidak hanya kebutuhan agama terpenuhi, tetapi juga 
dihasilkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan 
produk halal. 

 
1.4.4 Proses dan Peralatan yang Digunakan Halal 

Proses produksi makanan dan peralatan yang digunakan 
dalam pembuatan makanan juga harus memenuhi persyaratan 
halal. Dalam upaya menjaga kehalalan makanan, tidak hanya 
kualitas bahan-bahan yang digunakan selama proses produksi yang 
harus dipastikan sesuai dengan persyaratan halal, melainkan juga 
perhatian yang serius terhadap peralatan yang digunakan dalam 
pembuatan makanan. Pemisahan dan kebersihan peralatan 
memiliki peran yang sangat penting, terutama jika peralatan 
tersebut sebelumnya telah digunakan untuk memproses produk 
haram. Proses pembersihan menyeluruh dari setiap komponen 
peralatan yang sebelumnya terpapar bahan haram menjadi langkah 
kritis sebelum peralatan tersebut digunakan kembali untuk 
memproduksi makanan halal. 
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Di Inggris, DNA babi terdeteksi dalam produk pastry daging 
sapi 'Halal' yang berasal dari pabrik pengolahan di mana babi dan 
produk 'Halal' diproses menggunakan peralatan yang sama (Fuseini 
et al., 2017). Dengan memastikan bahwa peralatan dibersihkan 
secara menyeluruh dan bebas dari kontaminasi, dapat dijamin 
bahwa produk akhir memenuhi standar ketentuan halal. Tindakan 
ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencerminkan 
komitmen terhadap prinsip-prinsip agama Islam dalam setiap tahap 
rantai produksi makanan. Keberhasilan dalam menjaga kebersihan 
peralatan dan pemisahan yang ketat akan memberikan keyakinan 
kepada konsumen bahwa makanan yang dihasilkan sesuai dengan 
standar halal dan memenuhi tuntutan etika dalam agama Islam. 

 
1.4.5 Penjamah Makanan Keadaan Suci 

Prinsip kebersihan dalam konteks makanan tidak hanya 
terbatas pada bahan dan peralatan, tetapi juga mencakup orang 
yang menyentuh makanan. Oleh karena itu, ditekankan bahwa 
seseorang yang terlibat dalam penanganan makanan harus berada 
dalam keadaan suci. Artinya, individu yang sedang dalam keadaan 
najis atau memiliki tangan yang tercemar dengan bahan najis tidak 
diperkenankan untuk menyentuh makanan yang bersifat halal.  

Ketentuan ini menyoroti pentingnya kebersihan personal 
dalam menjaga integritas kehalalan makanan. Menjaga kebersihan 
tubuh dan tangan adalah langkah kritis untuk mencegah 
kontaminasi dan memastikan bahwa makanan yang dihasilkan 
tetap sesuai dengan standar halal. Dengan memahami dan 
mematuhi prinsip ini, dapat dijaga kesejajaran antara tuntutan 
agama Islam terhadap kebersihan dan praktik sehari-hari dalam 
mengolah dan menyajikan makanan halal. 

 
1.4.6 Niat yang Halal 

Niat atau tujuan dalam mengonsumsi makanan memiliki 
peran penting dalam prinsip halal. Bukan hanya sekadar 
memperhatikan aspek bahan dan proses produksi, tetapi juga 
mengenai niat yang terkandung dalam setiap konsumsi makanan. 
Makanan harus disiapkan dan dikonsumsi dengan niat yang halal, 
yang bermakna tujuan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan 
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tubuh dengan cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip 
moral Islam.  

Prinsip niat dalam konsumsi makanan menegaskan bahwa 
proses makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik semata, tetapi 
juga bagian dari ibadah dan ketaatan terhadap ajaran agama. 
Dengan menyadari tujuan yang halal dalam mengonsumsi makanan, 
individu tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap ajaran Islam, 
tetapi juga menciptakan kesadaran spiritual dalam setiap tindakan 
sehari-hari, termasuk dalam hal makanan dan minuman. Ini menjadi 
bagian integral dari upaya umat Muslim untuk menjalani kehidupan 
yang bermakna dan sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika agama 
Islam. 

 
1.4.7 Sertifikasi Halal 

Di era modern, di mana keberagaman produk pangan 
semakin meningkat, banyak produsen dan pelaku bisnis pangan 
berupaya memenuhi kebutuhan konsumen Muslim dengan 
mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga-lembaga otoritas halal 
yang independen. Sertifikasi ini menjadi suatu bentuk jaminan 
kepada konsumen bahwa produk tersebut telah melewati penilaian 
ketat dan memenuhi standar halal yang telah ditetapkan dalam 
ajaran Islam. 

Sertifikasi halal yang diberikan oleh lembaga otoritas halal 
yang independen mencakup pengawasan terhadap seluruh rantai 
pasokan, dari bahan baku hingga proses produksi dan distribusi. 
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada bahan-
bahan haram yang digunakan dan bahwa proses produksi sesuai 
dengan prinsip-prinsip halal yang ditentukan. Dengan adanya 
sertifikasi halal, konsumen Muslim dapat memilih produk dengan 
keyakinan bahwa konsumsi mereka sesuai dengan nilai-nilai agama 
dan etika dalam Islam. 

Di Indonesia, sertifikasi halal dikelola oleh Lembaga 
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI berperan sebagai lembaga 
otoritas halal yang memberikan sertifikasi terhadap produk pangan, 
obat-obatan, dan kosmetika yang memenuhi standar halal. Proses 
sertifikasi halal di Indonesia melibatkan pemeriksaan menyeluruh 
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terhadap bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan 
fasilitas produksi. LPPOM MUI memberikan label halal setelah 
memastikan bahwa semua aspek dari bahan hingga proses 
memenuhi ketentuan halal yang diakui oleh MUI (Majelis Ulama 
Indonesia). Sertifikasi halal ini menjadi penting karena Indonesia 
memiliki populasi Muslim yang besar, dan masyarakat Indonesia 
umumnya sangat memperhatikan status halal dalam konsumsi 
mereka. Selain LPPOM MUI, Kementerian Agama Republik 
Indonesia juga berperan dalam mengawasi dan mengatur 
pelaksanaan sertifikasi halal. Pemerintah Indonesia terus 
berkomitmen untuk memastikan ketersediaan produk halal bagi 
masyarakat Muslim dan meningkatkan sistem sertifikasi halal 
secara menyeluruh. 

Mengutamakan makanan halal dan menjauhi makanan 
haram merupakan aspek penting dalam kehidupan seorang Muslim, 
karena konsumsi makanan yang tidak memenuhi standar halal 
dapat berdampak serius pada kehidupan rohaniah dan fisik. 
Kehadiran makanan haram dianggap dapat menjadi penghalang 
terkabulnya doa dan membuka pintu bagi godaan setan, serta 
membuka peluang terjebak dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. 
Konsumsi makanan haram juga berisiko serius terkait kesehatan, 
tidak hanya membahayakan aspek fisik tetapi juga menjadi pemicu 
penyakit serius. Hal ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan 
tubuh sebagai amanah dari Allah, memungkinkan seseorang 
menjalankan kewajiban agamanya dengan baik (Lestari, 2020). 
Allah SWT memerintahkan umat Muslim untuk mengonsumsi 
makanan yang halal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 
bukan tanpa alasan. Hal ini karena memakan makanan halal 
memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh setiap Muslim. 
Manfaat tersebut melibatkan perbaikan akhlak, kehidupan batin 
yang lebih bermakna, potensi doa terkabul, dampak positif pada 
kesehatan fisik dan mental, serta pengaruh positif pada ujaran yang 
diucapkan oleh lidah (Adekunle & Filson, 2020). 
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1.5 Kesimpulan 
Halal tidak hanya berlaku pada makanan dan minuman, 

tetapi juga mencakup tindakan, perkataan, dan sikap, menjadi 
landasan moral dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Pangan 
halal merupakan aspek penting dalam kehidupan umat Islam yang 
memiliki akar dalam ajaran agama, budaya, dan tradisi. Prinsip-
prinsip pangan halal mencakup sumber pangan tidak mengandung 
bahan haram, proses penyembelihan hewan yang sesuai dengan 
Islam, kebersihan dan pemisahan bahan, kehalalan proses dan 
peralatan, keadaan suci penjamah makanan, serta niat yang halal. 
Dalam Islam, mematuhi prinsip-prinsip pangan halal adalah bentuk 
ketaatan kepada Allah dan menjaga kebersihan fisik dan spiritual. 

Konsep keselamatan pangan dalam Islam tidak hanya 
membatasi diri pada aspek fisik keamanan makanan, tetapi juga 
merangkul dimensi kualitas dan kehalalan. Keselamatan pangan, 
dalam konteks ini, bermakna menjaga agar makanan yang 
dikonsumsi umat Islam tidak hanya bebas dari risiko kontaminasi 
atau bahaya fisik, tetapi juga memiliki kualitas yang optimal. 
Kualitas ini mencakup aspek gizi, kebersihan, dan manfaat yang 
diperoleh dari makanan tersebut untuk mendukung kesehatan fisik 
dan mental umat Islam. 

Otoritas halal dan lembaga sertifikasi memainkan peran 
penting dalam memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Saat 
ini, industri pangan halal telah berkembang pesat, dan konsep ini 
juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk kontaminasi 
pangan, masalah sertifikasi global, dan pertumbuhan produk 
pangan alternatif. Oleh karena itu, pangan halal seharusnya tetap 
menjadi bagian integral dari kehidupan umat Islam di seluruh dunia, 
dan penting untuk terus memahami, mematuhi, dan 
mempromosikan prinsip-prinsip pangan halal dalam konteks 
zaman yang terus berubah.  
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BAB 2 
SISTEM JAMINAN PANGAN HALAL 
 
Oleh Khartini Kaluku 
 
2.1 Pendahuluan 

Sistem jaminan pangan halal adalah suatu kerangka kerja 
yang dirancang untuk memastikan bahwa produk pangan dan 
minuman yang dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan prinsip-
prinsip halal, yang merupakan persyaratan agama Islam. Konsep ini 
melibatkan serangkaian proses, praktik, dan kebijakan yang 
dirancang untuk memastikan bahwa seluruh rantai pasokan, mulai 
dari produksi hingga konsumsi, mematuhi standar halal. Konsep 
kunci dalam sistem jaminan pangan halal terdiri dari 7 yaitu 
Sertifikasi Halal, Label Halal, Pemisahan Produk, Bahan Baku Halal, 
Pelatihan dan Kesadaran, Audit dan Pengawasan Rutin serta 
Komunikasi dan Transparansi.  

Sistem jaminan pangan halal ini bertujuan untuk 
memberikan kepastian kepada konsumen Muslim bahwa produk 
yang mereka konsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam dan tidak 
mengandung bahan-bahan yang dianggap haram. 
 

2.2 Sertifikas Halal 
Sertifikasi halal adalah proses pemberian sertifikat oleh 

otoritas atau lembaga yang diakui untuk menegaskan bahwa suatu 
produk atau layanan mematuhi prinsip-prinsip halal yang 
ditetapkan dalam ajaran Islam. Produk pangan dan minuman harus 
melewati proses sertifikasi halal oleh otoritas yang diakui. Proses ini 
melibatkan pemeriksaan dan verifikasi dari seluruh rantai pasokan, 
termasuk bahan baku, produksi, penyimpanan, dan distribusi. 

Sertifikasi ini memberikan jaminan kepada konsumen 
Muslim bahwa produk atau layanan tersebut aman dikonsumsi 
sesuai dengan norma-norma Islam. 

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses 
sertifikasi halal: 
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1. Pendaftaran: Produsen atau penyedia layanan mengajukan 
permohonan sertifikasi halal ke lembaga yang berwenang. 
Pada tahap ini, pihak yang mengajukan permohonan 
biasanya memberikan informasi rinci tentang bahan baku, 
proses produksi, dan komponen produk. 

2. Evaluasi Dokumentasi: Lembaga sertifikasi akan 
mengevaluasi dokumen yang diajukan oleh pemohon, 
termasuk formulasi produk, sumber bahan baku, dan proses 
produksi. Pada tahap ini, memastikan bahwa seluruh bahan 
dan proses memenuhi standar halal. 

3. Audit dan Inspeksi: Tim auditor dari lembaga sertifikasi 
dapat melakukan audit dan inspeksi langsung ke fasilitas 
produksi. Mereka memeriksa kepatuhan terhadap prinsip-
prinsip halal, pemisahan produk halal dari non-halal, dan 
praktik-produksi halal lainnya. 

4. Pengujian Laboratorium: Beberapa lembaga sertifikasi 
mungkin menuntut pengujian laboratorium untuk 
memastikan bahwa produk tidak mengandung bahan-bahan 
haram atau kontaminan yang tidak diinginkan. 

5. Sertifikat Halal: Jika seluruh proses dan produk dinyatakan 
memenuhi standar halal, lembaga sertifikasi akan 
mengeluarkan sertifikat halal. Sertifikat ini mencakup 
informasi rinci tentang produk atau layanan yang 
bersangkutan dan memberikan jaminan bahwa produk 
tersebut sesuai dengan hukum Islam. 

6. Pemeliharaan dan Pemantauan: Pemegang sertifikat halal 
harus terus memelihara standar halal selama produksi. 
Lembaga sertifikasi dapat melakukan pemantauan berkala 
dan pemutakhiran sertifikat jika ditemukan perubahan 
dalam formulasi produk atau proses produksi. 

 
Lembaga sertifikasi halal dapat beroperasi di tingkat lokal, 

nasional, atau internasional. Beberapa negara memiliki badan 
otoritas halal yang menetapkan pedoman dan standar, sementara 
lembaga swasta juga dapat memberikan sertifikasi. Keberadaan 
sertifikasi halal sangat penting dalam memastikan kepercayaan 



 

      15 

konsumen Muslim dan membuka peluang ekspor produk ke pasar 
halal global. 
 

2.3 Label Halal 
Label halal adalah tanda atau keterangan pada kemasan 

produk atau dokumen terkait yang menegaskan bahwa produk atau 
layanan tersebut telah memenuhi standar dan persyaratan halal 
sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Label ini memberikan 
informasi penting kepada konsumen Muslim tentang keabsahan dan 
kesesuaian suatu produk dengan aturan halal. 

Berikut adalah beberapa informasi yang umumnya dapat 
ditemukan pada label halal: 
1. Logo Halal: Logo halal adalah gambar atau simbol khusus 

yang menunjukkan bahwa produk atau layanan tersebut 
telah lulus sertifikasi halal. Logo ini dapat diberikan oleh 
lembaga sertifikasi halal atau badan otoritas halal yang 
diakui. 

2. Nomor Sertifikat Halal: Nomor sertifikat halal memberikan 
identifikasi unik untuk produk atau layanan tersebut. 
Konsumen dapat menggunakan nomor ini untuk 
memverifikasi keabsahan sertifikat halal pada database 
lembaga sertifikasi atau badan otoritas halal. 

3. Informasi Produsen: Label halal biasanya mencakup 
informasi tentang produsen atau penyedia layanan yang 
mengajukan permohonan sertifikasi halal. Ini dapat 
mencakup nama perusahaan, alamat, dan kontak. 

4. Informasi Produk: Deskripsi produk atau layanan yang 
melibatkan informasi seperti nama produk, komposisi, dan 
informasi nutrisi. Ini membantu konsumen untuk memahami 
apa yang mereka beli dan mengonsumsi. 

5. Pernyataan Halal: Pada label, terdapat pernyataan atau 
kalimat yang menyatakan bahwa produk atau layanan 
tersebut dianggap halal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 

6. Penggunaan Bahan-Bahan Haram atau Syubhat: Beberapa 
label halal mungkin juga mencakup informasi tentang 
penggunaan bahan-bahan yang dianggap haram atau 
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syubhat (meragukan) dalam Islam, dan menegaskan bahwa 
produk tersebut tidak mengandung bahan-bahan tersebut. 

7. Tgl Produksi dan Tgl Kedaluwarsa: Informasi ini membantu 
konsumen mengetahui sejauh mana produk masih dalam 
masa konsumsi yang aman. 

 
Label halal memainkan peran penting dalam memberikan 

kepercayaan kepada konsumen Muslim, membantu mereka 
membuat pilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. 
Selain itu, label halal juga mendukung produsen dalam 
meningkatkan daya saing produknya di pasar halal global. 
 

2.4 Pemisahan Produk 
Pemisahan produk dalam konteks jaminan pangan halal 

merujuk pada praktik memisahkan produk halal dari produk non-
halal selama seluruh rantai pasokan. Sistem jaminan pangan halal 
membutuhkan pemisahan produk halal dari produk non-halal 
selama seluruh proses produksi, pengolahan, dan penyimpanan. Ini 
mencakup pemisahan peralatan, fasilitas, dan proses produksi. 
Pemisahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang 
dihasilkan dan dikonsumsi oleh umat Islam sesuai dengan prinsip-
prinsip halal dan tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan non-halal.  

Berikut adalah beberapa aspek pemisahan produk dalam 
konteks jaminan pangan halal: 
1. Pemisahan Fasilitas Produksi: Produsen harus memastikan 

bahwa fasilitas produksi mereka memiliki area khusus untuk 
produk halal dan produk non-halal. Ini dapat mencakup 
garis produksi terpisah, ruang penyimpanan terpisah, dan 
peralatan produksi yang dedikasi. 

2. Pemisahan Peralatan dan Peralatan Produksi: Peralatan yang 
digunakan untuk memproduksi produk halal harus 
dipisahkan sepenuhnya dari peralatan yang digunakan 
untuk produk non-halal. Ini melibatkan pembersihan dan 
sanitasi menyeluruh antara penggunaan peralatan untuk 
jenis produk yang berbeda. 

3. Pemisahan Bahan Baku: Produsen harus memastikan bahwa 
bahan baku yang digunakan untuk produk halal bersumber 
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dari sumber yang halal. Pemilihan dan penyimpanan bahan 
baku harus dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah 
kontaminasi silang. 

4. Pemisahan Linimasa Produksi: Linimasa produksi harus 
dirancang untuk memastikan bahwa produk halal tidak 
diproduksi secara bersamaan atau berdekatan dengan 
produk non-halal. Ini melibatkan pengaturan jadwal 
produksi yang memisahkan produksi kedua jenis produk. 

5. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas: Sistem pemantauan 
dan pengendalian kualitas harus diterapkan untuk 
memastikan bahwa pemisahan produk tetap terjaga. Hal ini 
dapat mencakup pengujian rutin, audit internal, dan 
penerapan prosedur pengendalian mutu. 

6. Pelatihan Karyawan: Karyawan harus mendapatkan 
pelatihan yang memadai tentang pentingnya pemisahan 
produk halal dan praktik-produksi halal. Mereka harus 
memahami prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan 
untuk memastikan kepatuhan. 

7. Labelisasi yang Jelas: Produk yang telah dipisahkan dengan 
baik harus diberi label dengan jelas, termasuk label halal 
yang sesuai. Ini membantu dalam identifikasi yang mudah 
oleh pihak terkait dan konsumen. 

 
Pemisahan produk merupakan langkah kunci dalam 

menjaga integritas produk halal dan membangun kepercayaan 
konsumen Muslim terhadap merek atau produsen tertentu. 
Penerapan praktik ini menjadi bagian integral dari sistem jaminan 
pangan halal. 
 

2.5 Bahan Baku Halal 
Bahan baku halal merupakan bahan-bahan yang memenuhi 

persyaratan dan prinsip-prinsip halal sesuai dengan ajaran Islam. 
Pemilihan bahan baku yang berasal dari sumber yang halal menjadi 
kunci dalam sistem jaminan pangan halal. Semua bahan, termasuk 
aditif dan bahan tambahan lainnya, harus dipastikan halal. 

Dalam konteks industri makanan dan minuman, pemilihan 
bahan baku halal sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh 
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produk yang dihasilkan adalah halal dan sesuai dengan norma-
norma agama Islam. 

Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan 
terkait dengan bahan baku halal: 
1. Sumber Bahan Baku: Bahan baku halal harus berasal dari 

sumber yang halal. Misalnya, daging harus berasal dari 
hewan yang disembelih secara Islami, dan produk susu 
harus berasal dari hewan yang memenuhi persyaratan halal. 

2. Pemisahan Bahan Baku: Produsen harus memastikan 
pemisahan yang jelas antara bahan baku halal dan non-halal 
selama penyimpanan, pengolahan, dan distribusi. Ini 
melibatkan pemisahan fisik dan penggunaan peralatan 
khusus untuk setiap jenis bahan. 

3. Sertifikasi Halal Bahan Baku: Beberapa produsen dapat 
memilih untuk menggunakan bahan baku yang telah 
mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga atau otoritas 
yang diakui. Ini dapat memudahkan proses sertifikasi 
produk akhir. 

4. Tindakan Keamanan Produk: Produsen harus memastikan 
bahwa bahan baku yang digunakan tidak terkontaminasi 
dengan bahan non-halal selama transportasi atau 
penyimpanan. Praktik keamanan pangan harus diterapkan 
secara konsisten. 

5. Bahan Tambahan dan Aditif: Semua bahan tambahan, aditif, 
dan bahan pengawet yang digunakan dalam produk harus 
diuji untuk memastikan kehalalannya. Produsen harus 
memastikan bahwa tidak ada bahan-bahan yang dianggap 
haram atau meragukan. 

6. Pelacakan Jejak (Traceability): Sistem pelacakan jejak harus 
diterapkan untuk dapat mengidentifikasi asal-usul bahan 
baku dengan mudah. Ini membantu dalam penanganan cepat 
dan efektif jika terjadi masalah atau kebutuhan pengambilan 
sampel untuk pengujian halal. 

7. Pemahaman tentang Kadar Kontaminasi Silang: Produsen 
harus memahami risiko kontaminasi silang dan 
mengimplementasikan tindakan pencegahan yang 
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diperlukan untuk mencegah bahan baku halal 
terkontaminasi oleh bahan non-halal. 

 
Pemilihan dan pengelolaan bahan baku halal menjadi bagian 

integral dari sistem jaminan pangan halal. Ini membantu 
memastikan bahwa setiap tahap produksi, dari awal hingga akhir, 
mematuhi prinsip-prinsip halal. Pemahaman yang mendalam 
tentang asal-usul dan karakteristik bahan baku sangat penting 
untuk menjaga integritas produk halal. 
  

2.6 Pelatihan Dan Kesadaran 
Pelatihan dan kesadaran merupakan elemen kunci dalam 

menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dalam industri 
pangan dan minuman. Pada tingkat perusahaan, pelatihan dan 
kesadaran adalah upaya untuk memastikan bahwa seluruh 
personel, terutama yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan 
pelayanan, memahami pentingnya dan cara menjaga kehalalan 
produk. Pelatihan karyawan dan pihak terkait tentang prinsip-
prinsip halal, kebijakan perusahaan, dan prosedur operasional yang 
sesuai dengan aturan halal sangat penting. Kesadaran ini dapat 
membantu mencegah pelanggaran atau pencemaran produk 
dengan bahan non-halal. 

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pelatihan dan 
kesadaran terkait jaminan pangan halal: 
1. Pelatihan Karyawan: Semua karyawan, terutama yang 

terlibat dalam produksi dan penanganan produk, harus 
menerima pelatihan yang menyeluruh tentang prinsip-
prinsip halal, aturan-aturan Islam terkait pangan, dan 
prosedur-prosedur operasional yang berkaitan dengan 
jaminan pangan halal. 

2. Pelatihan Manajerial: Manajer dan pengawas perlu 
mendapatkan pelatihan tambahan untuk memahami aspek 
hukum dan kebijakan yang terkait dengan jaminan pangan 
halal. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan arahan 
dan memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip halal di setiap 
tingkat operasional. 
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3. Pelatihan Auditor dan Pemeriksa Halal: Jika perusahaan 
akan menerima audit eksternal atau pemeriksaan oleh 
lembaga sertifikasi halal, personel yang terlibat dalam 
proses ini harus mendapatkan pelatihan khusus agar dapat 
bekerja sama dengan auditor halal dan memahami 
persyaratan sertifikasi. 

4. Pelatihan untuk Mengenali Bahan Haram dan Syubhat: 
Karyawan harus diberikan pengetahuan tentang bahan-
bahan yang dianggap haram atau syubhat dalam Islam. 
Mereka harus dapat mengidentifikasi dan melaporkan setiap 
potensi risiko kontaminasi yang dapat mengancam status 
halal produk. 

5. Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran: Selain pelatihan 
formal, perusahaan dapat mengadakan kampanye kesadaran 
dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman karyawan 
tentang pentingnya jaminan pangan halal dan dampak 
positifnya terhadap reputasi perusahaan. 

6. Pemahaman Tentang Penerapan Sistem Jaminan Pangan 
Halal: Karyawan harus memahami bagaimana menerapkan 
prinsip-prinsip jaminan pangan halal dalam pekerjaan 
sehari-hari mereka. Ini melibatkan pemahaman tentang 
pemisahan produk, pemilihan bahan baku, pengelolaan 
risiko kontaminasi silang, dan aspek-aspek lain dari sistem 
jaminan halal. 

 
Pelatihan dan kesadaran yang baik membantu membangun 

budaya perusahaan yang memprioritaskan jaminan pangan halal. 
Ini juga meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mematuhi 
standar dan persyaratan halal, menciptakan kepercayaan konsumen 
Muslim, dan membuka peluang pasar yang lebih luas dalam industri 
pangan dan minuman halal. 
 

2.7 Audit Dan Pengawasan Rutin 
Audit dan pengawasan rutin bertujuan untuk menemukan 

potensi ketidaksesuaian, memastikan bahwa tindakan korektif 
diambil jika diperlukan, dan memperbarui proses-proses dan 
praktik-produksi sesuai dengan perkembangan dalam industri dan 
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perubahan dalam standar halal. Proses ini juga membantu 
membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal yang 
dihasilkan oleh Perusahaan. 

Secara keseluruhan, pemilihan aplikasi penyelenggaraan 
Audit dan pengawasan rutin merupakan langkah kritis dalam 
menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal 
dalam industri pangan dan minuman. Aktivitas ini dilakukan untuk 
memverifikasi dan memastikan bahwa sistem jaminan pangan halal 
di perusahaan berjalan sesuai dengan standar dan persyaratan yang 
ditetapkan. Sistem jaminan pangan halal memerlukan audit dan 
pengawasan rutin oleh otoritas halal atau lembaga sertifikasi untuk 
memastikan bahwa standar halal terus dipatuhi dan dipelihara. 

Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan 
dalam audit dan pengawasan rutin: 
1. Audit Internal: Perusahaan harus melakukan audit internal 

secara berkala untuk menilai kepatuhan internal terhadap 
prinsip-prinsip halal. Ini dapat mencakup pemeriksaan 
dokumen, proses produksi, pemisahan produk, pelabelan, 
dan pemilihan bahan baku. 

2. Audit Eksternal: Beberapa perusahaan mungkin juga 
mengundang auditor eksternal dari lembaga sertifikasi halal 
atau badan otoritas halal yang diakui untuk melakukan audit 
terhadap sistem jaminan pangan halal mereka. Audit 
eksternal ini dapat dijadwalkan atau bersifat mendadak. 

3. Pengujian dan Analisis: Pengujian laboratorium dapat 
digunakan untuk memeriksa produk atau bahan baku guna 
memastikan bahwa mereka memenuhi standar halal. Ini 
termasuk pengujian untuk mendeteksi kontaminasi, 
penggunaan bahan haram, atau bahan syubhat. 

4. Pengawasan Linimasa Produksi: Pemantauan langsung 
terhadap linimasa produksi untuk memastikan bahwa 
pemisahan produk halal dan non-halal tetap terjaga. Hal ini 
melibatkan pemantauan praktik-produksi dan penggunaan 
peralatan. 

5. Pemantauan Distribusi dan Penyimpanan: Audit harus 
mencakup pemeriksaan proses distribusi dan penyimpanan 
untuk memastikan bahwa produk tetap terpisah dan 
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terlindungi dari risiko kontaminasi atau pergantian label 
yang dapat menyesatkan. 

6. Pelacakan Jejak (Traceability): Pemantauan terhadap sistem 
pelacakan jejak untuk memastikan bahwa perusahaan dapat 
mengidentifikasi asal-usul bahan baku dan produk dengan 
cepat dan akurat jika diperlukan. 

7. Pemantauan Perubahan dalam Rantai Pasokan: Pemantauan 
setiap perubahan dalam rantai pasokan, termasuk 
perubahan supplier atau perubahan formulasi produk, agar 
dapat menilai dampaknya terhadap kepatuhan halal. 

8. Pengawasan Pelatihan Karyawan: Memastikan bahwa 
karyawan terus mendapatkan pelatihan dan pemahaman 
tentang prinsip-prinsip halal. Pengawasan dapat dilakukan 
untuk menilai efektivitas pelatihan dan apakah karyawan 
mengimplementasikan pengetahuan tersebut dalam 
pekerjaan sehari-hari. 

 

2.8 Komunikasi Dan Transparansi 
Komunikasi dan transparansi memainkan peran kunci 

dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal 
dan merancang reputasi perusahaan yang kuat dalam industri 
pangan dan minuman. Ini melibatkan penyampaian informasi yang 
jelas dan akurat kepada konsumen serta keterbukaan perusahaan 
terhadap praktik-praktik produksi halal. Komunikasi yang jelas dan 
transparan dengan konsumen mengenai status halal produk sangat 
penting. Informasi yang akurat dan mudah diakses dapat membantu 
membangun kepercayaan konsumen terhadap produk halal. 

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait dengan 
komunikasi dan transparansi dalam konteks jaminan pangan halal: 
1. Label Halal yang Jelas: Produk yang telah lulus sertifikasi 

halal harus diberi label halal yang jelas dan mudah dipahami 
oleh konsumen. Ini mencakup penggunaan logo halal dan 
informasi terkait yang memberikan kepastian bahwa produk 
tersebut memenuhi standar halal. 

2. Informasi Produk yang Akurat: Informasi mengenai produk 
harus akurat dan lengkap, termasuk bahan-bahan yang 
digunakan, proses produksi, dan informasi nutrisi. 
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Transparansi dalam memberikan informasi ini dapat 
membangun kepercayaan konsumen. 

3. Website dan Materi Pemasaran: Perusahaan harus memiliki 
informasi yang mudah diakses di situs web mereka dan 
dalam materi pemasaran tentang prinsip-prinsip halal yang 
diterapkan, langkah-langkah yang diambil untuk 
memastikan kepatuhan, dan informasi kontak untuk 
pertanyaan lebih lanjut. 

4. Pelaporan Keterlibatan Produk Haram atau Syubhat: Jika ada 
kejadian atau keputusan yang dapat memengaruhi status 
halal suatu produk, perusahaan harus transparan dalam 
melaporkan hal ini kepada otoritas halal, lembaga sertifikasi, 
dan konsumen. Keterbukaan ini membantu memperbaiki 
masalah dengan cepat dan menghindari potensi kerugian 
reputasi. 

5. Edukasi Konsumen: Perusahaan dapat berperan sebagai 
penyedia informasi dan edukasi bagi konsumen mengenai 
prinsip-prinsip halal, pentingnya sertifikasi halal, dan cara 
memahami label halal. Ini dapat dilakukan melalui 
kampanye pemasaran atau program edukasi konsumen. 

6. Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (CSR): Menunjukkan 
keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial dan tanggung 
jawab terhadap komunitas juga dapat meningkatkan citra 
perusahaan. Program CSR yang berfokus pada masalah halal 
atau mendukung keberlanjutan dan etika bisnis juga dapat 
memperkuat reputasi perusahaan. 

7. Pertemuan Terbuka dengan Konsumen: Perusahaan dapat 
mengadakan pertemuan terbuka, seminar, atau sesi tanya 
jawab untuk berinteraksi langsung dengan konsumen. Hal 
ini memberikan kesempatan untuk menjelaskan praktik-
produksi halal dan merespons pertanyaan atau 
kekhawatiran konsumen. 

8. Respon Cepat Terhadap Masalah: Jika ada masalah atau 
kejadian yang dapat merugikan reputasi perusahaan, 
respons yang cepat dan efektif sangat penting. Komunikasi 
terbuka mengenai tindakan korektif yang diambil membantu 
membangun kembali kepercayaan konsumen. 
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9. Komunikasi dan transparansi yang efektif tidak hanya 
memenuhi harapan konsumen tetapi juga menciptakan 
hubungan yang kuat antara perusahaan dan pelanggannya. 
Ini membantu meningkatkan reputasi perusahaan, 
memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan kesetiaan 
konsumen. 

 

2.9 Langkah Penerapan Sistem Jaminan Pangan 
Halal 

Penerapan sistem jaminan pangan halal melibatkan 
serangkaian langkah-langkah untuk memastikan bahwa seluruh 
proses produksi, distribusi, dan pelayanan sesuai dengan prinsip-
prinsip halal. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam 
penerapan sistem jaminan pangan halal: 
1. Penetapan Kebijakan Halal: 

Tentukan kebijakan internal perusahaan terkait dengan jaminan 
pangan halal. Kebijakan ini harus mencakup komitmen untuk 
mematuhi prinsip-prinsip halal dalam seluruh operasi 
perusahaan. 

2. Pembentukan Tim Halal: 
Bentuk tim atau komite halal yang bertanggung jawab atas 
penerapan dan pemeliharaan sistem jaminan pangan halal. Tim 
ini dapat terdiri dari anggota dari berbagai departemen yang 
terlibat dalam produksi, pengawasan kualitas, dan manajemen. 

3. Pelatihan Karyawan: 
Berikan pelatihan kepada seluruh karyawan tentang prinsip-
prinsip halal, kebijakan perusahaan terkait halal, dan langkah-
langkah yang harus diambil untuk memastikan kepatuhan 
terhadap standar halal. 

4. Penetapan Sistem Dokumentasi: 
Implementasikan sistem dokumentasi yang jelas dan 
komprehensif. Dokumentasi ini mencakup kebijakan, prosedur 
operasional standar (SOP), rencana pemisahan produk, dan 
semua dokumen terkait halal. 

5. Pemilihan dan Evaluasi Pemasok: 
Pilih pemasok yang dapat memberikan bahan baku yang telah 
disertifikasi halal atau dapat membuktikan bahwa produk 
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mereka memenuhi standar halal. Lakukan evaluasi reguler 
terhadap kinerja pemasok. 

6. Pemilihan Bahan Baku Halal: 
Pastikan bahwa semua bahan baku yang digunakan adalah halal 
dan memenuhi standar halal. Lakukan audit terhadap rantai 
pasokan untuk memverifikasi keaslian dan kehalalan bahan 
baku. 

7. Pemisahan Fasilitas dan Peralatan: 
Desain fasilitas produksi dengan memperhatikan pemisahan 
antara produk halal dan non-halal. Gunakan peralatan produksi 
dan penyimpanan yang khusus untuk produk halal. 

8. Penerapan Pemisahan Produk: 
Terapkan pemisahan yang ketat antara produk halal dan non-
halal selama seluruh proses produksi, termasuk pembersihan 
peralatan dan area kerja setelah produksi. 

9. Pengendalian Kualitas dan Pengujian: 
Implementasikan pengendalian kualitas yang ketat untuk 
memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Lakukan 
pengujian laboratorium secara teratur untuk memverifikasi 
kehalalan produk. 

10. Sertifikasi Halal: 
Ajukan produk untuk sertifikasi halal kepada lembaga sertifikasi 
halal yang diakui. Pastikan bahwa seluruh proses dan dokumen 
pendukung memenuhi persyaratan sertifikasi. 

11. Pemantauan dan Pengawasan Rutin: 
Lakukan audit internal secara rutin untuk memastikan bahwa 
seluruh sistem jaminan pangan halal berjalan dengan baik. 
Terapkan pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh 
proses produksi. 

12. Komunikasi dan Kesadaran Konsumen: 
Komunikasikan dengan jelas kepada konsumen tentang status 
halal produk melalui label, situs web, dan materi pemasaran 
lainnya. Tingkatkan kesadaran konsumen mengenai prinsip-
prinsip halal. 

13. Pemantauan Perubahan dan Peningkatan Berkelanjutan: 
Terus pantau perubahan dalam industri, peraturan halal, dan 
persyaratan konsumen. Lakukan perbaikan berkelanjutan 
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terhadap sistem jaminan pangan halal berdasarkan evaluasi dan 
umpan balik. 

 
Penerapan sistem jaminan pangan halal adalah suatu proses 

berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan dan komitmen dari 
seluruh organisasi. Dengan penerapan yang tepat, perusahaan dapat 
memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar halal dan 
membangun kepercayaan konsumen Muslim. 
 

2.10 Kelebihan Penerapan Sitem Jaminan Pangan 
Halal 

Penerapan sistem jaminan pangan halal memberikan 
sejumlah kelebihan dan manfaat bagi perusahaan dan konsumen. 
Berikut adalah beberapa kelebihan yang dapat diperoleh dari 
penerapan sistem jaminan pangan halal: 
1. Pemenuhan Kebutuhan Pasar Halal: 

Dengan menerapkan sistem jaminan pangan halal, 
perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen Muslim 
yang semakin meningkat untuk produk halal. Ini membuka 
peluang pasar baru dan meningkatkan daya saing di pasar 
global. 

2. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen: 
Konsumen Muslim cenderung lebih percaya pada produk 
yang memiliki sertifikasi halal. Penerapan sistem jaminan 
pangan halal membantu membangun kepercayaan 
konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk. 

3. Pemeliharaan Reputasi Perusahaan: 
Sistem jaminan pangan halal membantu melindungi reputasi 
perusahaan dengan memastikan bahwa produk-produknya 
mematuhi prinsip-prinsip halal. Ini dapat mencegah skandal 
atau kontroversi yang dapat merugikan citra perusahaan. 

4. Pemenuhan Kewajiban Agama: 
Untuk perusahaan yang beroperasi di negara-negara dengan 
mayoritas penduduk Muslim, penerapan sistem jaminan 
pangan halal dapat dianggap sebagai kewajiban agama. Ini 
menciptakan hubungan harmonis dengan konsumen dan 
pihak-pihak terkait. 



 

      27 

5. Akses ke Pasar Global: 
Sertifikasi halal dapat membuka pintu akses ke pasar global, 
terutama karena permintaan produk halal semakin tinggi di 
seluruh dunia. Ini membantu perusahaan untuk memperluas 
jangkauan dan mendapatkan pangsa pasar internasional. 

6. Peningkatan Daya Saing Produk: 
Produk dengan sertifikasi halal dapat menjadi pilihan utama 
bagi konsumen Muslim. Ini memberikan keunggulan 
kompetitif kepada perusahaan di pasar yang semakin 
terfokus pada keberlanjutan dan kualitas produk. 

7. Pemilihan Bahan Baku yang Berkualitas: 
Dalam usaha untuk memenuhi standar halal, perusahaan 
cenderung memilih bahan baku yang lebih berkualitas dan 
memperhatikan kebersihan. Hal ini berkontribusi pada 
peningkatan kualitas keseluruhan produk. 

8. Pemisahan Produk yang Lebih Ketat: 
Implementasi sistem jaminan pangan halal memerlukan 
pemisahan produk yang lebih ketat selama seluruh rantai 
pasokan dan proses produksi. Ini membantu mencegah 
kontaminasi silang dan memastikan integritas produk. 

9. Efisiensi Operasional: 
Sistem jaminan pangan halal dapat meningkatkan efisiensi 
operasional dengan menetapkan prosedur yang ketat dan 
terstandarisasi. Ini dapat membantu dalam manajemen 
rantai pasokan dan pengendalian kualitas. 

10. Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Standar: 
Penerapan sistem jaminan pangan halal memastikan bahwa 
perusahaan mematuhi peraturan dan standar halal yang 
berlaku. Ini membantu menghindari sanksi hukum dan 
mempertahankan izin operasional. 

11. Peningkatan Kesadaran Karyawan: 
Pelatihan yang terkait dengan sistem jaminan pangan halal 
dapat meningkatkan kesadaran karyawan tentang 
pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dan 
memperkuat budaya perusahaan yang berorientasi pada 
halal. 
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12. Kebijakan Berkelanjutan: 
Sistem jaminan pangan halal menciptakan kerangka kerja 
untuk keberlanjutan dan perbaikan berkelanjutan. 
Perusahaan dapat terus meningkatkan proses dan praktik-
produksi mereka untuk memenuhi harapan konsumen dan 
standar industri yang berkembang. 

 
Melalui penerapan sistem jaminan pangan halal, perusahaan 

dapat meraih kelebihan-kelebihan tersebut, mengamankan pangsa 
pasar, dan membangun citra positif di mata konsumen. 
Keberlanjutan dan integritas produk menjadi kunci dalam meraih 
manfaat dari penerapan sistem ini. 
 

2.11 Kelemahan Sistem Jaminan Pangan Halal 
Meskipun penerapan sistem jaminan pangan halal memiliki 

banyak kelebihan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, namun 
juga bisa menghadapi beberapa kelemahan. Berikut adalah 
beberapa kelemahan yang mungkin muncul dalam penerapan 
sistem jaminan pangan halal: 
1. Biaya Implementasi dan Sertifikasi: 

Proses implementasi dan mendapatkan sertifikasi halal 
dapat memerlukan biaya yang signifikan. Hal ini dapat 
mencakup biaya untuk pelatihan karyawan, pemisahan 
fasilitas, pengujian laboratorium, dan biaya pemeriksaan 
oleh lembaga sertifikasi halal. 

2. Pemeliharaan dan Peningkatan: 
Pemeliharaan dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan 
pangan halal memerlukan investasi waktu dan sumber daya. 
Perusahaan harus terus memperbarui prosedur, memantau 
perubahan dalam persyaratan halal, dan meningkatkan 
kebijakan mereka untuk tetap memenuhi standar. 

3. Pemisahan Linimasa Produksi: 
Penerapan pemisahan linimasa produksi untuk produk halal 
dan non-halal bisa menjadi tantangan. Ini dapat memerlukan 
investasi dalam fasilitas dan peralatan tambahan, yang dapat 
meningkatkan biaya produksi. 
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4. Keterbatasan Bahan Baku Halal: 
Tidak semua bahan baku mungkin tersedia dalam bentuk 
yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Perusahaan 
mungkin menghadapi keterbatasan dalam memilih pemasok 
atau harus melakukan perubahan pada formulasi produk. 

5. Pengawasan dan Pemeriksaan Rutin: 
Penerapan pengawasan dan pemeriksaan rutin memerlukan 
sumber daya tambahan dan waktu. Perusahaan perlu 
mengalokasikan waktu dan anggaran untuk melakukan audit 
internal dan menghadapi pemeriksaan eksternal oleh 
lembaga sertifikasi halal. 

6. Pertumbuhan Kompleksitas Rantai Pasokan: 
Penerapan sistem jaminan pangan halal dapat meningkatkan 
kompleksitas rantai pasokan. Perusahaan harus memantau 
dan mengelola rantai pasokan dengan lebih cermat untuk 
memastikan kehalalan produk. 

7. Resistensi dari Karyawan atau Pemasok: 
Beberapa karyawan atau pemasok mungkin tidak 
sepenuhnya mendukung atau memahami pentingnya sistem 
jaminan pangan halal. Ini dapat menyebabkan resistensi dan 
membutuhkan upaya tambahan untuk memberikan 
pemahaman dan dukungan. 

8. Peningkatan Waktu Produksi: 
Pemisahan produk dan proses-produksi yang lebih ketat 
untuk memastikan kepatuhan halal dapat menyebabkan 
peningkatan waktu produksi. Ini dapat mempengaruhi 
kapasitas produksi dan mengarah pada biaya tambahan. 

9. Pertanyaan Terkait Teknologi dan Inovasi: 
Beberapa teknologi atau inovasi dalam industri mungkin 
tidak selaras dengan persyaratan halal atau memerlukan 
penyesuaian. Ini dapat membatasi kemampuan perusahaan 
untuk mengadopsi teknologi baru. 

10. Potensi Kesalahan Penerapan: 
Kesalahan dalam penerapan sistem jaminan pangan halal 
dapat terjadi jika tidak ada pemahaman yang baik atau jika 
prosedur tidak dijalankan dengan benar. Ini dapat 
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merugikan reputasi perusahaan dan memerlukan waktu dan 
sumber daya untuk diperbaiki. 

11. Tantangan dalam Distribusi Global: 
Perusahaan yang beroperasi secara global mungkin 
menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi jaminan 
pangan halal di berbagai pasar dan memahami persyaratan 
halal yang berbeda di setiap negara. 

 
Sementara kelemahan ini mungkin timbul, keberlanjutan 

dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dapat memberikan 
manfaat yang jauh lebih besar dalam jangka panjang, terutama 
dengan pertumbuhan permintaan konsumen untuk produk halal. 
Perusahaan perlu mempertimbangkan dengan cermat dan 
mengatasi hambatan ini untuk memaksimalkan manfaat dari 
implementasi sistem jaminan pangan halal. 
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BAB 3 
PERATURAN/ UNDANG-UNDANG 
REGULASI PANGAN HALAL 
 
Oleh Irlina R Irawan 
 
3.1 Definisi Pangan Halal 

Status halal suatu makanan sangat penting, terutama bagi 
seorang muslim. Di negara yang mayoritas penduduknya beragama 
islam, status halal dalam hal ini adalah makanan halal/ minuman 
halal sangat dibutuhkan dalam menentukan makanan/ minuman 
yang akan dikonsumsi.  

Dicantumkan dalam Al Qur’an mengenai perintah Allah 
untuk mengonsumsi makanan yang baik dan halal dalam surat Al-
Baqarah ayat 168  yang berbunyi "Wahai manusia, makanlah 
sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah 
mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu 
merupakan musuh yang nyata" dan ayat 172 yang berbunyi „Wahai 
orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang 
Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika 
kamu hanya menyembah kepada-Nya“ (ibn Ismail, 2020).  

Definisi halal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
adalah halal 1 /ha·lal 1/ a diizinkan (tidak dilarang oleh syarak/ 
syariat) (Media Revolution Group, 2016) , sehingga yang dimaksud 
dengan pangan halal adalah makanan yang diizinkan/ tidak dilarang 
menurut aturan agama/syariat dalam hal ini adalah agama Islam. 

Meskipun beberapa ajaran tertentu berbeda-beda, tetapi 
secara umum konsensus kehalalan adalah bahwa 
makanan/minuman harus bebas dari daging babi, 
alkohol/minuman keras, racun, bahan-bahan berbahaya, atau 
unsur-unsur yang tidak higienis. Daging apa pun harus disembelih 
sesuai dengan metode yang ditentukan dalam hukum Islam, yang 
dikenal sebagai Zabihah (Staff Writer, 2019).  
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Sebagai larangan makanan, dikenal istilah haram dimana 
makanan haram dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat Al Maidah ayat 3 
yang berbunyi „Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, 
daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas 
(nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang 
ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat 
kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk 
berhala“ (ibn Ismail, 2020). Tetapi untuk bangkai terdapat 
pengecualian yaitu bangkai ikan, selain bangkai ikan, bangkai dari 
serangga belalang juga dihalalkan untuk dimakan. Seperti 
penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang halalnya dua bangkai dan 
dua darah: “Telah dihalalkan bagi kami dua bangka dan dua darah. 
Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati 
dan limpa,” (HR Ibnu Majah no. 3314) (n.n, 2023).  

Dapat disimpulkan bahwa secara umum, makna HALAL 
berarti diizinkan, diperbolehkan, disahkan, disetujui, diberi sanksi, 
halal, sah, sah atau sah. Kata ‘Makanan untuk Umat Islam’ atau 
‘makanan bersertifikat Halal’ atau ‘Halal’ atau mempunyai arti 
serupa dapat diartikan sebagai berikut: 
1. Bebas dari, dan tidak terbuat dari, atau mengandung bagian 

atau zat apa pun yang diambil atau diambil dari hewan yang 
dilarang (HARAM) untuk dikonsumsi oleh umat Islam, 
menurut hukum Islam. 

2. Tidak mengandung bahan apa pun, yang dinyatakan najis 
menurut Hukum Islam. 

3. Tidak diolah, diolah, diproduksi atau dibuat dengan 
menggunakan perkakas, perlengkapan dan/atau mesin yang 
tidak bebas dari bahan-bahan najis sesuai petunjuk Hukum 
Islam, dan 

4. Selama penyiapan, pengolahan atau penyimpanan, tidak 
boleh bersentuhan atau berdekatan dengan pangan yang 
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (a), (b) atau (c) atau bahan apa pun yang dinyatakan 
sebagai kotoran menurut Hukum Islam (Wahab, 2004) .   

 
Berdasarkan The Global Islamic Economy Indicator (Dinar 

Standard, 2022), dalam Top 15 Global Islamic Economy Indicator 
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Score, Indonesia menempati urutan kedua dibawah Malaysia dalam 
hal makanan halal seperti terlihat pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1. 15 Negara Teratas Berdasarkan Skor Indikator 

Makanan Halal 
(Sumber : (Dinar Standard, 2022)) 

 
3.1.1 Lembaga sertifikasi halal di Asia 

Untuk membantu masyarakat umum dalam memilih 
makanan dan minuman halal, Indonesia memiliki lembaga khusus 
untuk menerbitkan sertifikat halal bagi beragam jenis produk 
terutama makanan dan minuman antara lain yaitu Lembaga 
Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika – Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal (BPJPH). Selain Indonesia, beberapa negara di Asia juga 

15 Negara Teratas dari Top 15 Global 
Islamic Economy Indicator Score untuk 

Makanan Halal 

1. Malaysia (Skor 123,4) 

2. Indonesia (Skor 71,1) 

3. Turki (Skor 69,8) 

4. Uni Emirat Arab (Skor 63,3) 

5. Kazakstan (Skor 59,2) 

6. Singapura (Skor 57,8) 

7. Arab Saudi (Skor 56,6) 

8. Yordania (Skor 51,3) 

9. Pakistan (Skor 48,3) 

10. Iran (Skor 48,1) 

11. Inggris/ UK (Skor 47,4) 

12. Oman (Skor 46,1) 

13. Bahrain (Skor 44,5) 

14. Qatar (Skor 43,4) 

15. Kuwait (Skor 43,1) 
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memiliki lembaga khusus untuk memberikan sertifikat halal seperti 
berikut ini.   
1. Filipina. 

 Institut Pengembangan Halal Filipina (HDIP) 
adalah Organisasi Keagamaan Islam nirlaba 
yang didirikan pada tahun 2008 di Kota 
Davao, untuk mempromosikan Produk Halal 
Filipina. HDIP terdiri dari staf teknis Muslim 

Filipina yang religius dan terlatih serta merupakan salah 
satu organisasi sertifikasi Halal independen terkemuka dan 
dihormati. Sertifikat Halal HDIP diterima secara luas dan 
memiliki simbol tersendiri yang ditempelkan pada ribuan 
produk yang disertifikasi yang meliputi produk Makanan 
dan Non-Makanan, Minuman, Farmasi, Produk Perawatan 
Pribadi, Gudang dan Bahan Pengemas. HDIP menggunakan 
prosedur dan standar terdokumentasinya sendiri untuk 
menilai dan mensertifikasi produk juga menyelaraskan 
prosedur dan standarnya dengan Sistem Manajemen 
Pangan(HDPI, 2020)      
 

2. Singapura.  
Majlis Ugama Islam Singapura (Muis), juga 
dikenal sebagai Dewan Agama Islam 
Singapura, merupakan otoritas Islam yang 
bertanggung jawab atas urusan Muslim di 
Singapura. Muis memberi nasihat kepada 

Presiden Singapura tentang segala hal yang berkaitan 
dengan Islam di Singapura. Muis antara lain bertugas untuk 
menyediakan layanan Sertifikasi Halal dan mengatur 
industri Halal Singapura. Berdasarkan Undang-Undang 
Administrasi Hukum Muslim (AMLA), Muis diberi 
wewenang hukum tunggal untuk menerbitkan sertifikat 
Halal di Singapura(MUIS, 2020). 
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3. Malaysia. 
 Untuk memastikan bahwa semua produk yang 

disahkan atau disertifikasi Halal adalah 
murni dan Halal sesuai dengan prinsip-
prinsip Islam dengan menjadi pusat 

Sertifikasi Halal yang berpengaruh dan diakui 
secara nasional dan internasional. Bertujuan untuk 
memeriksa, mensertifikasi dan mengatur semua makanan 
dan produk konsumen yang berlaku bagi umat Islam secara 
efisien dan efektif sehingga menjamin kemurnian dan 
sertifikasi halal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.  
“Dan janganlah kamu makan dari (penyembelihan hewan 
halal) yang pada saat menyembelihnya belum menyebut 
nama Allah, karena perbuatan itu adalah dosa dan si jahat 
berbisik kepada murid-muridnya, untuk mendurhakai dan 
menghasutmu dan jika kamu mendurhakai dan menjadikan 
sesuatu yang haram menjadi halal, niscaya kamu termasuk 
orang-orang musyrik”(Halal Malaysia Official Portal, 2023) 
 

4. Taiwan.  
Pada bulan April 2017, Administrasi Perdagangan 

Internasional, Kementerian Perekonomian 
mempercayakan Dewan Pengembangan 
Perdagangan Eksternal Taiwan (TAITRA) 
untuk mendirikan Taiwan Halal Center. Hal 

ini akan membantu secara profesional dalam 
mempromosikan industri halal Taiwan, baik secara lokal 
maupun global. Nilai inti dari Pusat Promosi Industri Halal 
Taiwan adalah “berpusat pada masyarakat”. Kami bertujuan 
untuk menciptakan lingkungan yang ramah Muslim, 
sehingga umat Islam dapat membeli produk-produk 
berkualitas buatan Taiwan tanpa khawatir, dan memiliki 
kehidupan yang lebih nyaman di sini. Misi kami adalah 
membangun kekuatan industri halal lokal, membangun 
kepercayaan umat Islam di luar negeri, memperluas pasar 
Muslim, dan membangun ekosistem halal di Taiwan(Taiwan 
Halal Center, 2023). 
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5. Brunei Darussalam. 

Sejak 2009, Ghanim International 
Corporation telah mengembangkan, 
memasarkan dan mempromosikan produk 
bruneihalalfoods di seluruh dunia. Lahir 
dari tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

yang semakin meningkat akan halal, kualitas, keamanan dan 
keberlanjutan dalam semua aspek konsumsi, visi kami 
adalah menjadi merek Halal global yang ikonik yang akan 
unggul melalui inovasi dan kebajikan(bruneihalalfoods, 
2023).  
 

6. Thailand  
Institut Standar Halal Thailand, sebuah 
organisasi keagamaan wajib eksklusif, 
yang diatur oleh Komite Islam Pusat 
Thailand (CICOT) didirikan pada 11 
Agustus 2003 dengan tujuan untuk 

membuat undang-undang dan mengatur urusan agama 
Islam di Kerajaan Thailand. Statuta untuk penyelenggaraan 
organisasi Undang-Undang Islam (Undang-undang "AOI") 
diumumkan oleh Parlemen dan mendapat persetujuan 
Kerajaan pada tanggal 17 Oktober 1997. CICOT mengawasi 
standardisasi halal, pengakuan internasional, dan nasihat 
kelembagaan kepada pemerintah Thailand. CICOT memiliki 
Sheikul Islam, (Chularajmontri), pemimpin spiritual Islam, 
sebagai ketua dewan, Yang Mulia, berdasarkan posisinya, 
berbagi kekuasaan administratif dan mendelegasikan 
wewenang kepada seluruh ketua di tingkat lokal yang 
dikenal sebagai Provinsi Islam. Komite Islam Provinsi ada di 
36 dari 76 provinsi di Thailand dan memiliki dewan 
administratifnya sendiri. Ke-36 anggota tersebut dicalonkan 
untuk mewakili konstituennya di CICOT. Institut Standar 
Halal Thailand ini telah menerima dukungan anggaran dari 
pemerintah Thailand dengan tujuan untuk mengatur urusan 
Islam di Kerajaan Thailand guna mematuhi kebijakan 
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pemerintah untuk mempromosikan industri makanan 
Thailand sebagai Dapur Dunia. Thailand adalah salah satu 
negara produksi pangan terpenting dengan potensi 
produksi dan ekspor yang tinggi. Pemerintah Thailand 
sedang berupaya mendirikan Kawasan Industri Produk 
Halal di Provinsi Pattani, di wilayah selatan Thailand, untuk 
mempromosikan atau mengekspor produk Halal, khususnya 
ke negara-negara Arab di Timur Tengah. HQC secara resmi 
terakreditasi dan diakui dari Central Islamic Committee of 
Thailand (CICOT)(Halal Quality Control, 2022). 

 
7. Srilanka 

Dewan Akreditasi Halal (Jaminan) Limited, atau HAC, adalah 
satu-satunya entitas yang mensertifikasi 

dan melakukan audit kepatuhan 
profesional dan diterima secara 
internasional untuk standar Halal di 
Sri Lanka. Didirikan berdasarkan 

Undang-Undang Perusahaan No. 7 
tahun 2007, HAC didirikan oleh beberapa pemimpin 
industri dan profesional paling dihormati di Sri Lanka dari 
berbagai bidang spesialisasi dengan tujuan memenuhi 
kebutuhan untuk menerbitkan sertifikasi dan kemudian 
memantau kepatuhan terhadap standar internasional 
kepatuhan Halal untuk kliennya(Halal Accreditation 
Council, 2023). 
 
 

8. Jepang. 
Non-Profit Organization Japan Halal Association didirikan 

pada 13 Desember 2010, sebagai tanggung 
jawab sosial organisasi yang terlibat dalam 
sertifikasi halal, melaksanakan sertifikasi 
halal secara adil sesuai standar 
internasional, dan mewariskannya kepada 

generasi berikutnya sebagai kegiatan 
berkelanjutan(NPO Japan Halal Association, 2023). 
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3.1.2 Lembaga sertifikasi halal di luar Asia 
Persebaran kaum muslim cukup merata di seluruh dunia, 

sehingga negara-negara Australia, Amerika dan Eropa juga 
memerlukan lembaga sertifikasi halal untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat muslim di negaranya akan produk halal. Berikut ini 
adalah beberapa negara yang telah memiliki Lembaga Sertifikasi 
Halal. 
1. Selandia Baru 

Didirikan pada tahun 2013, New Zealand 
Islamic Development Trust (NZIDT) adalah 
Organisasi Halal yang Disetujui (AHO) dan 
diakui oleh Kementerian Industri Primer di 
bawah Sistem Jaminan Ekspor Halal Selandia 

Baru, dan oleh semua otoritas Halal utama di pasar ekspor 
utama luar negeri. Memberikan layanan audit dan sertifikasi 
halal kepada industri makanan Selandia Baru yang meliputi; 
daging merah, susu, makanan laut, madu, pengolahan 
makanan, roti, layanan makanan, kosmetik, farmasi, dan 
logistik serta mencakup beberapa bisnis makanan dan 
industri primer terbesar di Selandia Baru yang memerlukan 
layanan audit dan sertifikasi untuk membuat klaim Halal 
dan mendapatkan akses ke pasar luar negeri 
tertentu(NZIDT, no date). 
 

2. Australia 
Australian Halal Development & Accreditation 
(AHDAA) adalah organisasi Sertifikasi Halal 
yang disetujui oleh Departemen Pertanian dan 
Sumber Daya Air (DAWR) Pemerintah 
Australia. AHDAA adalah organisasi yang 

didirikan, dimiliki dan dikelola oleh tim profesional Muslim 
terdidik yang berkualifikasi dan berpengalaman dalam 
kepatuhan Halal, keamanan pangan, dan persyaratan 
kesejahteraan hewan. Anggota tim AHDAA secara ketat 
mematuhi Al-Quran dan Sunnah dan ini memberikan 
pedoman dalam memberikan layanan Halal yang unggul 
baik bagi pasar Halal maupun komunitas. Organisasi kami 
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bertanggung jawab untuk mematuhi semua persyaratan 
Halal sesuai dengan aturan Islam. AHDAA adalah entitas 
Muslim sesuai 4.1.1 UEA.S 2055-2, yang memiliki tanggung 
jawab hukum dan Islami untuk mematuhi semua aturan 
Islam sesuai dengan GSO UEA:2055-2, Pemerintah Mesir, 
JAKIM Malaysia, Kerajaan Arab Saudi, Kuwait, MUI 
Indonesia H.A.S, MUIS Singapura H.A.S, Pakistan (PAC), 
Qatar dan skema sertifikasi Halal negara lain(AHDAA, no 
date). 
 

3. Amerika Serikat 
Islamic Food and Nutrition Council of America 
(IFANCA) adalah organisasi yang berdedikasi 
untuk mempromosikan halal melalui 
sertifikasi, pendidikan, dan pembentukan 
serta dukungan institusi. Kami membantu 

perusahaan menciptakan produk halal yang dapat dipercaya 
konsumen—logo merek dagang kami Crescent-M memiliki 
arti satu hal: “Ini halal.”(Islamic Food and Nutrition Council 
of America (IFANCA), no date) 

 
4. Inggris 

Halal Monitoring Committee (HMC) didirikan 
untuk membantu memastikan bahwa 
seluruh umat Islam dapat yakin bahwa 
daging dan produk yang mereka konsumsi 
'benar-benar Halal'. Organisasi HMC adalah 
badan amal independen, nirlaba, dan 

terdaftar yang memantau, memeriksa, dan mensertifikasi 
produk Halal untuk kepentingan komunitas Muslim. HMC 
terdiri dari organisasi inti yang didukung oleh sejumlah 
kelompok tambahan dan pendukung yang meliputi Komite 
Eksekutif, Kelompok Area Lokal dan Dewan Syariah HMC. 
Komite Pemantau Halal (HMC UK) adalah organisasi amal 
independen, nirlaba, terdaftar yang tujuan utamanya adalah 
mensertifikasi produksi makanan Halal asli. HMC mematuhi 
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Hukum Inggris untuk produksi pangan serta Hukum 
kepatuhan diet Islami(Halal Monitoring Committee, 2023). 

 
Terlihat bahwa di berbagai belahan dunia, sudah ada 

lembaga sertifikasi halal yang dapat memenuhi kebutuhan kaum 
muslim untuk mendapatkan produk halal baik berupa makanan 
maupun perlengkapan lain seperti kosmetika, dan beberapa 
diantara lembaga sertifikasi halal tersebut juga memeiliki afiliasi 
dengan MUI Indonesia. 

 

3.2 Peraturan pangan halal  
Terkait penetapan kehalalan suatu produk oleh pemerintah 

Indonesia telah diatur dalam aturan Undang-undang No 33 tahun 
2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Sertifikat halal adalah 
pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH 
berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. 
Perbedaan MUI dan BPJPH dalam sertifikasi halal suatu produk 
dijelaskan oleh Kemenag RI. MUI memiliki wewenang untuk 
menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal, ini 
sebagai pemenuhan aspek hukum agama, sedangkan BPJPH 
bertugas menerbitkan sertifikat halal MUI sebagai bentuk 
administrasi hukum agama ke hukum negara. 

Peran MUI, BPJPH, dan LPH dalam Sertifikasi Halal Produk 
tercantum dalam UU No 33 tahun 2014 dimana masing-masing 
pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam tahapan 
sertifikasi halal, mulai dari pengajuan pemilik produk hingga 
terbitnya sertifikat. Berikut ini peran BPJPH, LPH, dan MUI dalam 
sertifikasi halal produk: 
1. BPJPH: memiliki tugas menetapkan aturan/regulasi, 

menerima dan memverifikasi pengajuan produk yang akan 
disertifikasi halal dari pelaku usaha (pemilik produk), dan 
menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. 

2. LPH: bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian 
kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. 
Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki 
oleh LPH. 
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3. MUI: berwenang menetapkan kehalalan produk melalui 
sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait 
dengan standar maupun kehalalan produk. 

 
Dapat disimpulkan bahwa BPJPH tidak bisa mengeluarkan 

Sertifikat Halal kalau tidak ada ketetapan halal dari MUI (melalui 
sidang fatwa), karena ketetapan halal MUI merupakan pemenuhan 
aspek hukum agama (syariah Islam) dan sertifikat halal yang 
diterbitkan BPJPH adalah bentuk pengadministrasian hukum agama 
ke dalam hukum negara sehingga Label Halal Indonesia baru bisa 
dicantumkan dalam kemasan produk setelah mendapat sertifikat 
halal dari BPJPH(Farhanah, 2019; Faridah, 2019). 

 
3.2.1 Peraturan pangan halal di Indonesia 

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan 
berbagai peraturan dan undang-undang terkait produk halal untuk 
diterapkan baik oleh produsen maupun konnsumen di Indonesia. 
Beberapa peraturan tersebut adalah: 
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal, yang isinya antara lain 
adalah mewajibkan sertifikat halal bagi produk yang 
beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 
2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 

3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk 
Halal, menjelaskan secara detil baik mengenai produk yang 
dapat disertifikasi, proses sertifikasi hingga petugas yang 
dapat menentukan sertifikasi halal dari suatu produk. 

4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 
Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal, dimana 
isinya menjelaskan mengenai pembagian tugas antara 
BPJPH, MUI dan LPPOM-MUI dalam melaksanakan layanan 
sertifikasi halal. 
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5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja, yang salah satu pasalnya juga memuat 
hal terkait jaminan produk halal. 

6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 558 
Tahun 2021 Tentang Layanan Sertifikasi Halal yang 
menggantikan Keputusan Menteri Agama Republik 
Indonesia Nomor 982 Tahun 2019, dengan memperbaharui 
sistem layanan dimana fungsi LPPOM-MUI digantikan oleh 
Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). 

7.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 
2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk 
Halal. 

 
Berbagai aturan dan perundang-undangan ini yang 

kemudian diterapkan untuk mendapatkan sertifikat halal dari suatu 
produk yang masuk atau diproduksi di Indonesia. 

 

3.3 Pengajuan Sertifikat Pangan Halal di Indonesia 
Mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam. 

Oleh karena itu, penting bagi pemilik usaha untuk memiliki dan 
memahami cara mendapatkan sertifikasi halal. Istilah "halal" 
merujuk pada lebih dari sekedar produksi makanan dan obat-
obatan tetapi termasuk juga produk kosmetik hingga farmasi harus 
memiliki sertifikasi halal. Sertifikat Halal merupakan tanda mutu 
suatu produk yang dijual atau didistribusikan di Indonesia. 
Pemerintah juga telah menyelenggarakan halal yang ditetapkan 
dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk 
Halal (JPH)(Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2014), UU Cipta 
Kerja (Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2020), 
dan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (President of The Republic 
of Indonesia, 2021). Dengan diperolehnya sertifikasi Halal, maka 
konsumen dan dunia usaha akan mendapatkan keuntungan. 
Konsumen merasa lebih aman dan nyaman ketika mengkonsumsi 
atau menggunakan produk yang dibelinya, dan kepercayaan 
konsumen terhadap perusahaan akan semakin tumbuh. Jika suatu 
produk mempunyai label Halal maka peningkatan kualitas yang 
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diberikan akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Pada 
umumnya, masyarakat akan memperhatikan adanya logo halal pada 
kemasan suatu produk untuk dijadikan pertimbangan penting 
sebelum memutuskan apakah akan membeli suatu barang atau 
tidak.  

 
3.3.1 Alur Mendapatkan Sertifikasi Halal 

Meskipun memiliki alur yang cukup panjang, pada dasarnya 
proses dan cara mendapatkan sertifikat halal dari MUI tidaklah sulit. 
Berikut adalah beberapa rangkaian tahapan cara mendapatkan 
sertifikasi halal yang dicantumkan dalam laman Sucofindo.co.id (nn, 
2023): 
1. Ajukan permohonan sertifikat secara daring pada laman 

ptsp.halal.go.id. 
2. Kelengkapan data yang diajukan oleh pemohon akan dicek 

oleh pihak BPJPH. Jika dokumen sudah lengkap, BPJPH akan 
langsung mengirim dokumen ke Lembaga Pemeriksa Halal 
untuk proses pengecekan dokumen dan perhitungan biaya 
pemeriksa kehalalan produk.  

3. Umumnya, proses perhitungan biaya pemeriksa kehalalan 
produk memiliki durasi paling lama dua hari kerja. Namun, 
jika dokumen tidak sesuai maka pihak LPH (Lembaga 
Pemeriksa Halal) akan meminta Anda untuk memperbaiki 
kelengkapan dokumen terlebih dahulu. 

4. Perhitungan biaya pemeriksa kehalalan produk bisa Anda 
lihat sesuai unit cost dikali mandays yang telah ditetapkan 
oleh pihak BPJPH. Adapun ketentuan biaya pemeriksa 
kehalalan produk tidak termasuk dalam biaya uji kehalalan 
produk lewat laboratorium terakreditasi, serta tidak 
termasuk dalam biaya akomodasi dan transportasi sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.  

5. Setelahnya, BPJH akan melakukan penerbitan tagihan 
pembayaran kepada pemilik bisnis atau usaha. 

6. Selanjutnya, pelaku usaha wajib melakukan pembayaran 
tagihan yang dilanjutkan dengan mengunggah bukti 
pembayaran dalam jangka waktu paling lama adalah sekitar 
10 hari kerja sejak tagihan pertama kali diberikan.  



 

46 

7. Jika pihak pelaku usaha tidak melakukan pembayaran 
sesuai tenggat waktu yang ditentukan, maka permohonan 
akan dibatalkan. 

8. Jika telah mengirimkan bukti pembayaran, BPJPH akan 
melakukan verifikasi. Jika telah sesuai, BPJPH akan langsung 
menerbitkan surat tanda terima dokumen sebagai dasar 
penugasan LPH melakukan pengujian kehalalan produk.  

9. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian 
produk berkisar sekitar 15 hari kerja. 

10. Selanjutnya, LPH akan menyerahkan laporan hasil 
pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk melalui 
MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan mengunggah 
dokumen lewat aplikasi SiHalal. 

11. Kemudian, MUI akan melaksanakan sidang fatwa halal lalu 
menyerahkan hasil ketetapan halal dengan cara 
mengupload dokumen terkait pada aplikasi SiHalal.  

12. BPJPH akan langsung menerbitkan sertifikat halal dan 
pelaku usaha pun bisa mengunduh sertifikat halal digital 
lewat aplikasi SiHalal. 

 
Untuk memperoleh sertifikat halal, ada biaya yang perlu 

dibayarkan. Biaya tersebut, terdiri dari biaya pendaftaran dan 
penetapan kehalalan produk sebesar Rp300.000 dan biaya 
pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal 
(LPH) sebesar Rp350.000 tetapi diluar jadwal rutin pengajuan 
seritifikat halal yang memerlukan biaya, Kementerian Agama juga 
meberikan kesempatan kepada Masyarakat yang memerlukan 
pengajuan sertifikasi halal tanpa mengeluarkan biaya seperti yang 
tercantum pada gambar 3.2 dan 3.3. 
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Gambar 3.2. Syarat Mendaftar Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 
(Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-

sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-
gm23w2) 

 
Persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal baik gratis 

maupun berbayar secara umum sama saja, diantaranya yang 
terutama adalah memiliki surat izin edar (PIRT/ MD/ UMOT/ 
UKOT), sertifikat laik hygiene Sanitasi (SLHS) atau izin industry lain 
serta bahan yang digunakan dapat dipastikan kehalalannya 
(dibuktikan dengan sertifikat halal). 
  

https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2
https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2
https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2
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Gambar 3.3. Alur Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) 

(Sumber : https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-
sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-

gm23w2) 
  

Dari gambar 3.3 dapat terlihat dengan jelas alur sertifikasi 
yang dilakukan, mulai penyiapan berkas dan kelengkapannya oleh 
pelaku usaha, proses verifikasi oleh pendamping, proses verifikasi 
lanjutan oleh BPJPH, proses sidang untuk menetapkan kehalalan 
produk oleh Komite Fatwa Produk Halal, penerimaan hasil sidang 
dan proses penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH hingga 
diterimanya sertifikat produk halal oleh pelaku usaha yang 
mengajukan. 

https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2
https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2
https://kemenag.go.id/nasional/ada-1-juta-kuota-sertifikasi-halal-gratis-2023-ini-syarat-dan-alur-daftarnya-gm23w2
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Selain untuk mendapatkan kepercayaan dari konsumen, 
memiliki sertifikat halal pada produk bisnis juga memiliki banyak 
keuntungan seperti: 
1. Memiliki keunggulan kompetitif khususnya dalam hal 

sertifikasi halal. 
2. Menjadi produk atau jasa yang sah jika barang atau jasa 

yang diberikan sesuai dengan hukum dan etika Islam. Hal 
ini berlaku mulai dari pengadaan bahan baku hingga 
penyelesaian produk. 

3. Adanya desain logo halal juga dapat digunakan untuk 
membedakan suatu bisnis dan produknya dari yang lain. 

4. Pelanggan akan lebih mudah mengajukan pertanyaan yang 
berujung pada pembelian produk Anda. 

5. Standar Islam telah ditetapkan untuk produksi makanan, 
obat-obatan, dan kosmetik. 

6. Dunia usaha akan lebih mudah memperluas basis 
pelanggannya, khususnya di kalangan umat muslim. 

7. Perusahaan yang telah menerima sertifikasi halal dari MUI 
telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam 
membantu pemerintah dan organisasi non-pemerintah 
dalam mempertahankan dan meningkatkan produk dan 
layanan yang diberikan kepada masyarakat. 

8. Sebuah bisnis yang telah memiliki sertifikat halal secara 
resmi bisa memasang label halal pada setiap kemasan 
produk yang dipasarkan(nn, 2023). 

  
Studi menunjukkan bahwa peraturan halal di ASEAN-7 

secara umum sudah memadai untuk mencapai tujuannya, namun 
terdapat keragaman dalam standar halal, bentuk kelembagaan, 
kondisi lingkungan internal dan eksternal, serta dampaknya. 
Implikasinya menunjukkan bahwa ASEAN berpotensi 
meningkatkan bisnis halal dan perdagangan halal global. Meskipun 
berbagai upaya telah dilakukan, namun diperlukan kerja sama yang 
lebih sinergis untuk mengembangkan regulasi perdagangan halal 
yang harmonis guna meningkatkan manfaat perlindungan ekonomi, 
sosial, dan konsumen bagi kawasan ASEAN (Abimanyu and Faiz, 
2023), sehingga diharapkan seluruh pengusaha baik kecil maupun 
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besar, khususnya di Indonesia bisa melakukan proses untuk 
mendapatkan sertifikasi halal pada produk-produk yang dihasilkan.  
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BAB 4 
KRITERIA SISTEM JAMINAN PRODUK 
HALAL (SJPH) 
 
Oleh Nikmah Utami Dewi 

 
Semua perusahaan yang memiliki setifikat halal untuk 

produknya harus memenuhi semua Kriteria Sistem Jaminan Produk 
Halal (SJPH) yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara 
Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kriteria tersebut mencakup 
komitmen dan tanggungjawab, bahan yang digunakan, proses 
produk halal, produk yang dihasilkan, dan pemantauan dan 
evaluasi. 
 

4.1 Komitmen dan Tanggung Jawab 
Produk halal sudah menjadi kebutuhan yang penting untuk 

dipenuhi terutama oleh konsumen muslim. Suatu negara perlu 
memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam membentuk regulasi 
pada Sistem Jaminan Produk Halal untuk melindungi hak konsumen 
dengan memberikan jaminan bahwa produk yang diperoleh sesuai 
dengan kepercayaan dan keyakinan keagaamaan konsumen. 
4.1.1 Kebijakan Halal 

Kebijakan halal adalah pernyataan tertulis mengenai 
komitmen perusahaan dalam menghasilkan produk halal secara 
konsisten.  Konsistensi komitmen termasuk dalam penggunaan dan 
menyediakan bahan baku, bahan penolong, dan proses produksi 
halal (Dr. Ir. H. M.N Hosen, 2008). Salah satu persyaratan agar 
produk dapat masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia 
baik lokal maupun impor adalah wajib memiliki sertifikasi halal. 
Sebagai bentuk perhatian pemerintah Indonesia untuk menjamin 
kehalalan suatu produk, maka pemerintah Indonesia menerbitkan 
beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan (Lim 
charity, 2017). Peraturan tentang jaminan produk halal diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
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Produk Halal (UUJPH). Pemerintah wajib bertanggung jawab untuk 
menjamin penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. UUJPH yang 
terdiri dari 68 pasal diperbaharui lagi melalui Undang-undang 
Nomor  11 Pasal 48 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang 
membahas mengenai Perizinan dalam mendapatkan Sertifikasi 
Produk Halal untuk pelaku usaha.  

Kebijakan halal yang ada di semua negara diatur oleh 
Standards and Metrology Institute for Islamic (SMIIC) yang terletak 
di Turki. SMIIC mengembangkan standar kehalalan tunggal yang 
bisa digunakan oleh lembaga sertifikasi yang ada di seluruh dunia 
(Darmawati et al., 2023). Banyak negara selain Indonesia yang juga 
mengatur kebijakan mengenai produk halal seperti pangan, obat-
obatan, dan kosmetik. Produk halal merupakan kebutuhan yang 
wajib dipenuhi oleh umat beragama Islam. Populasi agama Islam 
menempati urutan kedua terbanyak yaitu sekitar 25% dari total 
populasi di dunia (World Population, 2023). Permintaan produk 
halal juga meningkat karena kesadaran masyarakat mengenai 
manfaat  produk halal. Kekhawatiran konsumen terhadap 
kebersihan dan realibitas suatu produk telah mengubah sistem 
dalam memproduksi suatu produk, mulai dari bahan, proses, 
pengemasan dan pemasaran produk hingga sampai ke tangan 
konsumen (Dinar Standard, 2019). 

Salah satu negara yang memiliki lembaga untuk mengatur 
kebijakan halal adalah Singapura. Singapura memiliki lembaga 
Majilis Ugama Islam Singapore (MUIS) yang menerbitkan pedoman 
penyiapan dan penyediaan makanan halal, serta pedoman 
kepatuhan pengembangan sistem manajemen mutu halal (MUIS 
Technical Committee, 2005; Akbar et al., 2023).  

Kebijakan halal di Thailand diatur oleh lembaga The Central 
Islamic Committee of Thailand (CICOT) yang memastikan bahwa 
standar produk halal yang beredar dikembangkan berdasarkan 
prinsip Islam dan standar internasional (Mohd Nawawi et al., 2020). 
Iran juga memiliki lembaga yang mengatur kebijakan halal yaitu 
Institute of  Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI) yang 
juga merupakan anggota International Organization for 
Standardization (ISO). ISIRI bertujuan untuk mengembangkan, 
menerbitkan, dan mengindentifikasi standar nasional termasuk 
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produk halal (ISIRI 12000, 1992). Standar halal Brunei Darussalam 
disebut PBD 24: 2007. Standar ini berkaitan dengan produksi, 
manufaktur, penyediaan, distribusi, dan penyimpanan makanan 
halal. Standar ini memberikan pedoman untuk menyiapkan dan 
menangani makanan halal serta berfungsi sebagai persyaratan 
dasar untuk produk makanan dan bisnis di Brunei. Empat pedoman 
yang digunakan di Brunei Darussalam terkait standar halal yaitu 
pedoman sertifikasi halal, pedoman kepatuhan dan audit halal, 
pedoman audit pengawasan halal, dan pedoman merk halal untuk 
memasarkan produk secara global (Islamic Religious Council of 
Brunei (Majlis Ugama Islam Brunei) [MUIB], 2007). 

 
4.1.2 Tanggung Jawab Manajemen dan Pembinaan SDM 

Tujuan adanya sertifikat halal yaitu untuk melindungi dan 
memberikan rasa aman bagi konsumen muslim dalam 
mengkonsumsi suatu produk. Sertifikat halal juga memberikan  
kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen maupun 
produsen (Asmah and Salamah, 2021). Pemerintah, pelaku usaha, 
dan produsen memiliki tanggung jawab masing-masing dalam 
implementasi kebijakan halal.  Tanggung jawab pemerintah yaitu 
melaksanakan proses sertifikasi halal dengan cara melakukan 
pemeriksaan dokumen dan penerbitan sertifikat halal melalui 
BPJPH. Pemeriksaan dan atau pengujian produk dilakukan oleh 
auditor halal pada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selanjutnya 
penetapan kehalalan produk dilakukan melalui sidang fatwa halal 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Sulistyaningsih et al., 2019).  

Perusahaan bertanggung  jawab untuk memproduksi 
produk yang halal kepada konsumen muslim. Penerapan Sistem 
Jaminan Halal (SJH) harus diterapkan dan dipertanggungjawabkan 
bersama mulai dari petinggi perusahaan, karyawan yang terlibat 
dalam proses produksi, hingga sampai ke tangan konsumen. 
Perusahaan perlu membentuk tim manajemen halal dengan bukti 
tertulis (Asmah and Salamah, 2021). Tugas dari tim manajemen 
halal adalah membuat perencanaan, implementasi, evaluasi dan 
perbaikan pada SJH. Perusahaan juga bertanggung jawab untuk 
memfasilitasi tim manajemen halal dan seluruh karyawan yang 
terlibat dalam proses produksi untuk mengikuti kegiatan pelatihan 
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yang akan berguna pada implementasi optimal dalam proses 
produksi produk halal dari segi, pengetahuan, sikap, dan 
keterampilan (Dr. Ir. H. M.N Hosen, 2008; Asmah and Salamah, 
2021). 

 

4.2 Bahan Produk Halal 
Salah satu syarat dalam memproduksi produk halal yaitu 

dari bahan yang digunakan. Semua bahan yang berasal dari bahan 
baku hewan, mikroba, dan tumbuhan, serta bahan yang dihasilkan 
dari proses biologi, kimiawi, ataupun proses rekayasa genetik harus 
dinyatakan kehalalannya. Proses dalam mendapatkan bahan 
tersebut juga perlu dijamin kehalalannya mulai dari penyediaan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan 
hingga penyajian bahan. Bahan yang termasuk kategori haram yaitu 
alkohol, minuman keras, semua produk dan olahan yang 
mengandung babi dan anjing, hewan yang disembelih dengan cara 
yang tidak benar dan tidak sesuai dengan syariat islam, hewan yang 
mati sebelum disembelih, hewan karnivora, burung atau mangsa, 
semua produk yang terbuat dari darah, kotoran ataupun najis. 
Semua produk tidak boleh mengandung ataupun terkontaminasi 
dari bahan-bahan yang telah disebutkan (Jusmaliani and Nasution, 
2021). 

Bahan daging (Sapi, domba, rusa, kambing, ayam) dalam 
pembuatan produk ataupun produk mentah wajib memenuhi 
persyaratan yaitu, tidak mengandung bahan apapun yang diambil 
maupun diekstraksi dari bahan yang termasuk kategori haram. 
Daging harus diproduksi ataupun diolah dan disimpan dengan 
perlengkapan yang memenuhi standar serta sesuai dengan syariat 
islam. Daging juga sama sekali tidak dapat tersentuh dengan zat 
haram selama proses penyiapan, produksi, pengolahan, dan 
penyimpanan. Bahan-bahan lain seperti susu, madu, ikan, tanaman 
yang tidak memabukkan, sayuran segar atau beku alami, buah segar 
atau kering, kacang-kacangan, dan serealia terjamin kehalalannya 
sesuai pedoman agama Islam,  selama tidak terkontaminasi dengan 
zat haram (Jusmaliani and Nasution, 2021). 

Berdasarkan pedoman dari MUI, SMIIC, MUIS, CICOT, dan 
negara timur tengah (Arab Saudi, Pakistan, Brunei Darusalam), 
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dinyatakan bahwa semua hewan air termasuk dalam kategori halal 
selama tidak membahayakan, beracun, dan toksisitasnya belum 
dihilangkan. Pedoman halal yang diterbitkan oleh pemerintah 
Brunei Darusalam yaitu semua hewan akuatik yang mati, ditemukan 
mati, dan ditangkap adalah halal. Namun demikian, hewan yang 
hidup di air dan darat (amfibi) seperti katak, buaya, kepiting tidak 
diperbolehkan. Berbeda dengan pedoman Standar Halal Pakistan 
bahwa semua hewan akuatik adalah halal selama didapatkan 
dengan cara ditangkap atau dipancing (Akbar et al., 2023). 

 

4.3 Proses Produk Halal 
Dalam menghasilkan suatu produk halal maka harus melalui 

proses yang halal sesuai dengan syariat Islam. Beberapa proses 
dalam menghasilkan produk halal yaitu, 
1. Penyembelihan hewan 

Standar penyembelihan hewan menurut SMIIC, Indonesia, 
Malaysia, Thailand, Singapura, Pakistan, dan Iran 
menyatakan bahwa produk hewan yang disembelih masuk 
dalam kategori halal saat penyembelihan dilakukan dengan 
cara yang islami dengan penyembelih juga seorang Muslim 
(Abdallah, Rahem and Pasqualone, 2021). Namun demikian 
terdapat perbedaan aturan yang dikeluarkan oleh GCC 
Standardization Organization (GSO) 993 bahwa syarat 
menyembelih hewan secara halal tidak harus dilakukan oleh 
seorang muslim, melainkan dapat dilakukan tanpa melihat 
latar belakang agama dari orang tersebut (GCC 
STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO), 2015). Berikut 
persyaratan penyembelihan hewan di beberapa lembaga 
atau negara pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1. Persyaratan Penyembelihan Hewan 
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Penyembelih 
harus seorang 
muslim 

√ √ √ √ √ √ √ × 

Penyembelih 
bisa berasal dari 
seorang non 
muslim 

× × × × × × × √ 

Penyembelih 
harus berusia 
18 tahun 

- - - √ √ - - - 

Keterangan : (√ = Memperbolehkan, × = Tidak Memperbolehkan. - 
= Tidak ada keterangan penjelasan). 

Sumber : Akbar et al., 2023 
 

2. Proses pemingsanan hewan (stunning) 
Proses ini dilakukan dengan sengatan listrik, kimia, dan 
mekanisme lainnya yang menyebabkan hewan tidak 
sadarkan diri, atau tidak bergerak tanpa membunuh hewan 
tersebut sebelum disembelih. Pemingsanan dengan 
menggunakan alat setrum listrik hanya digunakan sebagai 
alat penjagal saja dengan izin dari pemerintah ataupun 
pihak yang berwenang (Akbar et al., 2023). Pemingsanan 
hewan secara halal hanya diperbolehkan di bagian kepala 
saja, sedangkan menurut GSO bahwa proses pemingsanan 
ataupun membius sebelum disembelih termasuk proses 
yang tidak halal.  Pada hewan berukuran besar sengatan 
listrik diperbolehkan dengan tegangan rendah di bagian 
kepala (GCC STANDARDIZATION ORGANIZATION (GSO), 
2015). Berikut Tabel 4.2 Pedoman Proses Pemingsanan 
hewan di beberapa negara. 
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Tabel 4.2. Pedoman Proses Pemingsanan hewan di beberapa 
negara 
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Memperbolehka
n pemingsanan 
hewan 

× √ √ √ √ √ √ √ 

Pemingsanan 
pada hewan 
berukuran 
besar 

× √ - - √ √ - - 

Pemingsanan 
pada hewan 
berukuran kecil 

× - - - √ √ - - 

Durasi/Volt 
untuk proses 
pemingsanan 

× √ - - √ √ - - 

Keterangan : (√ = Memperbolehkan, × = Tidak Memperbolehkan. - 
= Tidak ada keterangan penjelasan). 

Sumber : Akbar et al., 2023 
 
3. Penyembelihan secara mekanik 

Penyembelihan ini dilakukan pada skala industri besar yang 
memproduksi hasil hewan sembelih dalam jumlah banyak. 
Hewan berukuran besar (sapi, kerbau, domba, dan 
kambing) dipingsankan, digantung, dan dibawa 
menggunakan mesin untuk menghilangkan kulit, proses 
pembersihan, serta pemotongan dan pengemasan 
(Muangseana and Aengwanichb, 2023). 
Penyembelihan hewan kecil berupa unggas dengan cara 
menggantung kaki unggas dan dipingsankan kemudian 
disembelih dengan pisau tajam di bagian tenggorokan tetapi 
tidak melepas kepala unggas (Mozhiarasi and Natarajan, 
2022). 
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4.4 Produk Halal 
Produk yang dinyatakan halal perlu dilakukan pelabelan 

secara jelas, agar memberikan rasa aman bagi konsumen khususnya 
pada konsumen muslim. Beberapa negara seperti Indonesia, Iran, 
Singapura, Malaysia, Thailand, Pakistan dan Brunei menetapkan 
standar kemasan dan pelabelan untuk produk halal. Bahan kemasan 
yang digunakan tidak boleh membahayakan kesehatan dan 
keselamatan konsumen, serta tidak terkontaminasi unsur haram. 
Penyimpanan ataupun pengemasan produk wajib terpisah dari 
bahan yang tidak halal sejak tahap persiapan, penyimpanan, dan 
pengangkutan hingga sampai ke tangan konsumen. Pada kemasan 
atau pelabelan harus dicantumkan nama produk, berat, nama 
produsen, alamat produksi, dan alamat importir. Pada pelabelan dan 
pengemasan produk daging harus mencantumkan tanggal 
penyembelihan dan tanggal pengolahan (Muhamedbegović et al., 
2022).  

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
pengemasan untuk produk halal, yaitu  : 
1. Nama produk tidak boleh menggunakan unsur produk 

haram 
2. Proses pengemasan produk dilakukan pada suhu dan 

ruangan yang sesuai agar tidak mempengaruhi kualitas 
produk 

3. Sertifikat dokter hewan yang menyatakan kesehatan hewan 
harus disertakan. Tinta yang digunakan untuk memberikan 
tanda (cap) pada daging tidak boleh membahayakan 
kesehatan. Apabila daging tersebut diimpor dari negara lain, 
maka diperlukan sertifikat rumah potong hewan yang 
bersertifikat untuk membuktikan bahwa hewan tersebut 
telah diperiksa kesehatannya sebelum dan sesudah 
disembelih dan tidak membahayakan kesehatan manusia. 
Selain itu, sertifikat harus mencantumkan umur rata-rata 
hewan, berat dan jenisnya, tanggal penyembelihan, nama 
negara, metode pemingsanan dan metode penyembelihan 
dengan tangan, serta semua rincian terkait penyembelihan 
harus dicantumkan. 



 

      63 

4. Produk Hasil Rekayasa Genetik (GMO) harus dituliskan pada 
label dan sumber produk juga perlu dilaporkan (Akbar et al., 
2023). 
 

4.5 Pemantauan dan Evaluasi 
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab 

meningkatkan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat 
dengan menyediakan pangan yang beragam, bergizi seimbang, 
aman dan tidak termasuk bertentangan dengan agama, 
kepercayaan, dan budaya. Adanya kebijakan pemerintah diperlukan 
untuk pemantauan dan evaluasi implementasi dari kebijakan 
produk halal agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. 
Pemerintahan Indonesia membentuk BPJPH sebagai lembaga yang 
mengeluarkan sertifikasi kehalalan suatu produk, termasuk pangan, 
kosmetik, dan obat-obatan. BPJPH menunjuk Auditor halal dari LPH 
untuk menguji kehalalan produk. Setelah didapatkan hasil dari LPH, 
maka BPJPH berkonsultasi dengan fatwa MUI menetapkan surat 
keputusan kehalalan dari produk tersebut (Sabrina, 2023).  

Di Indonesia BPJPH adalah lembaga yang bertanggung jawab 
untuk melakukan pemantauan secara berkala pada perusahaan 
yang menghasilkan suatu produk.  Perusahaan yang sudah memiliki 
SJH harus tetap mempertahankan tim audit internal. Audit internal 
dilakukan minimal satu tahun sekali. Jika terdapat kriteria yang 
tidak terpenuhi atau kelemahan produk maka harus dilakukan 
identifikasi secara cepat dan akurat mengenai akar penyebabnya 
dan segera dilakukan perbaikan dengan tenggat waktu yang jelas. 
Setelah dilakukan monitoring maka perlu evaluasi untuk mencegah 
agar tidak terjadi pengulangan kesalahan di masa mendatang 
(Mabkhot, 2023).   

Perusahaan wajib memberikan data tertulis mengenai 
penerapan kebijakan dalam rangkaian produksi produk. Beberapa 
perusahaan memiliki strategi tersendiri untuk menerapkan 
kebijakan halal guna menjaga SJH yang sudah dimiliki dengan 
memberikan pelatihan pada karyawan mengenai manajemen halal 
oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 
Majelis Ulama Indonesia (LPPOM), serta melakukan monitoring dan 
evaluasi secara berkala pada karyawan yang telah mengikuti 
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pelatihan tersebut. Komitmen terhadap SJH merupakan komitmen 
untuk mendapatkan kepercayaan konsumen dari perspektif bisnis 
internal. Evaluasi titik kritis nilai kehalalan merupakan bagian dari 
komitmen yang selalu dijalankan perusahaan untuk mendapatkan 
kepuasan konsumen (Annisa, 2023). 
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BAB 5 
TITIK KRITIS BAHAN MAKANAN 
 
Oleh Mufti Ghaffar 
 
5.1 Pendahuluan 

Berdasarkan definisi secara bahasa, titik diambil dari kata 
point menurut cambridge dictionary artinya waktu atau tahap 
tertentu yang dicapai dalam suatu proses. Kritis menurut KBBI 
artinya dalam keadaan yang paling menentukan berhasil atau 
gagalnya suatu usaha. Halal artinya diizinkan (tidak dilarang oleh 
syariat). Titik kritis halal bahan makanan merupakan titik dimana 
pada bahan atau proses suatu bahan atau produk makanan terdapat 
potensi adanya bahan haram yang tidak sesuai syarak.  Sangat 
penting untuk memahami titik kritis kehalalan produk hewani dan 
nabati, juga bahan pendukung lainnya. Dengan mengetahui titik 
kritis suatu bahan, masyarakat dapat lebih bijak dalam mengolah 
makanan. Selain itu, masyarakat dapat mempertimbangakan 
penggunaan bahan alternatif untuk kebutuhan sehari-hari dan para 
akademisi dan research and development (RnD) dapat menciptakan 
inovasi dalam industri pangan. Bab ini akan membagi bahasan 
menjadi tiga subbab, yaitu: titik kritis halal produk makanan dan 
titik kritis halal bahan pendukung. 
 

5.2 Titik Kritis Halal Produk Makanan 
5.2.1 Titik Kritis Halal Produk Hewani 

Bahan hewani halal dan suci apabila diperoleh dari hewan 
halal yang disembelih sesuai syariat, bukan bagian darah hewan, 
dan tidak tercampur barang najis. Hewan halal diantaranya: sapi, 
kerbau, domba, kambing, ayam, bebek, dll. Penyembelihan sesuai 
syariat, yaitu dengan melafadzkan basmalah sebelum menyembelih. 
Titik kritis bahan hewani dapat ditentukan dengan menggunakan 
pohon keputusan haram critical point (HCP) untuk bahan hewani 
(Gambar 5.1). 
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Termasuk bahan hewani adalah daging dan unggas. Daging 
adalah otot yang melekat pada kerangka, kecuali urat daging bagian 
bibir, hidung, dan telinga. Sementara, unggas adalah burung 
domestik yang dipelihara untuk diambil bagian telur, daging, atau 
bagian tubuh lainnya.  

 
Gambar 5.1. Pohon Keputusan untuk Identifikasi Titik Kritis Bahan 

Hewani 
Sumber: (LPPOM MUI, 2008) 

 
1. Daging 

Titik kritis daging terletak pada beberapa poin, yaitu: 
a. Cara penyembelihan 

Penyembelihan hewan ternak disembelih sesuai syariat 
islam. Hewan yang akan disembelih adalah hewan yang 
boleh dimakan, dalam keadaan hidup saat disembelih, 
dan memenuhi standar kesehatan(Kusuma dan 
Kurniawati, 2021). Penyembelihan dilakukan dengan 
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niat menyembelih dan menyebut nama Allah Swt., 
dilakukan dengan cepat dengan menggunakan pisau 
yang tajam. Saluran makanan, saluran pernafasan, dan 
dua pembulih darah merupakan bagian yang dipotong 
saat penyembelihan.  
Setelah penyembelihan, dilakukan proses 
penggantungan. Penggantungan harus dilakukan 
setelah darah sapi berhenti memancar, apabila 
digantung ketika darah masih memancar dikhawatirkan 
hewan mati karena jantung tertekan lambung, bukan 
karena disembelih (Kusuma dan Kurniawati, 2021). 
  

b. Sumber daging 
Dalam memilih daging di pasar perlu diketahui 
karakteristik daging sapi seperti apa. Sumber daging 
menjadi titik kritis pada daging, yaitu apabila daging 
yang digunakan merupakan daging haram seperti 
daging babi. Berikut ini merupakan perbedaan daging 
sapi dan daging babi. 

 
Tabel 5.1. Perbedaan daging sapi dan daging babi 

Karakteristik Sapi Babi 
Warna Merah tua Merah muda 
Serat Lebih tebal Seratnya tampak 

samar 
Aroma Khas daging sapi Aroma apek, 

amis, dan berbau 
pesing 

Ketebalan lemak Warna putih, 
pada suhu kamar 
mudah 
dilepaskan, dan 
bentuknya padat 

Lebih tebal, 
berwarna krem, 
lebih basah 

Kondisi saat 
matang (masakan 
berkuah) 

Kuahnya lebih 
encer 

Kuahnya lebih 
kental dan 
berminyak 

Sumber: (Kusuma dan Kurniawati, 2021) 
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Gambar 5.2. Perbedaan daging sapi dan babi 

Sumber: halalmui.org 
 

2. Unggas 
Unggas yang sering dikonsumsi adalah ayam. Ketersediaan 
ayam di pasaran lebih banyak jika dibandingkan unggas 
lainnya, seperti itik dan burung. Selain itu, ayam memiliki harga 
yang lebih murah daripada itik dan burung (Muchtadi, Sugiyono 
dan Fitriyono, 2011).  Titik kritis unggas yang pertama adalah 
penyembelihan. Penyembelihan ayam memiliki beberapa 
syarat agar tetap halal dan sesuai syariat islam, yaitu: 

a. Ayam dalam kondisi hidup dan sehat saat disembelih, 
berat 1,7-2 kg/ekor, dan berusia 5-7 minggu. 

b. Mengikuti Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009 tentang 
Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. 

c. Pisau yang digunakan harus tajam dan proses 
penyembelihan dilakukan dengan cepat. 

d. Penyembelihan dilakukan dengan niat menyembelih dan 
melafadzkan basmallah. 

e. Penyembelihan dengan memotong saluran makanan 
(esofagus), saluran pernapasan (trakea), dan dua 
pembuluh darah (vena jugularis dan arteri carotids). 
Setelah penyembelihan dilakukan pengaliran darah dan 
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perlu dipastikan jika ayam mati disebabkan karena 
proses penyembelihan. 
 

 
Gambar 5.3. Ayam segar atau normal (kiri) dan ayam tiren 

(kanan) 
sumber: (Nareswari, 2006) 

 
Titik kritis unggas yang kedua adalah kesegaram ayam 

yang disembelih. Seringkali konsumen di pasar mendapati 
adanya ayam tiren (ayam mati kemaren) yang termasuk 
bangkai. Ayam segar dapat dibedakan dengan ayam tiren 
dari karakteristik warna, aroma, persendian, dan harga 
pasarnya. 

 
Tabel 5.2. Perbedaan Ayam Segar dan Ayam Tiren 

Karakteristik Ayam Segar Ayam Tiren 
Warna kulit Kuning muda 

cerah 
Putih kelabu 
kebiruan 

Warna daging Merah atau 
merah muda 

Merah tua 
kecoklatan 

persendian Persendian 
lentur dan elastis 

Sendi kaku dan 
tidak elastis 

Aroma  Lebih harum Bau amis, tidak 
nyaman 

Harga pasar Normal Lebih murah 
Sumber: (Kusuma dan Kurniawati, 2021) 
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5.2.2 Titik Kritis Halal Produk Nabati 
Bahan nabati diantaranya adalah sayuran, buah-buahan, 

serealia, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan rempah.  

 
Gambar 5.4 .Pohon Keputusan untuk Identifikasi Titik Kritis Bahan 

Nabati 
Sumber: (LPPOM MUI, 2008) 

 
1. Titik Kritis Produk Cokelat 

Cokelat merupakan produk makanan yang berasal dari biji 
pohon kakao. Coklat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: dark 
chocolate, white chocolate, dan milk chocolate. Komposisi 
produk coklat biasanya terdiri atas: lemak nabati, whey, perisa, 
gula, bubuk cokelat, lesitin, dan antioksidan. Titik kritis produk 
cokelat terletak pada bahan tambahan  yang digunakan. 
Sedangkan, cokelat yang diolah tanpa menggunakan bahan 
selain kakao adalah halal. 
Titik kritis produk cokelat biasanya terdapat pada bahan 
tambahan pangan (BTP) dalam pembuatan cokelat, yaitu:  
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a. Whey  
Whey merupakan produk hasil pengolahan keju. Titik 
kritisnya adalah asal dari rennet-nya dan proses 
penyembelihannya. 

b. Lesitin 
Bahan pembuat lesitin dapat bersumber dari kedelai, 
kuning telur, atau otak hewan ternak. Titik kritis lesitin 
apabila bersumber dari otak hewan ternak.  

c. Gula  
Titik kritis gula adalah pada saat proses pemurnian 
yang menggunakan resin dan arang aktif. Arang aktif 
dan resin menjadi titik kritis apabila berasal dari tulang 
hewan dan perlu diketahui sumbernya. 
 

2. Titik Kritis Produk Kecap 
Kecap merupakan salah satu produk fermentasi yang 
digunakan sebagai produk penyedap rasa khususnya di negara-
negara Asia yang merupakan salah satu bumbu tertua di China 
yang telah ada lebih dari 3000 tahun (Meutia, 2016). Kecap 
yang sering dimaksudkan di Indonesia adalah kecap yang 
berasal dari kedelai dengan rasa yang manis. Selain kecap 
manis di Indonesia dikenal juga kecap asin, kecap ikan dan 
inggris. Kecap manis atau asis yang kita gunakan berasal dari 
kedelai dan gandum yang difermentasi selama berbulan-bulan 
menggunakan beberapa mikroba, yaituL kapang Aspergillus, 
khamir Saccharomyces, dan bakteri Bacillus / Lactobacillus. 
(LPPOM MUI, 2008; Kusuma dan Kurniawati, 2021). 
Salah satu kecap khas di Indonesia adalah kecap manis, kecap 
ini merupakan produk cair yang diperoleh dari fermentasi 
kedelai (Glycine max L.) dan gula pasir, gula merah, dengan atau 
tanpa proses karamelisasi dengan atau tanpa penambahan 
bahan lain, dengan ciri dasar gula total tidak kurang dari 40% 
(Meutia, 2016). Pembuatan kecap memerlukan waktu selama 
6-9 bulan untuk melakukan fermentasi koji dan fermentasi 
moromi. Waktu yang lama ini seringkali digunakan oleh 
produsen untuk menambah rasa dan aroma seperti menambah 
sumsum tulang binatang, kepala ayam, kepala ikan. Hal tersebut 
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tidak masalah selama berasal dari hewan halal dan disembelih 
sesuai syariat. Namun, dapat menjadi masalah apabila tulang 
yang ditambahkan asal-usulnya tidak jelas, berasal dari hewan 
haram, dan darah, dimana hal ini dapat mengakibatkan kecap 
yang dihasilkan menjadi haram (Taufik et al., 2020).  
 

5.2.3 Titik Kritis Halal Produk Mikrobial 
Produk mikrobial merupakan produk pangan yang dibuat 

dengan adanya bantuan dari mikroba dalam proses pengolahan 
produknya. Proses pengolahan ini dikenal dengan istilah fermentasi. 
Umumnya produk mikrobial adalah halal sepanjang komposisi 
bahan medianya baik media penyegaran dan media produksi tidak 
haram dan najis.  Titik kritis produk mikrobial terletak pada media, 
baik media penyegaran hingga media produksi, baik yang terbuat 
dari bahan nabati maupun bahan hewani(LPPOM MUI, 2008; 
Kusuma dan Kurniawati, 2021). Beberapa produk mikrobial yang 
halal diantaranya adalah tempe, tape ketan, tape singkong, yoghurt, 
brem padat, dll. 

Produk mikrobial dapat menjadi haram disebabkan oleh: 1) 
Produknya, misalnya: wine, arak, sake, dan minuman beralkohol 
lainnya; 2) Mikroba yang digunakan adalah hasil rekasaya genetika; 
3) Bahan pembuatan media, baik media agar, propagasi, ataupun 
media fermentasi bersumber dari bahan yang haram; 4) Bahan 
pembantu proses menggunakan bahan haram; 5) Penggunaan alat 
yang dipakai bersamaan dengan produk haram. Sehingga dapat 
dikatakan bahwa produk mikrobial itu tersendiri merupakan titik 
kritis. 

 

 
Gambar 5.5. Titik Kritis Bahan Mikrobial 

Sumber: (LPPOM MUI, 2008) 
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5.3 Titik Kritis Halal Bahan Pendukung 
5.3.1 Gelatin 

Gelatin adalah protein yang dihasilkan dari kolagen, protein 
alami yang ditemukan di tendon, ligamen, dan jaringan mamalia. 
Gelatin juga memiliki komposisi dan struktur asam amino unik yang 
memberikan sifat fungsional yang dapat digunakan dalam industri 
makanan, farmasi, fotografi, dan kosmetik (Anuar, Tukiran dan 
Jamaludin, 2023). 

 

 
Gambar 5.6. Gelatin 
Sumber: kompas.com 

 
Secara umum, sumber hewani telah digunakan untuk 

memproduksi gelatin dan pada dasarnya berasal dari berbagai 
bahan baku biopolimer. Misalnya berasal dari babi (babi), bovine 
(sapi), unggas (ayam), ovine (domba), dan caprine (kambing). 
Faktanya, gelatin sebagian besar dibuat dari babi atau sapi karena 
lebih ekonomis (Anuar, Tukiran dan Jamaludin, 2023). Gelatin yang 
berasal dari hewan yang diperbolehkan tersebut seperti sapi, ayam, 
domba, dan kambing juga harus disembelih sesuai dengan syariat 
Islam agar kehalalan terjaga dan dapat menggantikan gelatin babi.  

 
5.3.2 Pengemulsi 

Pengemulsi (Emulsifier) adalah bahan tambahan makanan 
yang digunakan untuk membuat campuran homogen dari dua atau 
lebih fase yang tidak dapat bercampur. Fase ini biasanya terdiri dari 
fase minyak dan air. Di dalam Industri makanan, pengemulsi 
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digunakan dalam berbagai produk seperti: minuman berbahan 
dasar susu, produk roti, rempah-rempah dan bumbu, saus dan 
produk lainnya. Kelompok pengemulsi berpotensi non-halal dari 
segi sumbernya dan juga prosesnya (Jaswir et al., 2020).  

Sumber bahan pengemulsi dapat berasal dari lemak (asam 
lemak) baik dari hewan maupun tumbuhan. Pengemulsi lesitin 
adalah suatu senyawa campuran fosfatida seperti fosfatidilkolin 
etanolamin, fosfatidil dan asam fosfatida. Polisorbat sorbitan 
monolaurat (Polisorbat 20), Polisorbat Sorbitan monooleat 
(Polysorbate 80) adalah campuran ester sorbitol dengan asam 
lemak dan etilen oksida. Sumber dari jenis pengemulsi dapat berupa 
berasal dari garam asam lemak yaitu natrium, kalium dan kalsium 
dan asam lemak, hidrokoloid antara lain gom arab, gom karaya, 
pektin, karagenan, agar-agar dan hasil samping pembuatan agar-
agar yaitu dinatrium difosfat. Dari segi kehalalan, hidrokoloid secara 
umum memenuhi persyaratan halal. Namun, asam lemak dan garam 
asam lemak, pati termodifikasi adalah BTP dalam kelompok ini yang 
mungkin memiliki titik kritis haram (Jaswir et al., 2020). BTP yang 
termasuk mono dan digliserida dan/atau asam lemak melibatkan 
proses esterifikasi dan/atau transesterifikasi. Lemak atau minyak 
yang berasal dari tumbuhan atau hewan dihidrolisis menjadi 
gliserol dan campuran asam lemak (Hasenhuettl, 1997).  

 
5.3.3 Karbon aktif 

Karbon aktif merupakan suatu bahan yang memiliki unsur 
karbon 85-95% dan merupakan padatan berpori. Karbon aktif 
merupakan hasil pemanasan bahan yang mengandung karbon pada 
suhu tinggi tetapi tidak sampai teroksidasi (Dewi, Azhari dan 
Nofriadi, 2021). Karbon aktif merupakan zat yang bersumber dari 
tumbuhan seperti dari kayu-kayuan, tempurung kelapa, dan serbuk 
gergaji (Jaswir et al., 2020). Bahan ini sering digunakan dalam 
proses pembuatan produk makanan ataupun minuman, juga 
sebagai bahan pendukung untuk proses penyaringan air, gula pasir, 
dan minyak. Karbon aktif halal apabila bersumber dari tumbuhan, 
akan tetapi menjadi syubhat apabila bersumber dari tulang hewan. 
Status syubhat akan berubah menjadi halal apabila setelah 
ditelusuri tulang tersebut bersumber dari tulang sapi dan hewan 
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halal lainnya, juga disembelih sesuai syarak. Status syubhat karbon 
aktif akan berubah menjadi haram apabila tulang hewan yang 
digunakan berasal dari babi, bangkai hewan, dan hewan yang 
disembelih tanpa menyebut nama Allah (Kusuma dan Kurniawati, 
2021). 

 
Gambar 5.7. Karbon Aktif 
Sumber: karbon-aktif.com 
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BAB 6 
PROSEDUR TERTULIS AKTIVITAS 
KRITIS BAHAN MAKANAN 
 
Oleh Windy Rizkaprilisa 
 
6.1 Pendahuluan 

Sertifikasi halal telah menjadi isu yang semakin penting di 
Indonesia seperti industri makanan dan minuman, produk farmasi, 
kosmetik dan produk perawatan, dan produk-produk industri 
lainnya yang dapat dikonsumsi atau bersentuhan dengan kulit. 
Dengan pertumbuhan populasi muslim dan meningkatnya 
kesadaran konsumen terhadap kehalalan produk, sertifikasi halal 
menjadi faktor kunci dalam memenangkan kepercayaan konsumen. 
Namun, di balik pentingnya sertifikasi ini, terdapat sejumlah titik 
kritis yang perlu diperhatikan untuk memastikan integritas dan 
efektivitasnya. Penentuan titik kritis dalam pengolahan bahan 
makanan sangat penting dalam memastikan keamanan pangan dan 
kualitas produk.  

 

6.2 Aktivitas Kritis 
Kehalalan suatu produk ditentukan dengan melakukan 

aktivitas kritis. Aktivitas kritis merupakan aktivitas menelusuri 
mulai dari sumber bahan berasal hingga tahapan proses 
pembuatannya, kemudian dilakukan analisis dalam penentuan 
berdasarkan aturan-aturan kehalalan pangan yang telah disahkan 
oleh MUI, jika sesuai maka berarti halal tetapi jika tidak berarti 
masih kategori diragukan sehingga perlu dilakukan konfimasi 
kembali untuk mencari penyebab dan perbaikan untuk dapat 
diperbaiki sesuai dengan ketentuan halal (Sopa, 2008). Aktivitas 
kritis dalam proses sertifikasi produk halal berfungsi mencegah 
terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi 
halal. Titik kritis ini ditentukan berdasarkan persyaratan halal yang 
memuat tentang komponen-komponen bahan yang digunakan 
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dalam produksi dan tahapan proses pembuatan produknya yang 
mempengaruhi kehalalan produk. Dalam penentuan titik kritis 
tersebut harus dilakukan proses verifikasi untuk bagan-bagan alur 
bahan dan juga dilakukan analisa pada setiap tahapan-tahapan 
proses pembuatannya yang berpeluang terkontaminasi dengan 
bahan kemungkinan haram. 

 

6.3 Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis 
Prosedur tertulis merupakan tata cara atau panduan dalam 

bentuk suatu prosedur, instruksi kerja, checklist atau bentuk 
panduan kerja lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu 
aktivitas. Dalam prosedur tersebut terdapat dokumen sebagai 
identitas dari aktivitas yang dilakukan dimana dibuat dan disahkan 
oleh orang yang berwenang seperti Manajemen dan Tim 
Manajemen Halal Perusahaan, setelah itu dapat didistribusikan 
kepada bagian-bagian yang terlibat.  

Proses penyusunan dan pelaksanaan prosedur tertulis 
dalam aktivitas kritis berisi tata cara atau panduan dalam 
melaksanakan aktivitas dalam produksi produk halal. Penyusunan 
prosedur tertulis aktivitas kritis merupakan tugas, tanggungjawab, 
dan wewenang dari tim manajemen halal dari perusahaan maisng-
masing. Beberapa prosedur tertulis tentang aktivitas kritis dalam 
suatu perusahaan seperti prosedur dalam melakukan pengecekan 
bahan baru; pengadaan bahan-bahan yang digunakan dalam proses 
produksi produk halal; pengembangan produk baru; inspeksi bahan 
datang; pembuatan produk; pencucian fasilitas/peralatan produksi; 
penyimpanan dan penanganan bahan atau produk; 
pergerakan/pemindahan (transportasi) bahan atau produk; 
pemajangan (display) dan penyajian; pengembangan outlet baru; 
pengaturan pengunjung; dan karyawan (LPPOM-MUI, 2012). 

 
6.3.1 Prosedur Pengecekan Bahan Baru 

Dalam penerimaan bahan baku sangatlah penting 
memastikan semua bahan baku memenuhi standar kualitas yang 
ditetapkan. Adanya perubahan dimungkinkan terjadi baik 
perubahan jenis bahan atau perubahan produsen. Setiap perubahan 
yang terjadi, perusahaan harus memiliki tata cara/indtruksi kerja 
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secara tertulis yang mengatur tentang tata cara melakukan 
pengecekan bahan baru untuk memastikan bahan baru yang akan 
digunakan sudah sesuai dengan persyaratan dari LPPOM MUI atau 
internal perusahaan. Tim Manajemen Halal perusahaan akan 
mengecek bahan pada daftar bahan halal dan jika ada bahan baru 
harus di ajukan terlebih dahulu ke LPPOM MUI atau persetujuan 
internal perusahaan, setelah disetujui bahan baru tersebut dapat 
digunakan. Daftar bahan halal merupakan bahan positif list atau 
bahan bersertifikat halal yang ada di www.halalmui.org.  

Daftar Bahan Halal berisikan nama-nama bahan yang sudah 
disetujui LPPOM MUI di Sistem Cerol dan apabila terdapat data 
seperti nama bahan, nama perusahaan, informasi dalam kemasan, 
dan lainnya yang diubah atau terdapat tambahan bahan baru pada 
komposisi bahan maka harus diperbarui dulu. Daftar bahan halal 
dapat diunduh oleh perusahaan setelah registrasi produk telah 
mendapat sertfikasi halal dari Komisi Fatwa MUI. Pada Sistem Cerol, 
bahan & produsen tidak dapat diganti dan harus dlakukan 
pengajuan apabila ada perubahan bahan atau tahapan produksi 
yang diajukan oleh perusahaan. Daftar bahan halal juga digunakan 
oleh perushaan sebagai dasar dalam pelaksanaan proses pengadaan 
bahan, pemeriksaan bahan datang dan proses pembuatan produk. 

 
Gambar 6.1. Daftar Bahan Halal di Cerol 

 
Gambar 6.2. Pengajuan Daftar Bahan Baru 

http://www.halalmui.org/
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6.3.2 Prosedur Pengadaan Bahan 
Dalam proses pengadaan bahan, setiap perusahaan harus 

memiliki prosedur tertulis dalam setiap proses pembelian atau 
pengadaan bahan di perusahaannya. Prosedur yang dibuat harus 
memastikan bahwa bahan-bahan yang dibeli telah memenuhi 
LPPOM MUI. Bahan-bahan yang dibeli tersebut mengacu pada daftar 
bahan halal yang dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kondisi perusahaan masing-masing. Apabila 
terdapat bahan yang dikemas atau dilabel ulang oleh supplier maka 
harus dilakukan perjanjian tertulis antar perusahaan dengan 
supplier agar bahan yang dikirim sesuai dengan prosedur 
pembelian yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Setiap bukti 
pembelian bahan harus didokumentasikan dan disimpan dengan 
baik.  

 
6.3.3 Prosedur Inspeksi Bahan Datang 

Dalam proses inspeksi bahan datang, setiap perusahaan 
harus memiliki prosedur tertulis dalam pelaksanaannya untuk 
memastikan bahwa nama, produsen dan negara produsen dari 
produk yang tercantum pada kemasan bahan sudah sesuai dengan 
yang dituliskan dalam dokumen bahan. Lembaga-lembaga 
sertifikasi di luar negeri memberikan persyaratan untuk 
mencantumkan logo yang menunjukkan sudah bersertifikat halal 
pada setiap kemasan produk sesuai dengan dokumen sertifikat 
produk tersebut, sehingga setiap dilakukan penerimaan bahan logo 
halal tersebut harus dipastikan ada dikemasan. Adanya logo halal 
pada kemasan, bahan yang tidak kritis dan sudah bersertifikat halal 
MUI diperbolehkan tidak diperiksa ketika penerimaan bahan. 
Sedangkan untuk bahan-bahan yang belum memiliki logo halal 
biasanya akan dimintakan pengajuan sertifikat halal atau mencari 
alternatif bahan lainnya yang sudah memiliki logo halal. Hal ini 
bertujuan untuk memastikan semua bahan yang digunakan berasal 
dari sumber yang halal dan proses pembuatannya juga memenuhi 
syarat halal. 

Apabila menemukan beberapa kasus seperti (1) daging yang 
yang dipotong atau digiling di pemasok tetapi nama bahan yang 
tertera di dokumen halal adalah daging dan (2) produk yang dengan 
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kemasan berbeda atau label baru sehingga nama, produsen, asal 
negara, dan logo yang menunjuukan bersertifikat halal pada 
kemasan produk tidak sesuai dengan yang tercantum dalam 
informasi yang tertulis pada data/dokumen yang diajukan. Untuk 
mengatasi kasus ini dapat dilakukan pemeriksaan melalui dokumen 
bahan yang dikeluarkan oleh produsen seperti Certificate of Analysis 
(COA). Certificate of Analysis (COA) merupakan dokumen yang 
menyatakan bahwa produk telah melalui pengujian laboratorium 
terakreditasi dan hasil pengujian kualitasnya telah memenuhi 
spesifikasi yang ditetapkan. Setiap pemasok harus memiliki 
prosedur tertulis dalam pengolahannya bahan mereka sehingga 
bahan yang dikirimkan ke perusahaan telah terjamin bahwa 
fasilitasnya tidak mengandung unsur-unsur haram dan bahan 
dengan kemasan baru atau label baru dipastikan tidak 
bersentuhan/kontak dengan najis. Selain itu, perusahaan juga 
diharuskan melakukan inskepsi dadakan (aduit) pada pemasok-
pemasoknya minimal sekali dalam dua tahun untuk memastikan 
bahwa semuanya sesuai dengan prosedur inspeksi bahan datang 
dari perusahaan. Setiap proses inspeksi bahan datang harus 
didokumentasikan dan disimpan dengan baik.  

 
6.3.4 Prosedur Pembuatan Produk 

Perusahaan harus mempunyai aturan tertulis tentang setiap 
tahapan pembuatan produk untuk memastikan bahwa semua 
tahapan pembuatan produk yang akan disertifikasi dan bahan-
bahan yang digunakan dalam produksi sesuai dengan persetujuan 
LPPOM MUI serta dilakukan di area produksi yang sesuai dengan 
persyaratan fasilitas halal. Apabila terdapat formula baru dalam 
produksinya maka formula yang menjadi referensi/acuan dalam 
proses produksi tersebut terdapat bukti referensinya. Apabila 
terdapat pemakaian fasilitas/peralatan bersama (sharing facility) 
dalam produksi maka prosedur yang digunakan harus memastikan 
bahwa material-material yang digunakan dalam proses produksi 
tidak mengandung bahan-bahan yang haram atau najis. Setiap 
penerapan prosedur produksi harus didokumentasikan dan 
disimpan dengan baik. 
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6.3.5 Prosedur Pembersihan Fasilitas dan Perlatan Produksi 
Dalam proses pembersihan fasilitas dan peralatan produksi, 

setiap perusahaan harus mempunyai aturan tertulis untuk 
menjamin bahwa pembersihan fasilitas dan peralatan produksi 
yang bersentuhan langsung dengan bahan atau produk yang 
dilakukan dapat membersihkan najis. Najis tersebut merupakan 
najis mutawassithah (najis sedang) seperti hewan halal yang 
disembelih dengan cara yang tidak berdasarkan syariat Islam, 
khamr, kotoran manusia, dan najis sedang jenis lainnya. Najis ini 
disebabkan oleh kontak dengan yang bukan najis mukhaffafah (najis 
ringan) seperti air seni bayi laki-laki beusia kurang dari dua tahun 
dan najis mughallazhah (najis berat) seperti jewan-hewan yang 
diharamkan dalam islam dan turunan keduanya. Dalam 
pembersihan fasilitas dan peralatan produksi biasanya digunakan 
cleaning agent atau sanitizer untuk memudahkan pembersihan, 
material-material tersebut harus dipastikan tidak berasal dari 
bahan haram atau najis. 

Pembersihan dapat dilakukan menggunakan air atau bukan 
air seperti dekstrin atau maltodekstrin, dilap, disikat, digosok atau 
disiram dengan tekanan tinggi. Pembersihan dengan bahan yang 
bukan air biasanya digunakan apabila air tersebut menyebabkan 
kerusakan pada alat/mesin yang digunakan dan produk, atau 
menyebabkan kesulitan teknis lainnya selama proses pencuciannya. 
Pembersihan dengan bahan yang bukan air biasanya digukanan 
untuk alat/mesin yang tidak terbuat dari material yang mudah 
menyerap najis ke dalamnya atau bersifat inert. Proses 
pembersihan harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu sesuai 
dengan cara yang digunakan oleh perusahaan masing-masing untuk 
membuktikan apakah terbukti dapat menghilangkan unsur warna, 
aroma dan rasa yang berasal dari bahan-bahan yang akan 
dibersihkan. Setiap penerapan prosedur pencucian harus 
didokumentasikan dan disimpan dengan baik. 
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6.3.6 Prosedur Penyimpanan dan Penanganan Bahan dan 
Produk 

Dalam penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, 
perusahaan harus memiliki aturan tertulis untuk memastikan 
bahwa bahan dan produk yang disimpan atau digunakan tidak 
bersentuhan/kontak dengan bahan-bahan yang haram/najis selama 
proses penyimpanan dan penanganan. Beberapa hal yang diatur 
dalam proses penyimpanan bahan dan produk yaitu tata cara dalam 
peletakkan bahan/produk saat proses penyimpanan di tempat 
penyimpanan yang disediakan di fasilitas produksi dan apabila 
sama dengan bahan atau produk yang haram/najis diatur agar tidak 
bersentuhan/kontak dengan bahan/produk. Beberapa hal yang 
diatur dalam proses penanganan yaitu penanganan bahan atau 
produk selama proses produksi antara lain proses pergerakan 
bahan/produk, penggunaan peralatan dan personel produksi. Setiap 
penerapan prosedur penyimpanan dan penanganan bahan  atau 
produk harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik. 

 
6.3.7 Prosedur Pemindahan/Pergerakan (Transportasi) Bahan 

dan Produk 
Perusahaan harus memiliki aturan tertulis dalam melakukan 

pemindahan/pergerakan (transportasi) bahan atau produk untuk 
memastikan bahwa tidak bersentuhan/kontak dengan bahan-bahan 
yang haram/najis selama proses pengiriman atau perpindahan. 
Transportasi mencakup perpindahan bahan dari supplier ke 
gudang, perpindahan selama di dalam pabrik antar fasilitas 
produksi dan pengiriman produk dari perusahaan ke distributor-
distributor atau ke konsumen. Alat-alat yang digunakan dalam 
transportasi yang bersifat sharing facility harus terjamin bahan atau 
produk tidak beresentuhan/kontak dengan bahan-bahan 
najis/haram selama proses transportasi. Untuk mengatasi hal ini 
dengan menyimpan bahan atau produk dalam kemasan yang aman 
dan memberikan identitas/informasi yang mudah dipahami dalam 
setiap peralatan yang digunakan  atau bahan/produk yang 
ditransportasikan serta dilakukan kontrak dengan jasa transporter 
bahwa tata cara yang dilakukan telah sesuai dengan tata cara yang 
ditentukan oleh perusahaan yang memastikan bahan/produk tidak 
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bersentuhan/kontak dengan najis selama proses 
perpindahan/pergerakan. Setiap penerapan prosedur 
perpindahan/pergerakan baik bahan atau produk harus 
didokumentasikan dan disimpan dengan baik. 

 
6.3.8 Prosedur Pengembangan Produk/Menu Baru 

Perusahaan harus mempunyai aturan tertulis dalam setiap 
melakukan pengembangan produk/menu barunya. Hal ini untuk 
memastikan bahwa produk/menu baru yang dikembangkan dengan 
nama yang sama telah disertifikasi sebelum dipasarkan. Biasanya 
prosedur ini dilakukan di perusahaan di bidang retail produk, 
restoran atau catering. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam 
menentukan prosedur pengembangan produk/menu baru yaitu 
proses pengembangan produk yang diperlukan, kemasan yang 
digunakan, dan proses pemenuhan perolehan sertifikasi halal atau 
regulasi-regulasi yang diperlukan nantinya. Dalam perusahaan jenis 
restoran atau katering harus memiliki aturan tertulis mengenai tata 
cara pengembangan produk/menu baru untuk memastikan bahwa 
produk/menu baru yang dikembangkan harus disertifikasi terlebih 
dahulu sebelum dijual. Setiap kegiatan pengembangan produk atau 
menu baru harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik. 

 
6.3.9 Prosedur Pengembangan Outlet Baru 

Perusahaan harus mempunyai aturan tertulis tentang tata 
cara dalam mengembangkan outlet baru untuk memastikan bahwa 
outlet tersebut telah memenuhi syarat halal sebelum dikenalkan 
kepada masyarakat umum. Biasanya aturan tertulis ini dilakukan di 
perusahaan di bidang restoran atau catering Setiap kegiatan 
pengembangan outlet baru harus didokumentasikan dan disimpan 
dengan baik. 

 
6.3.10 Prosedur dalam Penyajian Produk/Menu 

Perusahaan harus mempunyai prosedur dalam penyajian 
dan pemajangan (display) produk/menunya. Hal ini untuk 
menjamin selama penyajian dan pemanjangan tidak terjadinya 
kontaminasi produk dengan bahan yang haram/najis. Biasanya 
prosedur ini dilakukan di perusahaan di bidang restoran atau 
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catering. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam memajang dan 
menyajikan produk/menu yaitu fasilitas/peralatan yang digunakan 
dalam penyajian hanya untuk menyajikan makanan dan minuman 
yang halal. Apabila terdapat pemakaian fasilitas/peralatan dalam 
penyajian yang digunakan bersama dengan menu yang 
mengunakan material-material yang haram dan belum disertifikasi, 
maka peralatan yang digunakan tidak boleh sama atau 
menggunakan peralatan yang berbeda atau sekali pakai. Peralatan 
penyajian merupakan peralatan yang digunakan langsung untuk 
membawa/meletakkan produk/menu. Jika terdapat kemungkinan 
terjadinya bersentuhan/kontak najis/bahan haram selama 
penyajian yang berasal pada peralatan, maka pretoran/catering 
tersebut harus memiliki  tata cara dalam penyucian najis berat. 
Setiap kegiatan pengembangan outlet baru harus didokumentasikan 
dan disimpan dengan baik. 

 
6.3.11 Prosedur dalam Pengaturan Pengunjung 

Perusahaan harus mempunyai aturan tertulis yang berisi 
aturan bagi pengunjung yang datang untuk memastikan bahwa 
pengunjung tidak membawa dan mengkonsumsi produk dari luar 
restoran yang kehalalannya belum jelas di dalam restorannya. 
Biasanya prosedur ini dilakukan di perusahaan di bidang restoran 
atau catering. Dalam hal ini, restoran tersebut memiliki aturan bagi 
pengunjung yang datang untuk tidak mengkonsumsi 
makanan/minuman yang mungkin statusnya haram atau belum 
jelas kehalalannya di dalam restoran mereka. Apabila ada 
pengujung yang mengadakan acara ceremonial di dalam restoran 
yang mana membawa makanan dari luar ke dalam restoran, maka 
makanan yang dibawa dari luar tersebut (misalkan sejenis cake, 
tumpengan, mie panjang umur, hadiah atau jenis makanan lainnya) 
harus bersertifikat halal atau makanan tersebut hanya boleh untuk 
ceremonial saja seperti dipotong atau difoto dan tidak boleh 
dimakan/diminum di dalam restoran. 

 
6.3.12 Prosedur dalam Pengaturan Karyawan 

Perusahaan harus memiliki aturan tertulis yang mengatur 
tentang karyawan selama bekerja, salah satunya yaitu menjamin 
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bahwa karyawan tidak membawa dan mengkonsumsi produk dari 
luar perusahaan yang tidak jelas kehalalannya didalam restoran. 
Biasanya prosedur ini dilakukan di perusahaan di bidang restoran 
atau catering. Dalam hal ini, perusahaan harus melarang karyawan 
untuk membawa dan memakan makanan atau minuman haram 
atau belum jelas kehalalannya di dalam restoran mereka. Apabila 
ada karyawan yang membawa makanan atau minuman yang haram 
atau belum jelas kehalalannya, maka tidak diizinkan untuk 
memakannya di dalam retsoran dan juga tidak diizinkan 
menggunakan alat makan yang ada di dalam restoran tersebut. 

 

6.4 Implementasi dan Evaluasi Dokumen Sistem 
Jaminan Halal (SJH) 

Dokumen Sistem Jaminan Halal (SJH) terdiri dari dokumen 
panduan, prosedur, dan  form-form yang dibuat oleh internal 
perusahaan dan disosialisasikan kepada bagian-bagian yang 
berkepentingan, seperti manajemen perusahaan, Tim Manajemen 
Halal dalam perusahaan, atau karyawan-karyawan yang 
perkerjaannya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas kritis halal 
dalam perusahaan. Dokumen manual SJH di kirimkan ke LPPOM 
MUI melalui Sistem CEROL saat melakukan proses pendaftaran 
untuk mendapat persutujuan dan akan digunakan sebagai panduan 
saat dilakukannya audit implementasi Sistem Jaminan Halal 
perusahaan. Dalam proses audit, setiap prosedur atau instruksi 
kerja yang berkaitan dengan aktivitas kritis dalam perusahaan, serta 
bukti implementasinya akan diverifikasi kesesuaian 
pelaksanaannya oleh auditor. 

Dalam audit ini akan dilakukan penilaian Sistem Jaminan 
Halal yang penilaiannya dilakukan berdasarkan pada SK Direktur 
LPPOM MUI No. SK 24/Dir/LPPOMMUI/VII/14 tentang Pedoman 
Penilaian Hasil Audit Implementasi SJH (LPPOM-MUI, 2013). 
Penilaian dilakukan setelah dilakukannnya audit dan penilaian yang 
diberikan berdasarkan tingkat pemenuhan perusahaan dalam 
memenuhi persyaratan sertifikasi halal dan penilaian tersebut 
mencerminkan kualitas perusahaan dalam penerapan SJH. Penilaian 
SJH bersifat kualitatif dan berdasarkan pada kategori kelemahan 
penerapan SJH yang ditemukan pada saat proses audit dan proses 
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tindak lanjut. Kategori-kategori kelemahan yang ditemukan dalam 
audit antara lain kelemahan kritis (Critical Weaknesses / CR) 
merupakan persyaratan minimum untuk MUI dalam menyetujui 
dan memberikan Sertifikat Halal, kelemahan yang perlu perbaikan 
(Improvement Needed Weaknesses / IN) dapat memberikan 
penilaian untuk tidak disetujui apabila tidak dilakukan perbaikan 
dan meberikan nilai yang baik (A) apabila perushaan melakukan 
perbaikan sesuai yang diminta sesegera mungkin dan terdapat bukti 
penyelesaiannya, dan kelemahan minor (Minor Weaknesses) yang 
merupakan kelemahan terkecil yang dapat tidak berpengaruh besar 
terhadap penilaian akan tetapi catatan-catatan yang ditemukan 
selama audit tetap harus diperbaiki.  
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BAB 7 
FASILITAS PRODUKSI PANGAN 
HALAL 
 
Oleh Gustira Endah Aprianti 
 
7.1 Pendahuluan 

 Proses produk halal (PPH) menurut UU No 33 tahun 2014 
memiliki pengertian semua tahapan kegiatan dalam menghasilkan 
produk yang terjamin kehalalannya, mulai dari penyediaan bahan 
baku hingga penyajian produk. Produk halal merupakan produk 
yang telah memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat islam 
yaitu tidak mengandung bahan atau unsur yang diharamkan (Yuana 
et al., 2021). Produk halal memiliki pasaran yang sangat besar dan 
akan terus berkembang. Produk halal menjadi perhatian dibeberapa 
negara saat ini, mengingat berkembangnya teknologi pengolahan 
pangan sehingga banyak bahan atau produk pangan yang 
kehalalannya masih diragukan. Umat Muslim diwajibkan untuk 
mengonsumsi makanan yang halal dan juga baik seperti yang 
tertuang dalam Al-Qur’an dan hadist. Konsumen harus memiliki 
kesadaran penuh atas apa yang mereka konsumsi untuk kebaikan 
dan kesehatan diri sendiri.      

 Selain konsumen, pelaku usaha pun harus memiliki 
kesadaran untuk berkomitmen dalam menyediakan makanan yang 
aman dan halal bagi umat Muslim. Setelah berlakunya UU no 33 
tahun 2014, sertifikasi halal yang awalnya bersifat sukarela berubah 
menjadi wajib bagi pelaku usaha yang menghasilkan produk berupa 
makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan. 
Pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan produk yang terjamin 
kehalalannya. Selain bahan baku, fasilitas produksi menjadi salah 
satu kriteria yang perlu diperhatikan pada saat pengajuan sertifikasi 
halal karena beberapa fasilitas ada yang kontak langsung dengan 
produk. Fasilitas produksi harus aman dari kontaminasi barang 
haram.  Oleh karena itu, pelaku usaha harus menggunakan fasilitas 
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produksi sesuai dengan syarat sistem jaminan halal. Pada bab ini 
akan dibahas mengenai fasilitas produksi pangan halal yang 
mencakup bangunan, ruangan, mesin, hingga peralatan pendukung 
yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. 

 

7.2 Lokasi, Tempat, dan Bangunan Produksi 
Pangan Halal 

Regulasi terkait jaminan produk halal yang dikeluarkan 
pemerintah, mengharuskan produsen untuk memenuhi kebutuhan 
dan hak konsumen dalam menghasilkan produk pangan yang sehat, 
aman, dan terjamin kehalalannya. Meyakinkan konsumen bahwa 
produk yang dihasilkan halal maka pelaku usaha perlu memiliki 
sertifikasi halal sebagai bukti kepada konsumen. Pelaku usaha 
menyiapkan suatu sistem yang menjamin keberlangsungan proses 
produk halal. Upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk 
mendapatkan sertifikat halal yaitu memenuhi setiap persyaratan 
sistem jaminan halal. Dalam manual sistem jaminan halal, beberapa 
aspek yang telah diatur persyaratannya diantaranya lokasi, tempat 
dan bangunan.  (Rokayah dan Ayu, 2023). 
7.2.1 Pabrik Makanan dan Minuman 

Menurut BPJPH (2023), Persyaratan fasilitas produksi yang 
perlu dipenuhi pelaku usaha dalam proses sertifikasi halal yaitu :  
1. Lokasi pabrik untuk proses produk halal haruslah jauh dari 

peternakan babi dan pengolahan produk babi.  
Hewan babi merupakan hewan yang diharamkan di dalam Al-
Qur‘an dan hadist. Keberadaannya dikhawatirkan dapat 
mengkontaminasi pabrik untuk pengolahan produk halal. 
Kontaminasi bisa saja terjadi melalui peralatan dan juga 
karyawan.  

2. Menyiapkan sarana fasilitas produksi yang bebas dari babi 
dengan menyertakan Surat Pernyataan.  
Pemilik usaha wajib membuat surat pernyataan yang 
ditandatangani bahwa perusahaan menggunakan fasilitas yang 
tidak mengandung babi dan turunannya. Dalam hal ini pemilik 
usaha harus berkomitmen untuk terus menyediakan fasilitas 
yang aman dan bebas dari bahan najis dan haram. 
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3. Memisahkan tempat proses produksi halal dengan yang 
tidak halal. 
Pemisahan tempat produksi meliputi tempat pengolahan, 
penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan 
penyajian. Semua alur proses produksi harus terjamin 
keamanan dan kehalalannya. Pemisahan ini dilakukan agar tidak 
terjadi kontaminasi silang selama proses produksi berlangsung. 

4. Tempat produksi harus terfasilitasi dengan proses 
pembersihan dan pengawasan yang baik, benar, dan tepat.  
Lokasi, tempat dan bangunan produksi harus dipastikan tetap 
bersih, higienis, bebas dari najis. Selain itu lokasi produksi harus 
terbebas dari hewan peliharaan dan hewan liar yang bisa 
memungkinkan timbulnya najis di sekitar tempat produksi.  

5. Tempat dan fasilitas pencucian peralatan produk halal harus 
terpisah dari peralatan produksi yang tidak halal.  
Semua fasilitas produksi harus selalu dalam keadaan bersih 
terbebas dari najis. Bahan pencuci fasilitas produksi halal harus 
menggunakan bahan yang halal juga. Selain itu perlu dilakukan 
verifikasi hasil pencucian agar terbukti bahwa fasilitas sudah 
bersih (hilang warna, bau dan rasa dari pengotor). 

6. Tempat penyimpanan bahan dan produk akhir harus aman 
dan bersih. 
Seperti fasilitas produksi lainnya tempat penyimpanan pun 
harus terjaga kebersihannya. Bahan dan produk akhir harus 
disimpan di tempat yang aman agar tidak mudah rusak dan 
tidak terjadi kontaminasi silang karena hewan liar.  

  
7.2.2 Restoran/Katering  

Pelaku usaha yang memiliki restoran/katering harus 
memenuhi persyaratan fasilitas produksi (LPPOM MUI, 2022), 
diantaranya yaitu: 
1. Lokasi restoran/katering harus jauh dari peternakan babi 

atau tempat pengolahan babi. 
2. Dapur dikhususkan untuk produksi pangan halal. Dapur 

tidak boleh digunakan bersama atau bergantian dengan 
produk yang haram.  
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3. Dapur harus terjaga kebersihan dan keamanan dari hewan 
peliharaan atau hewan liar.  

4. Gudang atau gudang antara (temporary warehouse) tempat 
penyimpanan bahan dan produk wajib terjamin tidak ada 
kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang tidak 
halal dan/atau najis. 

5. Tempat pengambilan bahan atau produk wajib terjamin 
tidak ada bahan atau produk yang tidak halal atau najis 
sehingga tidak menyebabkan terjadinya kontaminasi silang. 

6. Tempat penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan 
produk halal. Jika ada penggunaan fasilitas/peralatan 
penyajian secara bersama untuk produk yang disertifikasi 
dan produk yang tidak disertifikasi (tetapi bahannya tidak 
berasal dari babi dan turunannya), misalnya di foodcourt, 
maka harus ada proses pencucian sedemikian rupa sehingga 
menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.  

7. Tempat pencucian peralatan dikhususkan hanya untuk 
peralatan yang digunakan untuk produksi halal, tidak boleh 
digunakan bersama atau bergantian dengan peralatan yang 
kontak dengan bahan yang haram. 
 

7.3 Mesin dan Peralatan Produksi Pangan Halal  
Pangan yang aman dan halal merupakan syarat wajib bagi 

konsumen Muslim. Kesadaran konsumen terhadap keamanan 
pangan dan pangan halal terus tumbuh dan meningkat karena 
tingginya angka masalah pada keamanan pangan seperti keracunan 
makanan. Saat ini juga banyak varian makanan dan minuman yang 
beredar di pasaran yang membuat konsumen bingung akan status 
kehalalan produk tersebut. Dibutuhkan komitmen pelaku usaha 
dalam menyediakan pangan yang aman dan halal (Agustin, 2017). 
Penting bagi pelaku usaha untuk memiliki pedoman yang mengatur 
proses produksi yang baik dan sesuai syariat Islam. Mesin dan 
peralatan, baik peralatan utama maupun peralatan pendukung 
merupakan benda yang kontak langsung dengan bahan atau produk 
haruslah memiliki kriteria yang sesuai dengan kebijakan pelaku 
usaha dalam pemenuhan produk halal. Kriteria atau persyaratan 
fasilitas produksi yang perlu dilakukan pemilik usaha dalam 
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pemenuhan produksi pangan halal telah diatur dalam manual 
sistem jaminan halal.  

 
7.3.1 Pabrik Sendiri 

Pelaku usaha yang memiliki pabrik sendiri untuk tempat 
pengolahan pangan yang ingin disertifikasi harus memenuhi 
beberapa persyaratan terkait fasilitas seperti mesin dan peralatan 
yang digunakan (Nasori, 2021), diantaranya yaitu:  
1. Semua pabrik harus didaftarkan.  

Jika pelaku usaha memiliki lebih dari satu pabrik maka fasilitas 
produksi di tiap pabrik perlu didaftarkan. 

2. Mesin dan peralatan yang digunakan untuk proses produk 
pangan halal harus dipisahkan dengan yang tidak halal. 
Mesin dan peralatan tidak boleh digunakan bergantian antara 
produk halal dengan produk babi. Pemisahan peralatan meliputi 
dari penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 
pendistribusian, penjualan, dan penyajian. 

3. Alat proses produk halal harus dijaga dan dipastikan tetap 
bersih, higienis, bebas dari najis dan bahan yang tidak halal. 
Bahan akan mudah terkontaminasi jika kebersihan dan 
higienitas tidak terjaga. Produk yang dihasilkan harus terjamin 
keamanan dan kehalalannya. 

4. Mesin dan peralatan yang kontak dengan produk harus 
terbuat dari bahan yang terjamin kehalalannya. 
Peralatan yang terbuat dari bagian hewan harus terbuat dari 
hewan yang halal dan penyembelihannya dipastikan sesuai 
dengan syariat islam. 

5. Bahan perawatan dan alat penolongnya harus terbuat dari 
bahan halal. 
Mesin biasanya menggunakan minyak untuk perawatannya, 
oleh karena itu perlu menggunakan minyak yang halal.  
 

6. Peralatan yang digunakan untuk pengambilan bahan atau 
produk tidak boleh dilakukan secara bergantian antara 
bahan atau produk  yang halal dan tidak halal. 
Pemisahan ini dilakukan agar produk akhir terjamin kualitasnya 
dan juga kehalalannya. Selain itu pemisahan juga bertujuan agar 
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tidak terjadi kontaminasi antara yang halal dengan yang tidak 
halal. 

7. Semua peralatan dibersihkan menggunakan bahan 
pembersih yang aman dan terjamin kehalalannya. 
Peralatan yang kontak dengan produk harus aman sehingga 
perlu menggunakan bahan pencucian yang foodgrade dan sudah 
halal untuk pencucian peralatan tersebut. 

8. Perlu pengawasan terhadap fasilitas produksi yang sedang 
beroperasi atau sedang digunakan agar tidak terkena najis 
dan/atau bahan berbahaya. 
Perlu diperhatikan dan ada penanganan agar lingkungan ruang 
produksi bebas dari hewan liar karena kotorannya bisa saja 
mengenai mesin atau peralatan. 
  

7.3.2 Pabrik Maklon 
Maklon memiliki pengertian suatu perusahaan yang 

menawarkan jasa pengolahan produk kepada perusahaan lain 
(Rosyda, 2021). Pelaku usaha yang produknya diproses di pabrik 
maklon harus memenuhi kriteria sistem jaminan halal. Berikut 
beberapa persyaratan fasilitas produksi untuk pabrik maklon: 
1. Pelaku usaha mendaftarkan fasilitas produksi yang ada di 

pabrik maklon. 
2. Pemilik fasilitas produksi harus memfasilitasi seluruh proses 

produksi sesuai syarat sistem jaminan halal. 
3. Fasilitas produksi tidak digunakan secara bergantian antara 

produk halal dengan bahan/produk babi.  
4. Mesin dan peralatan pendukung yang pernah digunakan 

untuk memproduksi produk yang mengandung babi dan 
turunannya harus dicuci sesuai syariat islam. 

5. Mesin pendingin untuk penyimpanan bahan dari bagian 
tubuh hewan sembelihan dan produk olahannya harus 
didedikasikan untuk produksi pangan halal. 
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7.4 Problematika Fasilitas Produksi pada Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

Perkembangan produksi halal menjadi perhatian khusus 
pemerintah, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk 
menetapkan kerangka regulasi industri produk halal nasional. 
Regulasi produk halal tertuang pada undang-undang, peraturan 
pemerintah, dan surat keputusan menteri. Contoh salah satunya 
adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk Halal. Undang-undang ini mencakup perlindungan, keadilan, 
kepastian hukum, dan profesionalisme. Jaminan produk halal dapat 
meningkatkan nilai tambah dari produksi atau penjualan produk 
halal.  Jaminan produk halal juga meningkatkan daya saing produk 
di pasar global sehingga dapat berkontribusi terhadap 
pertumbuhan perekonomian negara (Maisaroh, 2021). 

Namun hal tersebut tidaklah mudah untuk dicapai. 
Kenyataannya regulasi mengenai jaminan produk halal, label halal 
dan sertifikasi halal yang telah dikeluarkan pemerintah banyak 
menimbulkan polemik dikalangan pelaku usaha khususnya pelaku 
usaha mikro, kecil dan menengah bahkan hingga stakeholder pun 
merasakannya. Implementasi kebijakan tersebut akan sulit 
dilakukan apabila tingkat kesadaran mengenai produk halal masih 
rendah dan informasi mengenai sertifikasi halal belum terpapar 
seluruhnya kepada pelaku usaha (Yuanitasari et al., 2023). 

 Problematika sertifikasi halal yang sering dihadapi oleh 
UMKM baik di perkotaan maupun di pedesaan yaitu aspek 
pengetahuan dan informasi mengenai sertifikasi halal, aspek 
kelengkapan dokumen yang dimiliki pemilik usaha, aspek 
kecukupan ekonomi, dan aspek ketersediaan fasilitas produksi. 
Meskipun permasalahan ini ada, seharusnya bisa menjadi tantangan 
yang harus dihadapi dan didiskusikan bersama untuk mencari 
solusi untuk perbaikan teknis di lapangan sehingga tujuan sertifikasi 
halal dapat tercapai (Ningrum, 2022).  

 Permasalahan UMKM yang sering dihadapi yaitu 
keterbatasan dalam ketersediaan fasilitas. Selama produksi, penting 
untuk memiliki fasilitas yang bersih dan terawat, seperti tempat cuci 
tangan, tempat yang terpisah dari barang-barang yang dianggap 
haram atau najis, dan proses pengolahannya tidak bersentuhan 
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langsung dengan lantai yang kotor. Namun, seringkali UMKM tidak 
mempunyai ruangan atau fasilitas yang cukup. Kondisi tempat 
tinggal yang sempit seringkali memaksa mereka untuk 
menempatkan bahan-bahan produksi secara sembarangan, bahkan 
di dekat jalur lalu-lalang (Yuanitasari, et al., 2023). 

 Tempat proses produksi UMKM biasanya di rumah pemilik 
usaha. Lokasi usaha di pemukiman warga yang bisa saja berdekatan 
dengan peternakan hewan. Selain itu akan memungkinkan 
mudahnya hewanpeliharaan dan hewan liar untuk masuk ke dalam 
ruang produksi, dapur yang berdekatan dengan kamar mandi, 
peralatan pengolahan yang terbatas, fasilitas pencucian yang 
berdekatan dengan kamar mandi. Beberapa permasalahan ini yang 
membuat dilema para pelaku usaha untuk produknya disertifikasi 
halal. Masalah perekonomian pun menjadi kendala apabila ingin 
merenovasi ruang produksi.  

Lingkungan dan semua fasilitas yang terlibat dalam proses 
produksi harus terjaga kebersihan dan higienitasnya. Semua akan 
mempengaruhi keamanan makanan yang dihasilkan. Pengawasan 
terhadap kebersihan, higienitas, serta terhindar dari najis 
diperlukan untuk menghasilkan produk yang aman dikonsumsi dan 
terjamin halal. Setidaknya untuk ruang produksi yang berdekatan 
dengan kamar mandi harus ada sekat pemisah agar tidak mudah 
terjadi kontaminasi (Gardjito, et al., 2022).  

 Pengetahuan pelaku UMKM terkait jaminan produk halal 
diperlukan agar terlaksananya kegiatan produksi yang sesuai 
dengan syariat islam dan syarat keamanan pangan. Beberapa 
UMKM memiliki tempat pengolahan/dapur seperti pada Gambar 1. 
Ruang produksi yang terbuka akan berdampak pada mudahnya 
debu, kotoran, hewan peliharaan atau hewan liar masuk. Seperti 
persyaratan yang ada pada jaminan halal yaitu lokasi produksi 
harus terbebas dari hewan peliharaan dan hewan liar yang bisa 
memungkinkan timbulnya najis di sekitar tempat produksi. Hasil 
penelitian Maisaroh (2021) terdapat beberapa pelaku usaha yang 
belum memahami mengenai persyaratan lokasi, tempat dan alat 
proses produksi untuk pengajuan sertifikasi halal. Beberapa pelaku 
usaha tidak paham bahwa fasilitas proses produksi halal harus 
dipisahkan atau dijauhkan dari bahan/produk najis dan juga haram.  
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Gambar 7.1. Ruang Pengolahan UMKM 

(Sumber : Yulianto, 2022) 
 

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di tahun 2024 
semua produsen telah mensertifikasikan produknya. Hal ini 
didukung dengan keluarnya program SEHATI melalui mekanisme 
self declare. Program ini bertujuan untuk memudahkan usaha mikro 
dan kecil dalam mensertifikasikan produknya dan untuk 
mempercepat pertumbuhan produk halal di Indonesia. Program ini 
bisa menjadi salah satu solusi problematika UMKM dalam 
implementasi jaminan produk halal. Namun, hal ini masih perlu 
dikaji dan dianalisa kembali apakah program ini dapat 
menimbulkan permasalahan lain lagi (Jakiyudin dan Fedro, 2022).  
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BAB 8 
JENIS PRODUK PANGAN HALAL 
 
Oleh Chaidir Masyhuri Majiding 
 
8.1 Pendahuluan 

Pentingnya produk pangan halal semakin menjadi perhatian 
dalam era globalisasi ini. Konsep pangan halal tidak hanya berkaitan 
dengan agama semata, tetapi juga menjadi bagian integral dari 
tatanan masyarakat yang pluralistik. Dalam konteks agama Islam, 
konsep halal (yang diizinkan) dan haram (yang dilarang) memiliki 
arti mendalam dan memegang peran penting dalam kehidupan 
sehari-hari umat Muslim, dimana konsumsi produk yang halal 
adalah bentuk ketaatan terhadap prinsip-prinsip agama mereka. 

Selain aspek agama, pentingnya produk pangan halal juga 
berkaitan erat dengan masalah kesehatan dan keamanan pangan. 
Konsumen semakin sadar akan kebersihan, keamanan, dan kualitas 
bahan pangan yang mereka konsumsi. Produk pangan halal sering 
kali mengikuti standar dan prosedur ketat dalam produksi, 
pemrosesan, dan penyimpanannya, sehingga memberikan 
kepercayaan tambahan kepada konsumen tentang keamanan dan 
kualitas produk tersebut. 

Yang menjadi permasalahan saat ini adalah masyarakat 
sering kali belum sepenuhnya memahami dengan jelas mengenai 
produk pangan halal dan ragam jenisnya. Ketidakpahaman ini 
mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi yang tersedia atau 
minimnya kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang 
memenuhi standar kehalalan. Meskipun semakin banyak orang 
yang mulai memperhatikan aspek kehalalan dalam pilihan 
konsumsi mereka, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang 
perlu diperjelas. Oleh karena itu, penelusuran lebih lanjut akan jenis 
produk pangan halal menjadi penting untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat dan memotivasi pilihan konsumsi yang 
sesuai dengan prinsip-prinsip halal. 
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8.2 Konsep Produk Pangan Halal 
Produk pangan halal merujuk pada produk makanan dan 

minuman yang memenuhi kriteria kehalalan sesuai dengan ajaran 
agama Islam. Konsep kehalalan ini tidak hanya terbatas pada bahan 
utama produk, tetapi juga melibatkan seluruh proses produksi, 
pengolahan, dan penyajian. Dalam Islam, pangan halal diwajibkan 
oleh syariah sebagai bagian dari aspek kehidupan sehari-hari, dan 
konsumsi produk yang memenuhi standar kehalalan dianggap 
sebagai wujud penghormatan terhadap keyakinan keagamaan. 

Kriteria utama yang menentukan apakah suatu produk 
dianggap halal melibatkan pemilihan bahan-bahan yang sesuai, 
proses produksi yang terhindar dari kontaminasi dengan zat-zat 
haram, dan pengawasan yang ketat terhadap kesucian dan 
kebersihan produk. Selain itu, konsep kehalalan produk pangan juga 
mencakup aspek etis, seperti keadilan dalam praktek bisnis dan 
perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Produk pangan halal 
diharapkan tidak hanya memenuhi tuntutan agama, tetapi juga 
mencerminkan prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam seluruh 
rantai produksinya. 

Pentingnya produk pangan halal semakin ditekankan oleh 
jumlah populasi Muslim yang signifikan di seluruh dunia dan oleh 
keinginan umat Muslim untuk menjalani gaya hidup yang sesuai 
dengan nilai-nilai agama mereka. Oleh karena itu, sertifikasi halal 
oleh otoritas yang diakui menjadi krusial karena memberikan 
jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut telah melalui 
proses produksi yang sesuai dengan norma-norma kehalalan Islam. 
Ini juga berkontribusi pada membangun kepercayaan konsumen 
dan mendukung perkembangan pasar produk pangan halal secara 
global.  
 

8.3 Manfaat Konsumsi Produk Pangan Halal 
Konsumsi produk pangan halal memberikan sejumlah 

manfaat yang melibatkan aspek kesehatan, keagamaan, sosial, dan 
ekonomi. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari 
mengonsumsi produk pangan halal: 
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1. Kesehatan dan Keamanan 
Produk pangan halal cenderung mematuhi standar 
kebersihan dan keamanan pangan yang tinggi. Dalam proses 
produksi yang mempertimbangkan kehalalan, pabrik-pabrik 
sering kali menerapkan kontrol kualitas yang ketat, 
meminimalkan risiko kontaminasi dan penyebaran penyakit 
melalui makanan. Konsumsi produk pangan halal dapat 
membantu menjaga kesehatan konsumen dan mengurangi 
risiko terkena penyakit terkait pangan. 

2. Kepercayaan Agama dan Keyakinan 
Bagi umat Muslim, mengonsumsi produk pangan halal 
adalah kewajiban agama. Ini menciptakan rasa kepercayaan 
dan ketenangan batin, karena konsumen yakin bahwa 
mereka menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip 
agama mereka. Pemenuhan aspek kehalalan dalam konsumsi 
pangan juga dapat memperkuat ikatan spiritual dan moral. 

3. Pengaruh Sosial 
Konsumsi produk pangan halal juga dapat membantu 
membangun komunitas yang lebih besar. Masyarakat 
Muslim yang memprioritaskan produk halal dapat bersatu 
untuk mendukung industri halal, memperkuat jaringan 
sosial, dan mempromosikan nilai-nilai yang dianggap 
penting oleh komunitas tersebut. Hal ini juga dapat 
menciptakan solidaritas dan memperkuat identitas budaya. 

4. Peningkatan Ekonomi 
Pasar produk pangan halal terus berkembang, menciptakan 
peluang ekonomi bagi produsen, pedagang, dan pelaku 
bisnis lainnya. Peningkatan permintaan terhadap produk 
halal mendorong inovasi dalam industri makanan dan 
minuman untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang 
semakin meningkat. Ini menciptakan lapangan kerja dan 
mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor terkait. 

5. Globalisasi dan Diversifikasi 
Konsumsi produk pangan halal tidak hanya relevan di 
negara-negara dengan mayoritas populasi Muslim, tetapi 
juga menjadi tren global. Banyak non-Muslim juga memilih 
produk pangan halal karena dianggap lebih berkualitas, 
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bersih, dan etis. Ini mengarah pada diversifikasi pasar dan 
meningkatkan peluang eksportir untuk mengakses pasar 
global. 

 
Dengan manfaat-manfaat ini, konsumsi produk pangan halal 

tidak hanya menciptakan dampak positif pada kesehatan individu 
tetapi juga berperan penting dalam membangun masyarakat yang 
inklusif, adil, dan berwawasan global. 
 

8.4 Prinsip Dasar Produk Pangan Halal 
Produk pangan agar dianggap halal harus memenuhi 

sejumlah prinsip dasar yang ditetapkan dalam syariah Islam. 
Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi 
oleh produk pangan agar dianggap halal: 
1. Bahan Utama yang Halal 

Produk pangan harus dibuat dari bahan-bahan yang 
dianggap halal dalam Islam. Hal ini melibatkan pemilihan 
bahan-bahan yang tidak bertentangan dengan hukum dan 
etika Islam. Misalnya, daging harus berasal dari hewan yang 
disembelih sesuai dengan tata cara yang diizinkan oleh 
Islam. 

2. Tidak Ada Bahan Haram 
Produk pangan halal harus bebas dari segala jenis bahan 
haram atau najis. Contohnya, penggunaan alkohol, babi, 
darah, dan produk turunannya harus dihindari. Penggunaan 
enzim dan bahan tambahan lainnya juga harus diawasi 
untuk memastikan ketidakmengandungan bahan-bahan 
yang dilarang. 

3. Proses Produksi Bersih dan Terpisah 
Proses produksi harus memastikan bahwa produk pangan 
halal tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan haram. 
Fasilitas produksi harus diatur sedemikian rupa sehingga 
terdapat pemisahan yang jelas antara produk halal dan non-
halal. Alat-alat dan peralatan produksi juga harus bersih dan 
terbebas dari kontaminasi. 
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4. Sertifikasi Halal 
Untuk memberikan keyakinan kepada konsumen, produk 
pangan halal sebaiknya memiliki sertifikasi halal dari 
lembaga yang diakui. Proses sertifikasi melibatkan 
pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok, 
mulai dari bahan baku hingga proses produksi, dan 
memastikan bahwa semua prinsip kehalalan telah dipatuhi. 

5. Keterbukaan Informasi 
Produsen produk pangan halal seharusnya transparan dalam 
memberikan informasi kepada konsumen. Hal ini mencakup 
deklarasi bahan-bahan yang digunakan, metode produksi, 
dan sertifikasi halal. Keterbukaan informasi ini membantu 
konsumen dalam membuat keputusan yang berdasarkan 
pengetahuan mengenai kehalalan produk. 

6. Etika Bisnis dan Praktek yang Adil 
Selain aspek kehalalan produk, prinsip-prinsip Islam juga 
menekankan pada etika bisnis yang baik dan praktek yang 
adil. Produsen dan pelaku bisnis diharapkan untuk 
menjalankan bisnis mereka dengan integritas, kejujuran, dan 
keadilan dalam semua transaksi mereka. 

7. Pencegahan Pemalsuan dan Penipuan 
Produk pangan halal harus dijaga dari pemalsuan dan 
penipuan. Langkah-langkah perlindungan, seperti 
penggunaan label dan pencegahan pemalsuan, harus 
diimplementasikan untuk memastikan bahwa konsumen 
mendapatkan produk sesuai dengan klaim kehalalannya. 

 

8.5 Jenis-jenis Produk Pangan Halal 
Jenis-jenis produk pangan halal mencakup berbagai kategori 

makanan dan minuman yang memenuhi kriteria kehalalan dalam 
Islam. Beberapa dari kategori tersebut diantaranya adalah: 
1. Daging dan Produk Daging 

Daging segar, daging olahan, sosis halal, bakso, dan produk 
daging lainnya yang berasal dari hewan yang disembelih 
sesuai dengan tata cara halal. 
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2. Produk Susu dan Olahannya 
Susu segar, yogurt, keju, es krim, dan produk susu lainnya 
yang dihasilkan dari hewan yang dianggap halal. 

3. Ikan dan Produk Laut 
Ikan segar, kerang, udang, dan makanan laut lainnya yang 
memenuhi standar kehalalan. 

4. Telur dan Produk Telur 
Telur segar, telur rebus, dan produk olahan berbahan dasar 
telur yang dihasilkan dari unggas halal. 

5. Makanan Sereal dan Roti 
Roti, sereal, pasta, dan produk sereal lainnya yang 
diproduksi dengan memperhatikan prinsip kehalalan. 

6. Buah-buahan dan Sayuran 
Semua buah-buahan dan sayuran yang alami halal, baik 
dalam bentuk segar atau olahan. 

7. Makanan Ringan dan Camilan 
Keripik, kacang-kacangan, permen, cokelat, dan makanan 
ringan lainnya yang diproduksi dengan bahan-bahan halal. 

8. Makanan Kemasan dan Makanan Instan 
Makanan kemasan seperti saus, selai, mi instan, dan produk 
makanan instan lainnya yang memenuhi kriteria kehalalan. 

9. Minuman Halal 
Air minum, jus buah, minuman ringan, teh, kopi, dan 
minuman non-alkohol lainnya yang tidak mengandung 
bahan-bahan haram. 

10. Produk Kesehatan dan Suplemen 
Vitamin, suplemen, obat-obatan, dan produk kesehatan 
lainnya yang diproduksi dengan memperhatikan kehalalan. 

11. Makanan Organik Halal 
Produk makanan organik yang diproduksi tanpa 
menggunakan bahan kimia haram dan sesuai dengan prinsip 
kehalalan. 

12. Makanan Fermentasi 
Produk hasil fermentasi seperti tempe, tahu, kecap, dan 
produk fermentasi lainnya yang memenuhi kriteria halal. 
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13. Minyak dan Lemak Halal 
Minyak nabati, minyak zaitun, mentega, dan lemak lainnya 
yang berasal dari sumber-sumber halal. 

14. Makanan Tradisional dan Kuliner Khas 
Makanan tradisional atau kuliner khas suatu daerah yang 
mematuhi prinsip kehalalan, seperti rendang, nasi kebuli, 
atau makanan khas lainnya. 

 
Jenis-jenis pangan diatas hanya sebagian kecil dari berbagai 

jenis produk pangan halal yang tersedia. Hal penting yang harus 
diperhatikan ialah konsumen perlu mencermati label produk, 
memastikan sertifikasi halal, dan memahami bahan-bahan yang 
digunakan untuk memastikan bahwa produk tersebut sesuai 
dengan prinsip kehalalan. 

Selain jenis produk pangan halal, tentunya ada juga jenis 
produk pangan yang terindikasi tidak halal. Berikut adalah beberapa 
jenis produk pangan yang terkadang dapat terindikasi tidak halal: 
1. Produk Daging: Daging dan produk-produk olahannya 

adalah area yang perlu diperhatikan. Daging yang tidak 
disembelih sesuai dengan aturan halal atau produk yang 
mengandung bahan-bahan yang tidak halal dapat membuat 
suatu produk tidak memenuhi standar halal. 

2. Minuman Alkohol: Produk yang mengandung alkohol atau 
bahan tambahan beralkohol tidak dapat dianggap halal 
dalam Islam. Ini termasuk minuman beralkohol maupun 
makanan atau saus yang mengandung alkohol. 

3. Produk dengan Enzim dari Sumber Haram: Beberapa produk 
mungkin menggunakan enzim atau bahan tambahan lain 
yang berasal dari sumber yang diharamkan dalam Islam. 
Misalnya, enzim yang berasal dari babi atau produk 
turunannya. 

4. Makanan Cepat Saji: Saat memesan makanan di restoran 
cepat saji, terkadang sulit untuk memastikan kehalalannya 
karena proses persiapan makanan dan bahan-bahan yang 
digunakan. 

5. Pangan Olahan dengan Rasa Non-Halal: Produk pangan 
olahan dengan rasa non-halal atau ekstrak yang berasal dari 
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sumber haram dapat menyebabkan produk tersebut tidak 
halal. 

6. Bahan Pewarna dan Pengawet: Beberapa bahan pewarna 
atau pengawet mungkin berasal dari sumber yang tidak halal 
atau mengandung alkohol. 

7. Produk Susu dan Turunannya: Penggunaan enzim dari 
sumber haram dalam produksi keju atau bahan-bahan lain 
yang berasal dari hewan yang tidak disembelih sesuai 
dengan aturan halal dapat menyebabkan suatu produk tidak 
halal. 

 

8.6 Jenis-jenis Bahan Tambahan Pangan Halal 
Bahan tambahan pangan halal adalah bahan-bahan yang 

digunakan dalam proses pembuatan makanan dan minuman yang 
memenuhi standar halal sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. 
Dalam konteks ini, "halal" mengacu pada segala sesuatu yang 
diizinkan atau diperbolehkan oleh hukum Islam. Bahan tambahan 
pangan halal melibatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan 
aturan yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist. 

Bahan tambahan pangan halal mencakup sejumlah zat yang 
ditambahkan ke produk pangan untuk meningkatkan rasa, warna, 
tekstur, dan daya simpan. Produk pangan halal harus memastikan 
bahwa bahan tambahan yang digunakan memenuhi kriteria 
kehalalan. Berikut adalah beberapa bahan tambahan pangan yang 
umumnya dianggap halal: 
1. Gelatin Nabati 

Alternatif halal untuk gelatin hewani. Gelatin nabati dapat 
berasal dari sumber seperti agar-agar, pektin, atau 
karagenan. 

2. Asam Sitrat 
Sebuah asam organik yang umum digunakan sebagai bahan 
pengawet dan penyedap rasa dalam makanan dan minuman. 

3. Asam Laktat 
Digunakan sebagai pengatur keasaman dan pengawet dalam 
produk makanan. Biasanya dihasilkan melalui fermentasi 
bakteri dan dapat dianggap halal. 
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4. Lesitin 
Suatu senyawa yang umumnya diperoleh dari kedelai atau 
telur, digunakan sebagai emulsifier dalam makanan dan 
minuman. 

5. Enzim Halal 
Beberapa enzim, seperti amilase dan lipase, dapat diperoleh 
dari sumber mikroba atau tumbuhan dan dianggap halal. 

6. Zat Pewarna Nabati 
Pewarna alami yang diekstrak dari tumbuhan, seperti 
betakaroten dari wortel atau klorofil dari daun hijau. 

7. Vanila Alami 
Ekstrak vanila yang berasal dari biji vanila, dianggap halal, 
tetapi perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada alkohol 
yang ditambahkan. 

8. Bahan Pengental Nabati 
Contohnya, karagenan dan guar gum, yang digunakan untuk 
memberikan tekstur tertentu pada produk. 

9. Bahan Pengawet Alami 
Misalnya, asam askorbat (vitamin C) yang dapat digunakan 
sebagai pengawet alami dalam beberapa produk. 

10. Rasa Identik Alami 
Senyawa kimia yang digunakan untuk memberikan rasa 
tertentu pada produk, dan dapat diproduksi secara sintetis 
dengan cara yang dianggap halal. 

11. Bahan Pengisi Nabati 
Misalnya, pati jagung atau tepung singkong, yang digunakan 
sebagai bahan pengisi dalam beberapa produk. 

12. Minyak Nabati 
Minyak yang berasal dari sumber nabati seperti kelapa, 
zaitun, atau kedelai. 

13. Bahan Pembentuk Rasa 
Seperti MSG (monosodium glutamat) yang dapat diperoleh 
dari fermentasi atau sintesis dan dapat dianggap halal. 

 
Selain contoh diatas, terdapat juga beberapa bahan 

tambahan pangan yang harus diwaspadai kehalalannya diantaranya 
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adalah gelatin, lesitin, kolagen, gliserol/gliserin, improver, 
shortening, renin atau pepsin dan turunan hewan (tabel 9.1). 
 

Tabel 8.1. Bahan Tambahan Pangan yang Diwaspadai 
Kehalalannya 

No Nama Bahan 
dan Kode 

Asal/Pembuatan Fungsi Contoh 
Produk 

1 Gliserol/gliserin Hasil Samping 
pembuatan sabun, 
lilin dan turunan 
dari lemak/minyak 

Pelarut flavor, 
menjaga 
kelembaban 
(humektan), 
Plasticizer 
pada 
pengemas 

Bahan 
coating 
untuk 
daging, 
keju, cake, 
desserts 

2 Asam lemak dan 
turunannya 
E430, E431, 
E433, E434, 
E435, E436 

Turunan hasil 
hirolisis lemak 
hewani 

Pengemulsi, 
penstabil, 
antibusa 

Produk 
roti dan 
cake, 
donat, 
produk 
susu : es 
krim, 
desserts 
beku, 
minuman 
dll 

3 Pengemulsi yang 
dibuat dari 
gliserol dan atau 
asam lemak 
(E470-E495) 

Hasil hidrolisis 
lemak hewani 
untuk 
menghasilkan 
gliserol dan asam 
lemak 

Pengemulsi, 
penstabil, 
pengental, 
pemodifikasi 
tekstur, 
pelapis, 
platisizer 

Snacks, 
margarin, 
dessert, 
coklat, 
cake, 
pudding 

4 Edible bone 
phosphate 
(E542) 

Dibuat dari tulang 
hewan 

Suplemen 
mineral 

Suplemen 
makanan 

5 Asam stearat Dari lemak hewani 
atau dibuat secara 
sintetik 

Anticacking 
agent 

 

6 L-Sistein E920 Dapat dibuat dari 
bulu 

Bahan 
pengembang 

Tepung 
dan 
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No Nama Bahan 
dan Kode 

Asal/Pembuatan Fungsi Contoh 
Produk 

hewan/unggas adonan, 
bahan dasar 
pembuatan 
flavor daging 

produk 
roti, 
bumbu 
dan 
perisa 

Sumber: Hansen dan Marsden, 1987 dalam Hermaninto (2006) 
 

8.7 Simpulan 
Dalam industri makanan, produk pangan halal menjadi 

semakin signifikan sebagai respons terhadap kebutuhan konsumen 
Muslim yang berkembang pesat di seluruh dunia. Produk pangan 
halal mencakup berbagai jenis, mulai dari produk olahan hingga 
bahan tambahan pangan. Kategori-kategori utama meliputi daging 
dan produk unggas yang diproses sesuai dengan prinsip-prinsip 
penyembelihan Islam, produk susu dan turunannya, makanan 
olahan, dan bahan tambahan pangan yang mendukung karakteristik 
rasa, warna, atau konsistensi produk. 

Keberagaman jenis produk pangan halal mencerminkan 
upaya industri makanan untuk memenuhi standar kehalalan Islam 
dan memperluas pasar global. Dengan semakin banyaknya produk 
pangan yang mendapatkan sertifikasi halal, konsumen Muslim 
memiliki lebih banyak pilihan yang sesuai dengan keyakinan agama 
mereka. Selain itu, kesadaran akan kehalalan produk pangan tidak 
hanya meningkat di kalangan konsumen Muslim, tetapi juga di 
antara konsumen non-Muslim yang semakin menyadari 
keberagaman dan keberlanjutan produk makanan halal. Dengan 
demikian, perkembangan produk pangan halal tidak hanya 
mencerminkan pertumbuhan industri makanan, tetapi juga 
melibatkan aspek kultural dan agama yang semakin diakui dan 
dihargai dalam konteks global. 
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BAB 9 
PEMASARAN DAN LABELLING 
PANGAN HALAL 
 
Oleh Fahrul Rozi 
 
9.1 Konsep Pangan Halal 

Pangan halal mengacu pada produk dan bahan makanan 
yang diproduksi, diproses, dan disajikan sesuai dengan prinsip-
prinsip dan hukum Islam. Konsep dasar dan prinsip pangan halal 
didasarkan pada ajaran agama Islam yang mengatur kehalalan dan 
kebersihan dalam aspek pangan. Berikut adalah beberapa konsep 
dasar dan prinsip utama pangan halal: 
1. Tauhid (Kepercayaan kepada Tuhan) 

Konsep dasar pangan halal didasarkan pada prinsip tauhid, yaitu 
keyakinan kepada keesaan Tuhan. Pangan halal dihasilkan 
dengan menghormati kehendak Allah dan sesuai dengan 
petunjuk dalam Al-Qur'an. 

2. Haram dan Halal 
Pangan halal dan haram (tidak halal) didefinisikan dalam Islam. 
Produk dan bahan yang sesuai dengan syariah Islam dianggap 
halal, sementara yang bertentangan dinyatakan haram. 
Contohnya, produk yang mengandung babi atau minuman 
beralkohol dianggap haram. 

3. Syariah dan Fiqih 
Konsep dasar pangan halal melibatkan pemahaman dan 
penerapan syariah (hukum Islam) dan fiqih (pemahaman hukum 
Islam oleh ulama). Produsen dan pemroses makanan perlu 
memahami dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh 
otoritas agama atau lembaga sertifikasi halal. 

4. Bahan dan Proses Produksi 
Pangan halal harus diproduksi dengan menggunakan bahan-
bahan yang halal dan melalui proses produksi yang sesuai 



 

116 

dengan prinsip Islam. Hal ini mencakup pemisahan produksi 
pangan halal dan non-halal untuk mencegah kontaminasi. 

5. Kebersihan dan Higienitas 
Kebersihan dan higienitas dalam proses produksi sangat 
ditekankan. Mulai dari bahan baku hingga proses penyimpanan 
dan distribusi, segala upaya dilakukan untuk memastikan 
kebersihan produk dan kebersihan fasilitas produksi. 

6. Kesejahteraan Hewan (Dhabiha) 
Dalam hal produk daging, metode penyembelihan yang diizinkan 
oleh Islam, disebut Dhabiha atau daging halal, diikuti. Ini 
melibatkan penyembelihan hewan dengan cara tertentu dan 
dengan menyebut nama Allah. 

7. Label dan Sertifikasi 
Produk halal harus diidentifikasi dengan label yang jelas dan 
sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang diakui. Hal 
ini memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk 
tersebut telah memenuhi standar kehalalan yang diakui. 
 

9.2 Pentingnya Sertifikasi Halal dalam 
Perdagangan Global  

Sertifikasi halal memiliki peran krusial dalam perdagangan 
global, terutama mengingat populasi Muslim yang signifikan di 
berbagai negara dan permintaan yang terus meningkat untuk 
produk halal. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sertifikasi 
halal sangat penting dalam konteks perdagangan global: 
1. Mengakomodasi Kebutuhan Pasar Muslim 

Sertifikasi halal memungkinkan produsen dan pengekspor untuk 
memenuhi kebutuhan konsumen Muslim di seluruh dunia. Ini 
mencakup tidak hanya produk makanan, tetapi juga produk 
farmasi, kosmetik, dan sektor lainnya yang dapat memperoleh 
label halal. 

2. Menjangkau Pasar yang Luas 
Populasi Muslim yang mencapai lebih dari 1,8 miliar orang di 
seluruh dunia menciptakan pasar yang sangat besar. Dengan 
sertifikasi halal, perusahaan dapat menjangkau pasar yang luas 
dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi mereka. 
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3. Penting untuk Industri Pariwisata 
Sertifikasi halal juga penting dalam industri pariwisata. 
Wisatawan Muslim yang menyadari pentingnya konsumsi halal 
dapat lebih nyaman berwisata ke destinasi yang menawarkan 
produk dan layanan yang memenuhi standar halal. 

4. Membangun Kepercayaan Konsumen 
Sertifikasi halal menciptakan kepercayaan konsumen Muslim 
terhadap produk dan merek tertentu. Hal ini karena sertifikasi ini 
menjamin bahwa produk tersebut mematuhi prinsip-prinsip 
halal sepanjang rantai pasok dan produksi. 

5. Mendorong Inovasi Produk 
Sertifikasi halal dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi 
dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan 
pasar halal. Ini dapat mencakup pengembangan formulasi 
produk baru atau penyesuaian bahan baku dan proses produksi. 

6. Pematuhan Terhadap Prinsip Agama 
Untuk konsumen Muslim, sertifikasi halal bukan hanya masalah 
preferensi, tetapi juga pematuhan terhadap prinsip-prinsip 
agama Islam. Sertifikasi ini memastikan bahwa produk yang 
dikonsumsi sesuai dengan keyakinan agama mereka. 

7. Keamanan dan Kualitas Produk 
Sertifikasi halal juga dapat dianggap sebagai tanda kualitas dan 
keamanan produk. Proses pemeriksaan yang ketat untuk 
memastikan kehalalan dapat menciptakan produk yang lebih 
aman dan berkualitas. 

8. Memudahkan Perdagangan Internasional 
Dengan sertifikasi halal, perdagangan produk dapat menjadi 
lebih lancar dan mudah, terutama karena banyak negara dan 
kawasan di dunia mewajibkan sertifikasi halal untuk produk 
tertentu yang masuk ke wilayah mereka. 
 

9.3 Strategi Pemasaran Produk Halal 
1. Segmentasi Pasar dan Identifikasi Target Konsumen: 

a. Penyelidikan Pasar: Lakukan penelitian pasar menyeluruh 
untuk memahami preferensi dan kebutuhan konsumen 
Muslim. Identifikasi tren pasar dan segmentasi demografis, 
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psikografis, dan perilaku konsumen untuk memahami siapa 
target utama Anda. 

b. Segmentasi Berbasis Kebutuhan: Bagi pasar menjadi 
segmen berdasarkan kebutuhan khusus konsumen Muslim. 
Misalnya, perhatikan perbedaan antara konsumen yang 
mencari makanan halal sehari-hari dan mereka yang 
mencari produk premium. 

2. Pengembangan Merek dan Citra untuk Produk Halal: 
a. Branding yang Konsisten: Bangun merek yang konsisten 

dengan nilai-nilai halal. Pastikan bahwa pesan merek Anda 
mendukung kehalalan dan kualitas produk Anda. 

b. Transparansi dan Keterbukaan: Berikan informasi yang 
transparan tentang sumber bahan baku, proses produksi, 
dan sertifikasi halal. Ini dapat meningkatkan kepercayaan 
konsumen. 

3. Penentuan Harga yang Tepat dan Strategi Promosi: 
a. Penilaian Kehargaan: Tentukan harga yang adil dan sesuai 

dengan nilai produk. Perhitungkan biaya produksi, nilai 
merek, dan permintaan pasar. 

b. Strategi Promosi Berfokus pada Kehalalan: Promosikan 
kehalalan produk secara aktif dalam kampanye pemasaran. 
Gunakan media sosial, kampanye daring, dan kerjasama 
dengan influencer Muslim untuk meningkatkan kesadaran. 

4. Pemasaran Daring dan Media Sosial: 
a. Kampanye Digital: Manfaatkan platform media sosial dan 

pemasaran daring untuk mencapai audiens yang lebih luas. 
Buat kampanye konten yang menarik, termasuk testimoni 
konsumen dan cerita di balik merek Anda. 

b. Kemitraan dengan Influencer: Libatkan influencer Muslim 
yang memiliki audiens yang relevan. Mereka dapat 
membantu membangun kesadaran merek dan memperluas 
jangkauan produk halal Anda. 

5. Partisipasi dalam Acara dan Pameran Halal: 
a. Pameran Halal: Ikuti acara dan pameran yang berkaitan 

dengan industri halal. Ini memberikan kesempatan untuk 
memperkenalkan produk Anda langsung kepada konsumen 
potensial dan mitra bisnis. 
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b. Sponsorship Acara Halal: Pertimbangkan untuk menjadi 
sponsor dalam acara atau kegiatan yang menekankan nilai-
nilai halal. Ini dapat meningkatkan citra merek Anda. 

6. Kolaborasi dengan Lembaga Sertifikasi Halal: 
a. Kemitraan Strategis: Bekerjasama dengan lembaga 

sertifikasi halal yang terpercaya dapat memberikan 
legitimasi tambahan kepada merek Anda. Pastikan bahwa 
produk Anda memiliki sertifikasi yang diakui secara 
internasional. 

7. Edukasi Konsumen: 
a. Materi Edukasi: Sertakan materi edukasi tentang kehalalan 

dan manfaat produk Anda dalam strategi pemasaran Anda. 
Ini membantu konsumen memahami nilai dan keunikan 
produk halal Anda. 

8. Feedback Konsumen dan Peningkatan Berkelanjutan: 
a. Pengumpulan Umpan Balik: Aktif mengumpulkan umpan 

balik konsumen tentang produk halal Anda. Gunakan 
informasi ini untuk meningkatkan kualitas dan 
memperbarui strategi pemasaran Anda. 

 
Dengan menerapkan strategi ini secara komprehensif, 

perusahaan dapat memaksimalkan potensi pasar dan membangun 
citra merek yang positif di kalangan konsumen Muslim. Penting 
untuk tetap fleksibel dan terus memantau perubahan dalam 
perilaku konsumen dan tren pasar untuk memastikan kesuksesan 
jangka panjang. 
 

9.3 Peran Media Sosial dalam Pemasaran Pangan 
Halal 

9.3.1 Pemanfaatan platform media sosial untuk memperluas 
jangkauan 

Pemanfaatan platform media sosial merupakan strategi 
penting dalam memperluas jangkauan produk halal dan 
berkomunikasi secara efektif dengan konsumen. Berikut adalah 
beberapa langkah dan tips untuk memanfaatkan media sosial 
dengan baik: 
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1. Identifikasi Platform yang Tepat 
 Kenali platform media sosial yang paling sering digunakan oleh 

target audiens Anda. Misalnya, Instagram dan Facebook sering 
menjadi platform yang populer untuk konten visual, sementara 
Twitter lebih fokus pada pembicaraan cepat. 

2. Buat Profil yang Menarik 
 Pastikan profil media sosial Anda mencerminkan merek dan 

nilai-nilai halal Anda. Gunakan logo, warna, dan elemen desain 
yang konsisten. 

3. Konten Berkualitas Tinggi 
 Bagikan konten berkualitas tinggi yang relevan dengan produk 

halal Anda. Ini bisa mencakup gambar produk, resep, artikel, 
atau berita terkini seputar industri halal. 

4. Gunakan Hashtag yang Relevan 
 Manfaatkan hashtag yang relevan dan populer dalam 

komunitas halal. Ini membantu konten Anda ditemukan lebih 
mudah oleh orang-orang yang tertarik pada produk atau 
layanan halal. 

5. Libatkan Konsumen 
 Ajak konsumen untuk berpartisipasi dengan mengajukan 

pertanyaan, membuat polling, atau menyelenggarakan kontes. 
Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga 
membangun komunitas online. 

6. Pemanfaatan Story dan Reels 
 Manfaatkan fitur story dan reels di platform seperti Instagram 

untuk membagikan konten singkat, menarik, dan mudah 
dinikmati. Ini dapat menciptakan keterlibatan yang lebih besar. 

7. Kolaborasi dengan Influencer Halal 
 Kolaborasi dengan influencer atau tokoh terkenal di komunitas 

halal yang memiliki pengikut besar. Mereka dapat membantu 
memperluas jangkauan Anda dan membangun kepercayaan 
konsumen. 

8. Gunakan Paid Advertising Secara Strategis 
 Pertimbangkan untuk menggunakan iklan berbayar di platform 

media sosial. Kampanye iklan yang tepat dapat memberikan 
visibilitas tambahan dan mencapai audiens yang lebih luas. 
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9. Jadwal Posting yang Konsisten 
 Tetapkan jadwal posting yang konsisten untuk menjaga 

kehadiran dan keterlibatan Anda di media sosial. Ini membantu 
membangun audiens yang setia. 

10. Tanggapi Komentar dan Pesan dengan Cepat 
Tanggapi komentar, pertanyaan, dan pesan konsumen dengan 
cepat dan ramah. Hal ini menciptakan interaksi positif dan 
menunjukkan bahwa Anda peduli dengan konsumen Anda. 

11. Analisis Kinerja 
Gunakan alat analisis media sosial untuk melacak kinerja 
kampanye Anda. Analisis ini dapat memberikan wawasan 
tentang konten yang paling efektif dan audiens Anda. 

12. Ciptakan Konten Edukatif 
Bagikan konten edukatif tentang kehalalan dan manfaat produk 
Anda. Ini dapat mencakup video tutorial, artikel informatif, atau 
infografis. 

13. Ajak untuk Berpartisipasi 
Ajak konsumen untuk berpartisipasi dengan memberikan 
ulasan atau testimoni. Testimoni positif dapat meningkatkan 
kepercayaan konsumen potensial. 

  
Pemanfaatan media sosial dengan baik dapat memberikan 

keuntungan besar dalam memperluas jangkauan produk halal, 
membangun merek yang kuat, dan berinteraksi secara langsung 
dengan konsumen. Selalu beradaptasi dengan tren dan kebutuhan 
komunitas media sosial untuk memaksimalkan dampak pemasaran 
Anda. 
 
9.3.2 Membangun Keterlibatan Konsumen melalui Konten 

yang Relevan. 
Membangun keterlibatan konsumen melalui konten yang 

relevan merupakan langkah kunci dalam pemasaran digital. Berikut 
adalah beberapa strategi untuk menciptakan konten yang relevan 
dan meningkatkan keterlibatan konsumen: 
1. Pahami Audiens Anda 

Lakukan penelitian menyeluruh untuk memahami siapa target 
audiens Anda. Ketahui preferensi, kebutuhan, dan perilaku 
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mereka. Ini membantu Anda menciptakan konten yang lebih 
sesuai dengan keinginan mereka. 

2. Personalisasi Konten 
Gunakan data konsumen untuk personalisasi konten. Sesuaikan 
pesan, tawaran, dan pengalaman konten sesuai dengan profil 
dan preferensi individu. 

3. Cerita yang Menarik 
Gunakan storytelling untuk menghubungkan merek Anda 
dengan konsumen secara emosional. Cerita yang autentik dan 
menarik dapat meningkatkan daya tarik konten. 

4. Gunakan Konten Visual 
Konten visual seperti gambar dan video seringkali lebih efektif 
dalam menangkap perhatian. Gunakan gambar produk 
berkualitas tinggi dan video yang informatif atau menghibur. 

5. Pertanyaan dan Kuis 
Libatkan konsumen dengan membuat pertanyaan atau kuis 
yang relevan dengan produk atau industri Anda. Hal ini 
merangsang interaksi dan partisipasi konsumen. 

6. Tanggapi Tren Terkini 
Tetapkan mata Anda pada tren terkini dalam industri dan di 
media sosial. Sesuaikan konten Anda untuk mencerminkan tren 
yang sedang populer. 

7. Solusi untuk Masalah Konsumen 
Identifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi konsumen 
Anda, dan ciptakan konten yang menawarkan solusi. Ini dapat 
berupa tutorial, panduan, atau tips yang bermanfaat. 

8. Konten Edukatif 
Berikan konten yang membantu konsumen memahami lebih 
baik produk atau layanan Anda. Konten edukatif dapat 
mencakup panduan penggunaan, keuntungan produk, atau 
informasi seputar kehalalan produk. 

9. Kolaborasi dengan Pengguna atau Influencer 
Libatkan pengguna atau influencer untuk berbagi pengalaman 
mereka dengan produk Anda. Ulasan dan testimoni dari orang 
lain dapat membantu membangun kepercayaan konsumen. 
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10. Posting Rutin dengan Jadwal Tetap 
Tetapkan jadwal posting yang konsisten untuk menjaga 
kehadiran Anda di media sosial. Ini membantu membangun 
ekspektasi di antara konsumen dan meningkatkan keterlibatan. 

11. Ajak Konsumen Berpartisipasi 
Ajak konsumen untuk berpartisipasi dengan mengajukan 
pertanyaan, meminta pendapat, atau berbagi pengalaman 
mereka. Ini menciptakan keterlibatan dua arah. 

12. Gunakan Konten Interaktif 
Buat konten yang bersifat interaktif seperti polling, kuis, atau 
fitur tanya jawab langsung. Hal ini meningkatkan partisipasi 
dan keterlibatan konsumen. 

13. Respon Cepat 
Tanggapi komentar dan pertanyaan konsumen dengan cepat. 
Hal ini menciptakan kesan bahwa Anda peduli dan 
memperhatikan feedback mereka. 

14. Ulasan dan Testimoni 
Bagikan ulasan dan testimoni positif dari konsumen. Ini tidak 
hanya memberikan bukti kredibilitas, tetapi juga dapat 
memberikan inspirasi bagi konsumen lain. 

15. Pantau Kinerja dan Terapkan Perbaikan 
Pantau kinerja konten Anda menggunakan analisis media sosial. 
Terapkan perbaikan berdasarkan data yang diperoleh untuk 
meningkatkan kualitas dan relevansi konten. 

  
Dengan mengadopsi strategi ini, Anda dapat menciptakan 

konten yang lebih relevan dan meningkatkan keterlibatan 
konsumen di media sosial, yang pada gilirannya dapat memperkuat 
hubungan dengan audiens Anda. 
 

9.4 Aspek Hukum dan Etika dalam Pemasaran 
Pangan Halal 

1. Kepatuhan terhadap Regulasi Halal dan Hukum Pangan 
a. Sertifikasi Halal: Pastikan bahwa semua produk yang 

dijual memiliki sertifikasi halal dari otoritas yang diakui. 
Kepatuhan terhadap standar halal merupakan kewajiban 
hukum dan etika untuk menjamin kehalalan produk. 
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b. Pemisahan Produksi: Patuhi regulasi yang 
mengharuskan pemisahan produksi antara produk halal 
dan non-halal untuk mencegah kontaminasi. 

2. Transparansi dan Informasi Produk 
a. Label Halal yang Jelas: Sediakan label halal yang jelas 

dan akurat pada kemasan produk. Ini melibatkan 
penyebutan bahan-bahan yang digunakan dan informasi 
yang berkaitan dengan kehalalan produk. 

b. Informasi Nutrisi dan Alergen: Pastikan bahwa 
informasi nutrisi dan alergen pada label produk sesuai 
dengan regulasi pangan yang berlaku. 

3. Kepatuhan Terhadap Regulasi Pemasaran 
Tidak Menyesatkan Konsumen: Pastikan bahwa semua klaim 
pemasaran dan iklan sesuai dengan kenyataan dan tidak 
menyesatkan konsumen. Hal ini mencakup klaim tentang 
kehalalan, keamanan, dan manfaat kesehatan. 

4. Etika Bisnis dalam Konteks Kepercayaan Konsumen 
a. Integritas Produk: Pastikan integritas produk dan tidak 

terlibat dalam praktik-praktik yang dapat merugikan 
kepercayaan konsumen, seperti penipuan atau penipuan. 

b. Keterbukaan dan Tanggung Jawab: Bertindak dengan 
keterbukaan dan tanggung jawab. Jika ada masalah atau 
perubahan pada produk, beritahukan konsumen dengan 
jujur dan cepat. 

c. Hargai Kepercayaan: Pahami nilai kepercayaan 
konsumen dan jangan lakukan tindakan yang dapat 
merusak kepercayaan tersebut, termasuk dalam hal 
pelabelan dan klaim kehalalan. 

5. Praktik Pemasaran yang Adil 
a. Tidak Menyalahgunakan Kekuasaan Pasar: Hindari 

praktik-praktik pemasaran yang dapat menyalahgunakan 
kekuasaan pasar atau memanfaatkan konsumen, 
terutama konsumen yang kurang akses informasi. 

b. Tidak Menyalahgunakan Simbol Keagamaan: Jangan 
menyalahgunakan simbol atau istilah keagamaan dalam 
pemasaran jika produk tidak memenuhi standar 
kehalalan yang diakui. 



 

      125 

6. Kerjasama dengan Otoritas Agama 
Konsultasi dengan Otoritas Agama: Bekerjasama dengan 
otoritas agama dan ulama dalam pengembangan produk dan 
strategi pemasaran. Ini memastikan bahwa produk memenuhi 
standar kehalalan yang diterima oleh komunitas Muslim. 

7. Keterlibatan dalam Inisiatif Sosial 
Keterlibatan Sosial yang Positif: Lakukan keterlibatan sosial 
yang positif dan mendukung komunitas Muslim. Ini dapat 
mencakup dukungan terhadap amal, program pendidikan, atau 
proyek sosial lainnya. 

8. Edukasi Konsumen 
Edukasi Tentang Produk: Berikan edukasi kepada konsumen 
tentang produk halal dan kehalalan, memastikan bahwa 
mereka memiliki pemahaman yang benar dan memadai. 

9. Pantau Perubahan Regulasi 
Pemantauan Terus-menerus: Pantau perubahan dalam 
regulasi halal dan hukum pangan. Pastikan bahwa strategi 
pemasaran selalu sesuai dengan perkembangan hukum dan 
etika yang berlaku. 

  
Kombinasi antara kepatuhan terhadap regulasi, 

keterbukaan, dan etika bisnis yang baik adalah kunci untuk 
membangun dan memelihara kepercayaan konsumen, terutama 
dalam konteks pemasaran produk halal. Hal ini juga menciptakan 
dasar yang kokoh untuk keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. 
 

9.5 Teknologi dan Inovasi dalam Labelling 
1. QR Code dan RFID 

a. Penerapan QR Code: Tempatkan QR Code pada 
kemasan produk yang dapat diakses oleh konsumen 
melalui ponsel pintar. QR Code dapat menyediakan 
informasi detail tentang kehalalan, sumber produk, dan 
informasi terkait lainnya. 

b. Teknologi RFID: Gunakan teknologi RFID untuk melacak 
perjalanan produk dari produksi hingga distribusi. Ini 
membantu memastikan keaslian dan kehalalan produk. 
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2. Aplikasi Pemantauan Blockchain 
Gunakan teknologi blockchain untuk menciptakan sistem 
pencatatan transparan dan tak terubah. Ini membantu 
memastikan bahwa informasi tentang sumber daya dan produksi 
dapat dipercaya dan diverifikasi. 

3. Aplikasi Pelabelan Otomatis 
Manfaatkan teknologi pelabelan otomatis untuk memastikan 
akurasi dan konsistensi dalam proses pelabelan produk. Ini 
mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan 
efisiensi. 

4. Sistem Informasi Digital 
Bangun sistem informasi digital yang terintegrasi untuk melacak 
dan membagikan informasi tentang kehalalan produk. Ini dapat 
mencakup basis data yang mudah diakses oleh konsumen dan 
pemangku kepentingan lainnya. 

5. Sensor dan Internet of Things (IoT) 
Gunakan sensor dan teknologi Internet of Things (IoT) untuk 
memonitor kondisi produk selama transportasi dan 
penyimpanan. Ini dapat membantu memastikan bahwa produk 
tetap memenuhi standar kehalalan. 

6. Aplikasi Identifikasi Gambar 
Integrasikan aplikasi identifikasi gambar untuk membantu 
konsumen memverifikasi produk secara visual. Ini dapat 
mencakup gambar atau logo halal yang dapat dikenali oleh 
aplikasi khusus. 

 

9.6 Inovasi dalam Label dan Kemasan 
1. Label Interaktif 

Kembangkan label interaktif yang dapat memberikan informasi 
lebih lanjut kepada konsumen saat dipindai atau diakses secara 
digital. Ini dapat mencakup resep, cerita merek, atau informasi 
keberlanjutan. 

2. Penggunaan Teknologi Augmented Reality (AR) 
Gunakan teknologi Augmented Reality (AR) pada label atau 
kemasan untuk memberikan pengalaman yang interaktif kepada 
konsumen. Ini dapat mencakup tur virtual pabrik atau konten 
edukatif tentang kehalalan. 
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3. Inovasi dalam Bahan Kemasan 
Eksplorasi bahan kemasan yang inovatif, ramah lingkungan, dan 
dapat mendukung keberlanjutan. Ini menciptakan daya tarik 
tambahan bagi konsumen yang peduli dengan lingkungan. 

4. Penggunaan Tinta Khusus 
Gunakan tinta khusus yang dapat memberikan perlindungan 
terhadap pemalsuan. Teknologi ini dapat mencakup tinta 
termokromatik atau tinta UV yang hanya terlihat dalam kondisi 
tertentu. 

5. Desain Kemasan yang Menarik 
Libatkan desainer untuk menciptakan kemasan yang menarik 
dan membedakan produk Anda dari pesaing. Desain yang 
menarik dapat meningkatkan daya tarik konsumen. 

6. Label yang Bersahabat dengan Lingkungan 
Pilih label dan kemasan yang ramah lingkungan, seperti label 
yang dapat didaur ulang atau kemasan yang menggunakan 
material daur ulang. 

7. Label Dinamis atau Perubahan Warna 
Gunakan label yang dapat berubah warna atau tampil dinamis 
berdasarkan kondisi tertentu, memberikan kesan kebaruan dan 
inovasi. 

8. Informasi Gaya Hidup dan Keberlanjutan 
Sertakan informasi tentang praktik keberlanjutan dan gaya hidup 
yang mendukung pesan merek Anda pada label atau kemasan. 

9. Label Halal yang Menarik 
Desain label halal yang menarik dan mudah dikenali oleh 
konsumen Muslim. Ini mencakup penggunaan simbol halal yang 
jelas dan informasi terkait. 

   
Integrasi teknologi dan inovasi dalam label dan kemasan 

tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar 
kehalalan, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih menarik 
dan terpercaya bagi konsumen. Hal ini juga dapat meningkatkan 
daya saing dan citra merek di pasar. 
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BAB 10 
PROSES SERTIFIKASI HALAL 
 
Oleh Fitriani Umar 
 
101 Pendahuluan 

Proses sertifikasi halal bertujuan untuk memastikan bahwa 
produk yang akan dijual di Indonesia memiliki sertifikat halal sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 
2014 Pasal 4 Tentang Jaminan Produk Halal. Tujuan dari peraturan 
ini untuk memberikan perlindungan kepada konsumen utamanya 
umat muslim terkait jaminan kehalalan produk (Tahliani, 2023). 
Sertifikasi juga memberikan nilai tambah terhadap produksi dan 
penjualan produk perusahaan (UU Jaminan Pangan Halal (JPH) 
Pasal 3) sehingga diharapkan seluruh produk yang masuk dan 
beredar di Indonesia baik berupa produk impor maupun produk 
lokal telah memiliki sertifikat halal. Hal ini dikecualikan untuk 
barang yang haram, maka wajib mencantumkan keterangan tidak 
halal (RI, 2016).  

Sebelumnya sejak tahun 1989, kewenangan proses 
sertifikasi halal berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
dimana pada tanggal 6 Januari 1989 MUI telah membentuk LPPOM 
MUI  yang bertugas memeriksa seluruh produk baik pangan (dalam 
bentuk makanan & minuman) maupun produk obat-obatan serta 
kosmetik yang beredar dan diperjualbelikan di pasaran. MUI mulai 
mengeluarkan sertifikat halal setelah 5 tahun terbentuknya yakni 
pada tahun 1994.  

Kewenangan yang dipegang oleh MUI sejak tahun 1989 
beralih ke tangan pemerintah melalui Badan Penyelenggaran 
Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian 
Agama setelah terbitnya peraturan UU No. 33 Tahun 2014. Namun 
layanan oleh BPJPH ini baru dimulai sejak  17 Oktober 2019. Dalam 
meningkatkan iklim investasi kerja, pemerintah merevisi sejumlah 
undang-undang dengan mengajukan RUU Cipta kerja (Omnibus 
Law). Sejumlah UU yang direvisi salah satunya adalah UU No 33 
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tahun 2014 UU yang mengatur tentang Jaminan Produk Halal 
(Faridah, 2019; Nahlah et al., 2023).  

Saat ini ada 3 peraturan yang berlaku terkait dengan 
pelaksanaan sertifikasi Halal yakni Undang-Undang No. 33 Tahun 
2014 tentang jaminan produk Halal, Peraturan Pemerintah No. 39 
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk 
Halal,  dan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
Berdasarkan undang-undang tersebut proses pelaksanaan 
sertifikasi halal di Indonesia mengalami perubahan yakni (1). Proses 
sertifikasi halal oleh pelaku usaha yang awalnya bersifat ”sukarela” 
menjadi suatu kewajiban atau ”wajib”; (2). Penyelenggaraan proses 
sertifikasi halal berubah dari MUI ke lembaga pemerintah dalam hal 
ini BPJPH; (3). Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa ada 3 
lembaga yang menjadi penggerak sertifikasi halal antara lain BPJPH, 
Lembaga pemeriksa halal (LPH) dan MUI (Nahlah et al., 2023).  

Sejak tanggal 17 Oktober 2019, kewajiban sertifikasi halal 
pada pelaku usaha mulai dilaksanakan secara bertahap. Untuk saat 
ini intensif dilakukan pada produk makanan dan minuman hingga 
17 Oktober 2024 kemudian merambah pada produk obat-obatan, 
obat kuasi dan suplemen serta kosmetik, produk kimiawi dan 
produk rekaysa genetika, barang gunaan hingga peralatan medis 
hingga 17 Oktober 2026 wajib tersertifikasi halal sesuai yang 
tercantum dalam PP No. 39 Tahun 2021 pasal 140. Produk makanan 
dan minuman yang tidak memiliki sertifikasi halal tidak akan 
dijatuhi hukuman namun masih diberi kesempatan untuk 
melakukan sertifikasi (Siti, Eka and Fitrotin, 2022; BPJPH, 2023). 
Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan memudahkan 
pelaku usaha utamanya bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk 
memiliki sertifikasi halal  melalui pernyataan pelaku usaha atau self 
declare.    

 

10.2 Skema Permohonan Sertifikat Halal 
Penyelenggaraan sertifikasi halal melalui dua jalur 

tergantung kemampuan pelaku usaha dan kelasnya (mikro, 
menengah atau besar) (BPJPH, 2023). Jalur tersebut yakni :   

 
 



 

      131 

1. Jalur Self Declare 
Jalur ini diperuntukkan untuk pelaku UMK yang memenuhi 
persyaratan atau kriteria JPH dengan membuat surat 
pernyataan halal (Self Declare). Pernyataan yang dibuat oleh 
pelaku usaha didasarkan pada standar atau kriteria halal 
yang telah ditetapkan oleh BPJPH sesuai dengan yang 
tercantum dalam  UU No. 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi 
halal bagi usaha kecil dan mikro yang antara lain : (1). 
Adanya kegiatan pendampingan Proses Produk Halal (PPH); 
(2). Adanya pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha 
terkait ikrar kehalalan produk, bahan serta Proses Produk 
Halal (PPH).  
Menurut UU No. 33 Tahun 2022 ada beberapa syarat suatu 
pelaku UMK dapat mengajukan sertifikat halal melalui self 
declare antara lain (BPJPH, 2022b; Lutfika et al., 2023) :  
a. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yakni berupa 

nomor identitas yang disesuaikan dengan bidang usaha 
pelaku usaha yang dijalani.  Pembuatan dapat dilakukan 
melalui sistem One Single Submission (OSS) 

b. Pelaku usaha dengan omset tahunan maksimal 
500.000.000,- (surat ini dibuktikan dengan membuat 
pernyataan mandiri) 

c. Pelaku usaha baik yang memiliki atau tidak memiliki 
surat izin edar baik berupa PIRT atau MD atau UMOT 
atau UKOT, sertifikat SLHS (Laik Higiene Sanitasi) yang 
diperuntukkan untuk produk makanan dan minuman 
yang memiliki daya simpan kurang dari seminggu (7 
hari) atau berupa izin lainya yang dikeluarkan oleh 
instansi/dinas terkait 

d. Lokasi produksi, tempat maupun alat yang digunakan 
dalam membuat produk harus terpisah dengan lokasi, 
tempat dan alat yang memproses produk yang tidak 
halal. 

e. Sebelum proses permohonan sertifikasi halal, pelaku 
UMK telah Aktif berproduksi selama 1 tahun  

f. Peralatan produksi yang digunakan berupa teknologi 
sederhana atau masih manua atau menggunakanmesin 
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semi otomatis (tergolong usaha rumah bukan berupa 
pabrik). Proses pembuatan produk dilakukan secara 
sederhana dan dapat dipastikan kehalalannya. Untuk 
barang yang diproduksi tidak menggunakan teknik 
iradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi) 
atau teknologi hurdle dalam proses pengawetan.  

g. Bahan yang digunakan baik berupa bahan utama maupun 
bahan tambahan atau penolong dalam membuat produk 
bukan termasuk bahan berbahaya atau dapat dipastikan 
kehalalannya (telah memiliki sertifikat halal) atau bahan 
tersebut masuk dalam daftar bahan-bahan yang 
dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal sesuai 
dengan SK Kemenag No. 1360 Tahun 2021.  

h. Produk yang dihasilkan tidak berisiko dan tidak 
mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali 
bahan tersebut dibeli dari produsen (rumah potong 
hewan/unggas) yang telah memiliki sertifikat halal 

i. Produk yang dihasilkan berwujud barang bukan berupa 
pelayanan atau jasa, restoran, catering, kantin, kafe, 
kedai, warung makan yang disesuaikan dengan 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang 
tercantum di NIB. Daftar jenis produk di NIB tercantum 
di Lampiran Keputusan BPJPH No. 33 Tahun 2022 

j. Pendamping PPH telah memverifikasi kehalalan produk 
pelaku usaha. Pelaku UMK juga melengkapi beberapa 
dokumen yang dipersyaratkan di sistem SIHALAL dan 
memilih mekanisme Self Declare. Dokumen yang 
disiapkan antara lain : template manual Sistem Jaminan 
Produk Halal (SJPH) yang diisi lengkap, Dokumen 
Penyelia Halal (Foto Copy KTP dan Surat Pengangkatan), 
foto produk, dokumentasi proses produksi dan dokumen 
ijin edar (bila ada).  

 
Dalam proses pendaftaran sertifikat halal melalui 
mekanisme ini, Pelaku UMK didampingi oleh Pendamping 
PPH yakni mereka yang telah mendapatkan sertifikat 
pendampin PPH melalui proses pelatihan dan dapat 



 

      133 

melakukan pendampingan PPH. PPH merupakan 
serangkaian kegiatan yang menjamin kehalalan suatu 
produk mulai dari penyediaan bahan baku, proses 
pembuatan produk (produksi), pengemasan, penyimpanan 
hingga distribusi serta dalam penyajian produk (Peraturan 
Pemerintah 20/2021, 2021). Adapun persyaratan yang 
dapat menjadi pendamping PPH antara lain :  
a. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang 

beragama Islam 
b. Memiliki wawasan yang luas dan pemahaman yang baik 

terakit syariat tentang kehalalan suatu produk  
c. Telah mendapatkan pelatihan pendamping PPH yag 

dibuktikan dengan sertifikat.  
 

Dalam proses sertifikasi halal juga dibutuhkan penyelia 
halal. Penyelia halal yakni orang yang bertanggung jawab 
terhadap proses pembuatan produk halal. Pelaku usaha 
yang ingin mengurus sertifikat halal wajib memiliki penyelia 
halal sesuai dengan UU no. 33 tahun 2014 pasal 24. Tugas 
Penyelia halal antara lain :  
a. Mendampingi auditor pada saat pemeriksaan  
b. Mengawasi proses produk halal di perusahaan 
c. Menetukan tindaka pencegahan dan perbaikan yang 

perlu dilakukan 
d. Mengkoordinasikan proses PPH 

 
Sama seperti pendamping PPH, untuk mejadi penyelia hala 
juga harus memenuhi sejumlah persyaratan antar lain 
(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014)  :  
a. Beragama islam 
b. Memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas serta 

memahami syariat tentang kehalalan suatu produk 
c. Telah mendapatkan pelatihan yang dibuktikan dengan 

sertifikat penyelia halal.  
 

Saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurusan 
Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) melalui jalur self Declare 
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untuk pelaku UMK khusus untuk produk makanan dan 
minuman. Program ini bertujuan agar pelaku UMK dapat 
naik kelas dan mampu mendorong perekonomian nasional 
(Nur, 2021). Biaya permohonan sertifikasi halal skema self 
declare tidak dikenakan biaya atau gratis bagi pelaku usaha, 
namun dalam proses pelaksanaannya biaya dibebankan dari 
sejumlah sumber yakni APBD, pembiayaan alternatif untuk 
UMK, dari dana kemitraan, bantuan pemerintah dan 
lembaga lainnya. Besaran biaya tersebut sebanyak Rp. 
300.000 (Siti, Eka and Fitrotin, 2022).  

 
2. Jalur Reguler   

Jalur ini diperuntukkan untuk usaha menengah dan besar 
ketika produk yang dihasilkan dan dijual wajib memiliki 
sertifikat halal. Jumlah omset penjualan untuk pelaku usaha 
yang masuk skema ini adalah di atas Rp. 500.000.000,-. 
Usaha mikro dan kecil juga dapat mengajukan permohonan 
melalui jalur ini bila memiliki sumber daya yang cukup.  
Berbeda dengan jalur self declare, dimana terdapat 
pendamping PPH, dalam proses sertifikasi halal jalur 
reguler dilakukan audit oleh auditor halal. .Auditor ini 
diangkat oleh LPH sesuai dengan amanat UUD No. 39 Tahun 
2021 yakni mereka yang memenuhi persyaratan antara lain:  
a. Beragama Islam  
b. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)  
c. Berpendidikan minimal sarjana dibidang kimia, farmasi, 

teknik industri, pangan, biokimia, biologi, kedokteran, 
tata boga, ataupun dalam bidang pertanian 

d. Dalam melaksanakan pekerjannya auditor 
mendahulukan kepentingan umat tidak mementingkan 
kepentingan pribadi atau golongan. 

e. Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang 
kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam 
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10.3 Alur Proses Sertifikasi Halal  
10.3.1 Self Declare  

Adapun alur proses pengurusan sertifikasi halal melalui jalur 
ini yaitu (BPJPH, 2022a) :  
1. Pelaku usaha membuat akun SiHalal (gambar 10.1), 

kemudian mempersiapkan data yang dibutuhkan dan 
bersama dengan Pendamping Proses produk Halal (PPH) 
melengkapi data serta mengajukan permohonan sertifikasi 
halal dengan memilih pernyataan pelaku usaha (self 
Declare) 

 
Gambar 10.1. Aplikasi Proses Sertifikasi Halal 

(Sumber : ptsp.halal.go.id) 
2. Pendamping PPH kemudian melakukan verifikasi dan 

validasi (verval) atas pernyataan pelaku usaha yang telah 
dibuat dengan terlebih dahulu memeriksa data dan 
dokumen di akun si halal. Kegiatan verval yang dilakukan 
meliputi pengecekan bahan dan proses produksi dengan 
memeriksa dokumen bahan yang digunakan oleh pelaku 
usaha, meminta komposisi bahan. Jika dalam proses verval 
ditemukan adanya ketidaksesuaian maka pendamping PPH 
dapat melakukan tindakan koreksi. Namun Jika telah 
memenuhi syarat maka pendamping PPH memberikan 
rekomendasi kepada BPJPH.  

3. BPJPH kemudian melakukan verifikasi dan validasi di sistem 
terkait hasil pendampingan proses produk halal yang 
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dilakukan oleh pendamping halal dan kemudian 
menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen) 

4. Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk 
halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan 
melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan 
produk 

5. BPJPH menerima hasil penetapan kehalalan produk dari 
komite fatwa dan kemudian menerbitkan sertifikat halal.  

6. pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal yang telah 
terbit di akun SiHalal 
 

Beberapa persyaratan dokumen yang dilengkapi dalam 
proses sertifikasi halal tercantum pada tabel 10.1.  

 
Tabel 10.1. Dokumen Persyaratan 

No Jenis Dokumen Keterangan 

1 NIB 
 

Diisi di siHalal (integrasi 
dengan OSS BKPM) 
 

2 Surat Permohonan Sertifikat 
Halal 

Tersedia di siHalal 

3 Dokumen penyelia halal 
- Penetapan penyelia halal 
- Daftar riwayat hidup 
- Foto copy KTP 

 
- Tersedia di akun Sihalal 
- Diisi di siHalal 
- Diupload di siHalal 

4 Nama produk Diisi di SiHalal (lengkapi  
dengan foto produk yang 
didaftarkan) 

5 Daftar bahan yang digunakan 
dalam produksi 

Diisi di SiHalal 

6 Proses pembuatan produk Deskripsikan  proses produk 
halal (Diisi di sihalal) 

7 Izin Edar (jika ada) Diupload di siHalal 

 
8 

Sistem Jaminan Pangan Halal Tersedia di siHalal  
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No Jenis Dokumen Keterangan 

9 pernyataan kehalalan 
produk  

Tersedia di siHalal 

Sumber: Digitalisasi dan Registrasi SiHalal BPJPH, 2022 
 

10.3.2 Reguler  
Proses sertifikasi halal ini tidak jauh berbeda dengan self 

Declare, berikut alur prosesnya (BPJPH, 2020, 2022c) :  
1. Pelaku usaha memiliki NIB (jika belum ada dapat mendaftar 

di https://oss.go.id) atau email yang aktif  
2. Sama seperti skema self declare, pelaku usaha mengajukan 

permohonan, mengunggah dokumen dan mengisi data di 
akun SiHalal 

3. BPJPH akan melakukan verifikasi kesesuaian data serta 
kelengkapan dokumen permohonan  

4. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) akan menghitung, 
menetapkan, dan mengisikan biaya pemeriksaan di akun 
siHalal. Besaran biaya menyesuaikan dengan besaran dan 
jenis usaha. 

5. Pelaku usaha melakukan pembayaran sesuai dengan yang 
tertera dan mengunggah bukti bayar di akun siHalal (format 
dalam bentuk pdf) 

6. BPJPH akan melakukan verifikasi terhadap pembayaran dan 
kemudian menerbitkan surat tanda terima dokumen (STTD) 
di sistem siHalal 

7. Selanjutnya LPH melakukan proses audit. Audit dilakukan 
dengan melakukan pemeriksanaan dan atau pengujian 
kehalalan produk dan mengunggah hasil laporannya di 
siHalal.  

8. Komisi fatwa MUI melakukan sidang Fatwa dan hasilnya 
kemudian di unggah di SiHalal 

9. BPJPH kemudian mengeluarkan sertifikat halal dan pelaku 
usaha dapat mengunduhnya di akun siHalal jika statusnya 
sudah terbit.  

 

https://oss.go.id/
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Adapun dokumen persyaratan untuk pendaftaran jalur 
reguler tidak jauh berbeda dengan skema Self Declare. Yang berbeda 
adalah adanya dokumen pembayaran yang harus diunggah oleh 
pemohon dan pelaku usaha memilih jalur reguler.  
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BAB 11 
PERAN MASYARAKAT DALAM 
PANGAN HALAL 
 
Oleh Karera Aryatika 
 
11.1 Pendahuluan  

Di Indonesia akhir – akhir ini marak bertumbuh industri food 
and beverages, sehingga terdapat berbagai jenis dan ragam produk 
baru yang muncul di pasaran. Produk – produk makanan dan 
minuman tersebut perlu menjadi perhatian khusus dikarenakan 
banyak – banyak produk tertentu yang mengadopsi dari makanan 
dan minuman yang berasal dari luar negeri dan di jual bebas di 
Indonesia. Perlu menjadi perhatian utama bahwa pangsa pasar 
terbesar di Indonesia adalah kaum yang beragama Islam, sehingga 
perlindungan terhadap kehalalan produk makanan dan minuman 
menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi pelaku usaha agar 
produknya dapat diperdagangkan. Faktor kehalalan dari suatu 
produk menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam 
penyelenggaran produksi makanan dan minuman dikarenakan hal 
tersebut merupakan salah satu perintah agama yang menjadi suatu 
kewajiban mutlak yang tidak bisa ditinggalkan oleh kaum muslimin. 
Dengan demikian, informasi tentang kandungan produk makanan 
serta informasi kehalalan produk menjadi hal yang tidak boleh 
diabaikan oleh pelaku usaha agar layak didistribusikan kepada 
masyarakat. Selain perlindungan jaminan produk halal dari 
pemerintah, dan sertifikasi dari lembaga terkait seperti MUI (Majelis 
Ulama Indonesia), juga diharapkan adanya peran serta dari 
masyarakat  dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di 
Indonesia dan bagaimana upaya meningkatkan peran masyarakat 
dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.  
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11.2 Definisi Produk Halal  
Produk halal merupakan suatu produk yang telah 

mendapatkan sertifikasi tingkat kehalalan sesuai ketentuan syariat 
Islam oleh lembaga resmi pemerintah (Syafrida, 2020). Berdasarkan 
dari KBBI halal merupakan perkara atau perbuatan yang 
diperbolehkan dalam Islam, serta tidak mengandung unsur – unsur 
yang bersifat haram atau tidak sah. Sedangkan haram adalah 
sesuatu yang berkaitan dengan larangan Allah SWT melalui perintah 
tegas yang tercantum dalam Al Quran dan apabila terdapat orang 
yang menantang hal tersebut akan mendapatkan siksaan di akhirat.   

Secara produk makanan dan minuman dikatakan halal 
apabila telah mendapat sertifikasi dari lembaga resmi pemerintah 
yaitu Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi tersebut dicantumkan 
dalam produk makanan dan minuman berupa sebuah logo “halal” di 
kemasan produknya ataupun di restoran atau tempat penjualannya. 
Untuk melihat keaslian dari logo “ halal “ tersebut apakah benar – 
benar asli atau hanya tempelan yang bisa dipalsukan, konsumen 
bisa melakukan cross cek melalui website BPJPH 
(https://info.halal.go.id/). Selain itu tracing produk halal dapat 
dilakukan melalui website resmi Badan Penyelenggara Jaminan 
Produk Halal (BPJPH) yaitu www.halal.go.id. Konsumen juga bisa 
menambah informasi serta update data mengenai kehalalan suatu 
produk dengan mengikuti media sosial resmi dari BPJH yaitu 
@halal.indonesia (Instagram) dikarenakan BPJPH secara simultan 
selalu memberikan  informasi – informasi terbaru yang diletakkan 
di media sosial tersebut.  
 

 
Gambar 11.1. Logo halal terbaru dari Kementrian Agama 

(Sumber : Angriyani & Gultom, 2021) 

https://info.halal.go.id/
http://www.halal.go.id/
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Gambar 11.2. Logo halal versi lama dari Majelis Ulama Indonesia 

(Sumber : Angriyani & Gultom, 2021) 
 

 
Gambar 11.3. Pencantuman Logo Halal Pada Kemasan 

(Sumber : Angriyani & Gultom, 2021) 
 

 
Gambar 11.4. Pencantuman Logo Halal Pada Restoran 

(Sumber : Angriyani & Gultom, 2021) 
 

Beberapa kriteria makanan dan minuman halal meliputi 5 
kriteria diantaranya wujud dan kandungannya halal, cara 
mendapatkannya halal, cara memproses dan memasaknya halal, 
cara penyajiannya halal dan yang terakhir mendapatkan manfaat 
untuk tubuh ketika mengkonsumsinya.  
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1. Wujud dan kandungannya halal 
Beberapa makanan berdasarkan yang tercantum jelas di Al 
Quran tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi 
(diharamkan). Makanan tersebut antara lain makanan yang 
berasal dari hewan babi, makanan tersebut berasal dari 
bangkai (sudah dalam keadaan mati), makanan atau 
minuman yang berasal dari darah, makanan yang berasal 
dari hewan yang hidup di dua alam, makanan yang 
disembelih dengan tidak menyebut nama Allah SWT, selain 
itu juga makanan atau minuman yang memabukan atau 
menghilangkan kesadaran dan lain sebagainya. Alasan 
diharamkannya makanan dan minuman tersebut karena 
dapat membahayakan kesehatan manusia yang 
mengkonsumsinya. Hal lain yang tadinya halal juga dapat 
menjadi haram ketika dapat menimbulkan bahaya pada 
tubuh kita ketika mengkonsumsinya contohnya tahu goreng 
yang diproses dengan halal, tapi sudah dalam keadaan kotor 
dan basi, maka tahu tersebut sudah menjadi haram. 

2. Cara mendapatkannya halal 
Makanan yang diperoleh harus jelas sumber dan cara 
memperolehnya. Sebagai contoh makanan yang dikonsumsi 
berasal dari dibeli di warung dengan uang hasil kerja yang 
benar. Makanan tersebut menjadi haram ketika diperoleh 
dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok, riba, 
korupsi, menipu dll. Hal – hal  tersebut merupakan bagian 
dari hal – hal yang diharamkan oleh Allah SWT.  

3. Cara memproses dan memasaknya halal 
Daging dan karkas yang didapatkan untuk dikonsumsi 
sebaiknya berasal dari rumah potong hewan yang sudah 
tersertifikasi halal. Dengan demikian dapat dipastikan 
kehalalan dalam proses penyembelihan dan pemotongan 
hewan tersebut. Apabila daging hewan tersebut berasal dari 
membeli di swalayan, sebaiknya mencari daging yang 
berlogo halal pada kemasan. Selanjutnya pada proses 
pemasakan atau pengolahan tidak mencampurkan dengan 
bahan – bahan yang diharamkan semisal menambahkan 
wine pada proses pemasakan daging, menggunakan minyak 
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babi dalam penumisan makanan, ataupun menggunakan 
gelatin babi pada pembuatan produk makanan.  

4. Cara penyajiannya halal 
Penyajian makanan halal seperti dengan menutup makanan 
dengan tudung saji atau alat lainnya agar tidak dihinggapi 
oleh serangga sehingga dapat membahayakan kesehatan. 
Selain itu juga sebaiknya menggunakan kemasan terstandar 
untuk makanan yang dijual dalam bentuk kemasan. Nabi 
Muhammad SAW menjelaskan apabila penggunaan alat 
makan yang berlapis emas merupakan sesuatu yang 
diharamkan.  

5. Memberikan manfaat kepada tubuh ketika dikonsumsi 
Konsumen yang telah mengkongsumsi produk makanan 
atau minuman tersebut mendapatkan manfaat kesehatan 
terhadap tubuhnya. Selain terhilng dari rasa lapar 
mengkonsumsi makanan juga dapat meningkatkan kualitas 
kesehatan mereka, menjaga staus gizi dan dapat tumbuh 
dan berkembang dengan baik.  
 

11.3 Jaminan Hukum Produk Halal 
Secara umum, jaminan hukum atas penerapan produk halal 

sudah menjadi tanggung jawab pemerintah yang diwujudkan 
dengan dikeluarkannya undang – undang untuk pelakasanaan hal 
tersebut. Undang – undang tersebut antara lain (Syarida, 2020) : 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 
Pada pasal 29 ayat 2 berbunyi ”Negara menjamin tiap -tiap 
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan 
beribadat menurut agama kepercayaannya itu.  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen 
Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK menyatakan, pelaku usaha 
dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang 
dan atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi 
secara halal sebagaimana pernyataan “ halal” yang 
dicantumkan dalam label. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) 
huruf h UUPK dapat disimpulkan bahwa, pelaku usaha 
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dalam memproduksi dan atau memperdagangkan suatu 
produk halal untuk mengikuti ketentuan berproduksi secara 
halal dengan mengajukan permohonan sertifikat halal ke 
lembaga penyelenggara produk halal. 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 
Produk HalaLembaga penyelenggara produk halal 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 adalah 
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 
Sebelum badan tersebut dibentuk sertifikasi kehalalan 
suatu produk pangan dilakukan oleh Lembaga Pengkajian 
Pangan Obat – obatan dan Makanan Majelis Ulama 
Indonesia (LPPOM MUI).  Undang –Undang Nomor 33 
Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal biasa disebut 
UUJPH sebagai landasan hukum bagi masyarakat Indonesia 
untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan 
kehalalan produk bagi konsumen muslim di Indonesia.  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang 
Peraturan Pelaksana UUJPH 
Sertifikat halal dari lembaga resmi negara BPJPH 
merupakan syarat mutlak suatu produk dikatakan halal. 
Sertifikat halal tersebut merupakan jaminan perlindungan 
hukum kepada konsumen tentang kehalalan suatu produk 
yang mereka konsumsi.Dalam pemberian sertifikat halal 
tersebut harus melalui uji Proses Produk Halal. Proses 
Produk Halal adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin 
kehalalan suatu produk yang mencakup penyediaan bahan, 
pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 
penjualan dan penyajian produk.  
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang 
Peraturan pelaksana dari UUJPH, Pasal 2 ayat (1) 
menyatakan, produk yang masuk, beredar dan 
diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat 
halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan 
dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal (ayat 2). 
Produk yang dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan 
keterangan tidak halal. Selanjutnya ayat (4) menyatakan, 
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pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal 
pada produk sebagaimana ayat (3). 

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 
Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Jaminan Produk Halal 
Kewajiban sertifikat halal terhadap suatu produk dilakukan 
secara bertahap. Tahap pertama sertifikat halal berdasarkan 
Pasal 31 dimulai dari produk makanan dan minuman dan 
tahap selanjutnya untuk produk selain dari makanan dan 
minuman. 
 

11.4 Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaran 
Jaminan Produk Halal 

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2014 tentang produk yang 
beredar di Indonesia harus melalui proses sertifikasi kehalalan 
suatu produk terutama bidang makanan dan minuman serta wajib 
mencantumkan sertifikat halal pada kemasan, dan apabila terdapat 
produk yang tidak halal, pelaku usaha (produsen) wajib menuliskan 
keterangan pada produknya, maka diperlukan peran yang besar 
dari pemerintah, pelaku usaha (produsen) dan masyarakat untuk 
mewujudkan hal tersebut. 

Dibutuhkan kesadaran halal yang tinggi pada masyarakat 
pada setiap produk makanan dan minuman yang dikonsumsi. 
Secara umum, sadar berarti adalah paham, mengerti dengan apa 
yang dilakukan dan berdasarkan akal dan logika yang sehat.  
Kesadaran halal berarti memahami mengenai hal  yang baik atau 
boleh dikonsumsi dan mengerti tentang apa yang buruk atau tidak 
boleh dikonsumsi sesuai dengan aturan dalam agama Islam yang 
ada pada AlQur’an dan Hadits. Peningkatan kesadaran halal tersebut 
dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan 
sosialisasi jaminan produk halal, mengawasi peredaran produk dan 
produk halal dimasyarakat (Pramintasari & Fatmawati, 2017). 

Peran masyarakat dalam bentuk sosialisasi jaminan produk 
halal dilakukan melalui kegiatan seminar, workshop, lokakarya, 
diskusi, pendampingan yang  dilakukan secara langsung, ataupun 
dengan menggunakan media cetak dan media elektronik. Kemudian 
peran masyarakat dalam fungsi pengawasan penyelenggaraan 
jaminan produk halal dilakukan melalui tahap pengaduan dan 
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laporan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 
(BPJPH) apabila menemukan pelanggaran penyelenggaraan 
jaminan produk halal dengan menyertakan barang bukti maupun 
fakta di lapangan (Chairunnisyah, 2017). 

Masyarakat yang ikut aktif serta berperan dalam kegiatan 
sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga BPJPH tentang 
jaminan produk halal akan diberikan penghargaan berupa sertifikat 
anugerah halal Indonesia, serta dilakukan penunjukan duta halal 
sehingga dapat mensosialisasikan kepada lingkunga sekitarnya 
tentang pentingnya kehalalan suatu produk. Sebagai bentuk hadiah 
lembaga BPJH juga akan memberikan insentif berupa tunjangan 
selama duta halal tersebut bekerja (Syarida, 2020). 

Demi kelancaran kegiatan pemerintah juga harus berperan 
aktif dalam pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai UU No 
33 Tahun 2014 beserta aturan pendukungnya, dengan demikian 
semakin banyak masyarakat yang terpapar pengetahuan mengenai 
penyelenggaraan jaminan produk halal. Sosialisasi tersebut dapat 
meliputi  seminar, lokakarya, workshop, diskusi dan peningkatan 
layanan masyarakat di bidang perlindungan konsumen muslim 
terhadap produk dan produk halal serta bekerja sama dengan 
lembaga atau institusi lain yang terkait (seperti LSM konsumen, 
YLKI, organisasi masyarakat, kementrian terkait dan juga lembaga 
pendidikan). Sosialisasi dapat dilakukan secara langsung, melalui 
media elektronik, media cetak dan pada tempat-tempat layanan 
fasilitas umum yang langsung berhubungan dengan masyarakat 
(Pramintasari & Fatmawati, 2017). 

Masalah yang selalu berperan dalam proses penerapan 
produk halal dalam masyarakat adalah pengetahuan dan ilmu 
masyarakat yang masih rendah terkait dengan penyelenggaraan 
produk halal, sehingga hak yang harusnya mereka terima tidak 
tersampaikan dengan baik, karena masyarakat cendrung pasif.  
Masalah ini terlihat jelas di sekitar kita, sebagai contoh pada saat 
masyarakat melakukan pembelian produk makanan dan minuman, 
mereka tidak terlalu mempedulikan tingkat kehalalan suatu produk, 
mereka bahkan lebih cenderung mempertimbangkan harga sebagai 
alasan utama dalam pembelian produk. Selain itu faktor rasa juga 
berperan penting sebagai salah satu utama dalam pemilihan produk 
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makanan, mereka tidak melihat dengan jelas komposisi apa saja 
yang terkandung dalam produk tersebut, termasuk apakah sudah 
terdapat logo halal dalam produk kemasan. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa masyarakat sendiri kurang peduli dan sedikit 
mengabaikan akan haknya terutama konsumen muslim untuk 
mengkonsumsi produk halal, sedangkan sebagai umat Islam yang 
baik dan benar harus  mewajibkan mengonsumsi produk halal 
sesuai dengan syariat Islam (Syarida, 2020).  

Salah satu dampak negatif yang ditimbulkam ketika 
mengkonsumsi produk yang tidak halal adalah dapat 
membahayakan kesehatan konsumen serta  menimbulkan penyakit 
di kemudian hari. Selain itu perilaku yang tidak  sesuai syariat Islam 
dapat menyebabkan salah satu doa tidak dikabulkan. Pernah terjadi 
zaman nabi sesorang yang ahli ibadah tapi do,a nya tidak dikabulkan 
ternyata dia mengonsumsi produk yang tidak halal (Pramintasari & 
Fatmawati, 2017).  

 

11.5 Upaya Meningkatkan Peran Serta Masyarakat 
Dalam Penyelenggaran Jaminan Produk Halal 

Dalam rangka peningkatan peran masyarakat dalam 
penyelenggaraan jaminan produk halal, salah satu cara yang dapat 
dilakukan pemerintah adalah dengan  memberikan penghargaaan 
kepada masyarakat yang telah berperan aktif dalam 
penyelenggaraan jaminan produk halal. Tata cara pemberian 
penghargaan kepada masyarakat yang melaksanakan perannya 
tersebut terdapat pada Pasal 151 Peraturan Menteri Agama Nomor 
26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran Jaminan Produk Halal 
(Angriyani & Gultom, 2021).  

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
peran masyarakat dalam penyelenggaraan produk halal adalah 
pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat, sehingga mereka mendapat pengetahuan berkaitan 
penyelenggaraan produk halal. Selain itu pemerintah berperan 
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama konsumen 
muslim akan haknya sebelum membeli suatu produk untuk meneliti 
dengan cermat komposisi yang terdapat pada produk dan label halal 
yang terdapat pada kemasan produk. 
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Pemerintah Daerah Jawa Barat menjadi salah satu contoh 
daerah yang sudah berhasil dalam upaya peningkatan peran 
masyarakat terhadap penyelenggaraan produk halal dengan 
mendorong kabupaten atau kota dalam mengeluarkan sertifikat 
halal untuk produk yang dihasilkan oleh Industri kecil dan 
Menengah (IKM). Pemerintah Daerah Jawa Barat juga telah 
memberikan sertifikat halal sebanyak 300 secara gratis untuk IKM 
dari 26 Kabupaten atau Kota di Jawa Barat. Hal tersebut sebagai 
bentuk edukasi sekaligus kepedulian yang tinggi dari pemerintah 
Daerah Jawa Barat kepada konsumen muslim agar haknya dalam 
mengkonsumsi produk makanan sesuai syariat Islam dapat 
terpenuhi. Pemerintah setempat bahkan telah menanggung segala 
biaya yang dikeluarkan oleh IKM untuk memperoleh sertifikat halal 
tersebut (Syafrida, 2020).  

Salah satu bentuk kepedulian terhadap penyelenggaran 
jaminan produk halal pada produk makanan juga ditunjukkan oleh 
pelaku usaha yaitu PT Bogasari. Pelaku usaha tersebut telah 
memfasilitasi 26 IKM binaannya yang tergabung dalam Paguyuban 
Mie Ayam Tunggal Rasa Garamiro untuk mendapatkan Sertifikat 
Jaminan Halal (SJH) sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan 
sertifikat halal dari LPPOM MUI DKI Jakarta. Selain itu PT. Bogasari 
juga dengan aktif selalu mensosialisasikan pembuatan sertifikat 
halal pada IKM binaannya serta melakukan pelatihan dan 
pendampingan untuk pembuatan sertifikat halal. Hal lain yang 
sering dilakukan oleh PT. Bogasari adalah membantu secara materi 
dalam proses pengurusan sertifikat halal kepada IKM binaannya 
yang tidak mampu secara finansial (Pramintasari & Fatmawati, 
2017). 

Pemerintah juga harus berperan aktif dalam 
penyosialisasian UU No 33 Tahun 2014 pasal 62 yang berbunyi 
biaya sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat 
difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain tersebut meliputi pemerintah 
pusat melalui anggaran pendapatan belanja negara,  pemerintah 
daerah melalui anggaran pendapatan belanja daerah,  perusahaan 
(pelaku usaha),  lembaga sosial (lembaga konsumen), lembaga 
keagamaan, asosiasi, komunitas. Dengan demikian, para pelaku 
usaha IKM tidak merasa keberatan dengan segala proses 
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pembuatan sertifikat halal dikarenakan akan dibantu pada proses 
pembiayaannya melalui prosedur yang berlaku. Hanya tinggal 
pensosialisasian pada masyarakat yang perlu ditingkatkan sehingga 
masyarakat terutama pelaku IKM mengetahui bahwa ada program 
tersebut.  
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BAB 12 
TANTANGAN DAN PELUANG DALAM 
INDUSTRI PANGAN HALAL 
 
Oleh Lutfi Yulmiftiyanto Nurhamzah 
 
12.1 Pendahuluan 

Ilmu-ilmu keagamaan dan filosofi kehidupan memiliki 
pengaruh besar terhadap pola konsumsi makan bagi kelompok 
masyarakat dengan penganut agama tertentu. Muslim merupakan 
salah satu agama yang memiliki penganut terbanyak di dunia. Islam 
memiliki aturan ketat terhadap makanan yang dikonsumsi oleh 
umatnya, sesuai dengan aturan Al-Quran dan Al-Hadist. Halal yang 
dalam bahasa Arab berarti “boleh” paling banyak dikaitkan dengan 
negara-negara Islam, awalnya mengacu pada produk makanan yang 
diproduksi sesuai dengan Hukum Islam dan tidak mengandung 
bahan-bahan yang dilarang. Halal juga mengacu pada produk 
makanan berkualitas tinggi berdasarkan praktik higienis, sanitasi, 
dan syariat agama.  

Industri makanan halal sangat penting bagi umat Islam di 
seluruh dunia, karena dapat menjamin bahwa makanan yang 
dikonsumsi sehari-hari sesuai dengan syariah, sehingga indsutri 
pangan halal berkembang sangat pesat. Islam menjadi salah satu 
agama dengan pertambahan populasi terbanyak di dunia. Sehingga, 
potensi pasar makanan halal sangat menjanjikan. Menurut State of 
Global Islamic Economy Report di Tahun 2019, populasi Muslim di 
dunia akan tumbuh sebesar 35%, dari 1,6 miliar pada tahun 2010 
menjadi 2,2 miliar pada tahun 2030. Hal tersebut disambut baik 
oleh negara-negara non-muslim seperti Australia, Singapura, dan 
Brazil dimana mereka membuka restoran makanan halal untuk 
wisatawan muslim mancanegara yang berkunjung.  

Indonesia menjadi salah satu negara yang paling gencar 
untuk meningkatkan industri pangan halal. Namun, keberadaan 
industri pangan halal belum dikembangkan secara maksimal oleh 
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pihak yang terkait. Jika mengacu pada beberapa sektor industri 
halal, Indonesia hanya menempati peringkat ke-5 dalam Top 10 
Islamic Finance, serta masuk peringkat 5 besar Muslim firendly travel 
dan Modest Fashion. Namun, untuk sektor media dan rekreasi serta 
obat-obatan dan kosmetik Indonesia tidak masuk peringkat 10 
besar (Fathoni, 2020). 

Tantangan besar bagi Indonesia dalam mengembangkan 
industri makanan halal. Seluruh elemen baik dari pemerintahan, 
stakeholder, dan pelaku usaha harus sama-sama memiliki arah yang 
sama dan konsisten dalam menerapkan sistem jaminan halal. 
Melimpahnya sumber daya manusia dibarengi dengan 
menjamurnya industri kecil dan menengah yang terus muncul dan 
jumlahnya meningkat setiap tahun. Bahkan, variasi produk 
makanan juga semakin bertambah. Jumlah industri kecil yang 
muncul tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan ketika memulai 
usaha, sehingga pekerjaan berat menjadi tanggung jawab 
pemerintah guna mensosialisasikan penerapan sistem jaminan halal 
kepada seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah. 

Industri pangan halal kini telah menjadi perbincangan di 
pasar pangan secara global. Meskipun industri makanan halal 
penting bagi perekonomian negara-negara termasuk Indonesia, 
namun industri ini menghadapi banyak tantangan. Selain itu, 
literatur terkait makanan halal masih dalam tahap pengembangan 
atau belum spesifik. Sehingga, industri pangan halal belum memiliki 
banyak acuan dalam penerapan sistem jaminan halal. Oleh karena 
itu, sangat penting sekali untuk mengidentifikasi tantangan yang ada 
pada industri halal serta peluang yang potensial untuk 
meningkatkan industri pangan halal.  
 

12.2 Peluang Industri Pangan Halal di Indonesia 
Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim. 

Sudah seharusnya kebutuhan konsumsi pangan halal menjadi hal 
yang sangat penting untuk diperhatikan. Perhatian yang dimaksud 
yaitu dengan menyediakan dan memberikan jaminan atas produk 
pangan halal yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan syariah 
Islam. Produk pangan halal di Indonesia penggunaannya akan terus 
meningkat dari tahun ke tahun. Rata-rata pertumbuhan konsumsi 
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produk halal yaitu 5,3%. Konsumsi produk pangan halal di 
Indonesia diprediksi akan meningkat mencapai 330,5 miliar US 
Dollar dibandingkan pada tahun 2017 sebanyak 200 miliar US 
Dollar (Razali, Syahputra and Ulfah, 2021). Peluang industri produk 
halal dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha guna meningkatkan 
omset penjualan. Beberapa peluang industi pangan halal yang dapat 
diterapkan di Indonesia yaitu pemanfaatan e-commerce sebagai 
toko penjualan, wisata kuliner halal, pengembangan aplikasi deteksi 
pangan halal, dan sistem rantai pasok pangan halal di Indonesia.    
  
12.2.1 Pengembangan E-Commerce Produk Pangan Halal 

Indonesia merupakan pasar e-commerce yang sangat 
potensial. Hal ini akan semakin memudahkan masyarakat untuk 
mengakses pangan yang di jual dari berbagai macam daerah di 
Indonesia. Kemudahan ini dapat mendorong peningkatan konsumsi 
pangan halal. Apalagi, e-commerce dapat dikases oleh seluruh 
kalangan masyarakat. Selain wujud produk pangan, nilai hingga 
kadar halal menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh konsumen 
untuk membeli produk. Misalnya, maraknya produk kosmetik halal 
yang akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan (Safira, Sholikah 
and Rahmanto, 2019). 

Permintaan barang konsumtif dalam bentuk pangan sangat 
tinggi di Indonesia. Bahkan untuk sekadar membeli makan, 
konsumen dapat menggunakan jasa ojek online untuk mengantar 
makanan. Penggunaan e-commerce merupakan cara termudah bagi 
masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Pelaku UMKM 
merupakan pihak yang sangat diuntungkan, karena tidak 
membutuhkan tempat yang luas untuk berjualan, serta tidak 
mengeluarkan biaya untuk sewa. Berdasarkan kategori tingkat 
penetrasi belanja online, Indonesia masuk dalam lima besar 
peringkat dunia (BPS, 2017).  

Telah diketahui, beberapa pelaku usaha pangan halal sedang 
mengembangkan teknologi untuk pemasaran pangan halal. 
Beberapa marketplace yang telah dikembangkan ialah Haladeen 
yang diciptakan oleh negara Singapura. Keberadaan marketplace 
tersebut tentunya dapat menjadi contoh untuk mengembangkan 
potensi industri pangan halal di Indonesia. Oleh karenanya, inovasi 
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teknologi perlu digalakkan oleh pelaku usaha untuk mengenalkan 
dan memasarkan produk pangan halal yang dimiliki. Serta dapat 
memperkenalkan produk pangan halal di kancah dunia pangan 
halal global.  
 
12.2.2 Wisata Kuliner Halal 

Indonesia menjadi satu diantara beberapa negara muslim 
yang mempunyai destinasi wisata yang sangat beragam. Lokasi 
wisata yang ditemui di Indonesia diantaranya wisata alam seperti 
air terjun, pemandian air hangat, laut, pemandangan pegunungan 
serta destinasi wisata alam lain. Adapula destinasi wisata buatan 
seperti taman rekreasi, pasar tradisional, serta yang sedang ramai 
diberbagai macam daerah adalah wisata kuliner baik di waktu 
weekend maupun di hari-hari tertentu.   Untuk itu, destinasi wisata 
tersebut sudah selayaknya menerapkan atau menyediakan 
makanan halal bagi pengunjung. Apalagi, mayoritas warga negara 
Indonesia mengonsumsi makanan halal.  

Makanan menjadi salah satu aspek penting yang 
mempengaruhi kepuasan pengunjung terhadap suatu destinasi, 
karena makanan yang enak dapat memuaskan psikologis manusia 
disamping destinasi wisata yang mereka rasakan dari segi indera 
penglihatan. Pengeluaran untuk makanan merupakan item utama 
dalam anggaran wisata, dan merupakan salah satu pendapatan 
utama bagi pengelola wisata. Masakan lokal khas suatu daerah 
memberikan pengalaman yang berbeda bagi wisatawan, sehingga 
makanan lokal dapat dijadikan sebagai hal pembeda dengan lokasi 
wisata yang lain.  

Secara historis, fasilitas dan pelayanan yang sering dan 
mudah untuk dikunjungi oleh wisatawan Muslim akan mendorong 
pengelola wisata menyediakan makanan halal dan bahkan 
ketersediaan makanan halal lebih banyak dibandingkan makanan 
yang tidak sesuai syariah agama Islam. Pilihan yang relevan dan 
banyak dicari menyebabkan beberapa fasilitas penginapan juga 
menyediakan makanan halal. Sehingga, wisata kuliner di Indonesia 
sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Untuk itu perlu 
percepatan pemerintah dalam mensertifikasi industri makanan 
menjadi halal, supaya wisatawan muslim lebih yakin dalam 
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membeli atau mengonsumsi makanan di lokasi wisata (Battour and 
Ismail, 2016). 

Umat Islam dianjurkan oleh agamanya untuk melakukan 
perjalanan. Bepergian dalam Islam tidak hanya terbatas pada haji 
atau umrah saja, ziarah ke kota Mekkah. Bepergian juga dianjurkan 
dalam Islam untuk memenuhi tujuan lain seperti rekreasi, 
sosialisasi, peningkatan kesejahteraan, mencari dan mempelajari 
ilmu serta mengapresiasi keagungan ciptaan Tuhan. Hal inilah yang 
menjadi dasar umat Islam banyak berkunjung ke tempat wisata. 
Inilah alasan mengapa pengembangan produk dan upaya 
pemasaran dirancang dan diarahkan kepada wisatawan umat Islam 
berbeda dari bentuk pariwisata lainnya. Hal ini didasarkan pada 
nilai-nilai dan ajaran Islam (Mohsin, Ramli and Alkhulayfi, 2016).  

Untuk memperkuat wisata kuliner halal, pengelola perlu 
memperhatikan empat hal. Pertama, kategori fasilitas mengacu 
pada bangunan dan penggunaan lahan yang berhubungan dengan 
penyiapan, produksi, dan distribusi pangan. Kedua, kategori 
kegiatan melibatkan lokasi konsumsi makanan seperti makan di 
restoran, tempat penyediaan makanan, dan pelatihan kelas 
memasak. Ketiga, even makanan yang ada di wisata kuliner, 
meliputi food show dan food festival. Terakhir, kategori organisasi 
atau sumber daya manusia yang berperan. Kemudian, produk 
makanan yang dijual harus mendukung pengembangan wisata 
pasar kuliner. Kategori tersebut mencakup sistem sertifikasi, sistem 
penjaminan mutu dan asosiasi wisata kuliner (Horng and Tsai, 
2012).  
 
12.2.3 Pengembangan Aplikasi Deteksi Halal Pada Makanan 

Konsumen maupun produsen makanan halal akan 
mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dari perkembangan 
teknologi. Mesin pendeteksi pangan halal merupakan mesin yang 
elastis atau mudah digunakan dan dimanfaatkan oleh hampir semua 
kalangan untuk mendeteksi pangan halal. Aplikasi ini memudahkan 
pengguna untuk mendeteksi bahan baku, bahan penolong, serta 
bahan tambahan pangan. Aplikasi ini juga sangat efisien dari segi 
memory penyimpanan, karena tidak memerlukan tempat yang luas. 
Beberapa manfaat yang diperoleh dari aplikasi pendeteksi halal 
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yaitu makanan halal mudah dipesan, dapat melakukan perubahan 
harga dan pembaruan menu, daya saing meningkat, serta penjualan 
dipermudah (Zahrah and Fawaid, 2019). 

Alat pendeteksi produk halal dapat mempermudah 
konsumen dalam memilih produk pangan halal. Pertama, konsumen 
dapat mengetahui dan mendeteksi apakah makanan yang akan 
dibeli terbuat dari najis atau tidak (halal test). Alat tersebut dapat 
mendeteksi dengan cara memunculkan garis dua pada alat yang 
menunjukan bahwa makanan yang akan dikonsumsi mengandung 
najis, jika muncul garis satu maka produk tersebut halal. Alat ini juga 
dapat mendeteksi makanan dengan berbagai macam bentuk dan 
ukuran. Alat pendeteksi ini berupa android yang dapat digunakan 
oleh semua kalangan (Zhang and Von Dran, 2001). 

Aplikasi pendeteksi halal yang sudah dikembangkan oleh 
beberapa pihak diantaranya: (1) Halal quest, aplikasi ini dapat 
mengetahui tempat makan yang halal dan menelusuri tempat 
ibadah, serta dapat memberikan pertanyaan terkait bahan-bahan 
produk, sertifikat halal produk dan sebagainya. Aplikasi ini 
merupakan salah satu aplikasi yang sudah diterapkan di Indonesia 
(Zahrah and Fawaid, 2019). (2) Zahibah, salah satu aplikasi 
pendeteksi makanan halal yang berasal dari Amerika Serikat. 
Aplikasi ini mampu mendeteksi toko, restoran, dan pasar halal. (3) 
Crave halal, aplikasi ini dapat mendeteksi lebih dari 1000 toko 
makanan halal yang ada di Kanada dan Amerika Serikat. (4) Halal 
advisor, Aplikasi milik Australia yang mampu menelusuri kurang 
lebih 2000 restoran halal yang ada di Australia, serta memiliki fitur 
layanan pesan antar. (5) Halal spot, Aplikasi buatan Inggris yang 
dapat memudahkan sesorang dalam pencarian cafe, restoran, dan 
tempat makanan halal yang lain. (6) Aplikasi halal MUI juga 
memiliki kualitas yang baik dalam menelusuri makanan halal yang 
beredar di Indonesia (Giyanti and Suparti, 2018).  

Penggunaan aplikasi pendeteksi halal sudah semestinya 
disosialisasikan dan diterapkan dengan baik oleh pelaku usaha baik 
yang skala kecil, menengah, hingga skala besar. Hal tersebut guna 
mendukung tercapainya seluruh produk makanan di Indoesia 
bersertifikat halal. Sistemnya yang mudah serta tidak mengeluarkan 
biaya yang banyak untuk mengoperasionalkan aplikasi. Seharusnya 
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aplikasi pendeteksi halal dapat dimanfaatkan oleh produsen 
maupun konsumen produk pangan halal.  
 
12.2.4 Sistem Rantai Pasok Produk Halal 

Penerapan rantai pasok pangan halal diperlukan untuk 
menjamin kehalalan suatu makanan. Rantai pasok halal adalah 
suatu sistem yang wajib diterapkan ke dalam produksi pangan halal. 
Kualitas bahan baku merupakan langkah pertama dalam penerapan 
rantai pasok halal. Rantai pasok halal sendiri menjadi bisnis baru 
yang muncul dan menarik perhatian global. Tidak hanya menarik 
para praktisi industri makanan untuk mempraktikkan dan 
menganut konsep halal, namun sektor lain seperti akademisi dan 
peneliti dari institusi pendidikan tinggi juga perlu mengetahui dan 
memahami rantai pasokan halal. Aktivitas penggudangan, sourcing, 
transportasi, penanganan dan pengiriman adalah rangkaian 
penerapan rantai pasok halal (Peristiwo, 2019). 

Rantai pasok pangan konvensional yang diadopsi oleh sistem 
rantai pasok halal tentunya harus sesuai prinsip Islam. Artinya, 
pangan yang diolah mulai dari pasca panen hingga distribusi harus 
menerapkan prinsip kehalalan yang sesuai syariah Islam. Industri 
pangan halal dapat dikatakan berhasil jika telah menerapkan sistem 
jaminan halal pada sistem rantai pasok makanan. Produk aman, 
tidak berbahaya, serta menyehatkan bagi konsumen merupakan 
syarat mutlak yang harus dipenuhi produsen. Syarat tersebut yang 
pada akhirnya dapat menciptakan produk halal dan harus 
diterapkan secara berkelanjutan. (Khattak et al., 2011).  

Pengangkutan halal adalah cara yang dapat menjamin 
barang halal dan non halal terpisah secara fisik selama 
pengangkutan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan 
kontaminasi silang anatara barang halal dan non halal. Dengan 
demikian, dengan mengadopsi halal dalam konteks logistik, produk 
halal harus dipastikan kehalalannya selama dan di seluruh aktivitas 
logistik.  Manajemen rantai pasokan halal memastikan jaminan 
bahan halal dari awal (asal) hingga ke konsumen. Artinya logistik 
halal berperan penting dalam manajemen rantai pasokan halal 
dalam menghubungkan pemasok dengan konsumen akhir sehingga 
tercipta jaringan pasokan halal. Penerapan rantai pasok halal 
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bahkan menjadi biaya operasional tambahan bagi konsumen. 
Artinya, konsumen Muslim bersedia membayar biaya logistik halal 
untuk memastikan pangan yang dikonsumsi sesuai syariah Islam. 
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan logistik halal khususnya 
terkait rantai pasok halal harus dipatuhi agar akses umat Islam 
terhadap produk halal dapat terjamin (Tieman, van der Vorst and 
Ghazali, 2012). 

Proyek industri dan penelitian studi kasus diperlukan untuk 
menguji berbagai langkah kolaborasi pada rantai pasokan halal dan 
memberikan solusi praktis bagi industri halal untuk 
mengoptimalkan rantai pasokan halal. Hal ini untuk mendukung 
pengembangan rantai pasokan yang lebih mampu memenuhi 
beragam kebutuhan pasar Muslim dan untuk memenuhi standar 
halal. Pemberdayaan konsumen melalui pemanfaatan teknologi 
informasi yang kuat di segala bidang kehidupan akan berujung pada 
munculnya barang dan jasa secara ekonomi serta pengetahuan yang 
unggul.  

Maka dalam hal ini, untuk mendorong dan memfasilitasi 
penerapan rantai pasok halal di Indonesia, diperlukan peran yang 
kuat dari pemerintah Indonesia. Manajemen operasional dalam 
penerapan rantai pasok halal yang meliputi pusat-pusat logistik 
perlu disiapkan. Seperti gudang bandara penerbangan, jasa logistik 
barang via darat, gudang pelabuhan, dan lain sebagainya. Untuk itu, 
untuk pengembangan rantai pasok halal yang baik dan 
keberlanjutan, pelaku usaha industri pangan halal dan penyedia 
rantai pasokan halal memerlukan wawasan yang lebih mendalam 
tentang sikap dan perilaku konsumen halal (Al-Ansi, Olya and Han, 
2019). 
   

12.3 Tantangan Industri Pangan Halal 
Indonesia di tahun yang akan mendatang dapat menjadi 

negara yang menjadi pusat destinasi produk pangan halal dunia. Jika 
dilihat dari potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, 
Indonesia tidak diragukan lagi akan menjadi pusat perdagangan 
produk pangan halal. Namun pada masa sekarang peluang tersebut 
masih belum digarap serius oleh pihak yang berwenang. Adanya 
keberagaman budaya atau suku membuat Indonesia memiliki 



 

      161 

keyakinan dalam mengonsumsi suatu makanan. Hal ini berimbas 
pada budaya pola makan yang didominasi oleh suku tertentu. Pada 
akhirnya, makanan halal akan mudah terabaikan karena prinsip 
kebudayaan lebih melekat pada konsumen akhir (Halawa, 2018). 
Industri pangan halal di Indonesia masih dapat dikatakan jalan di 
tempat. Hal ini disebabkan karena dunia pangan halal kurang 
dianggap serius oleh produsen makanan. Hal ini karena kebiasaan 
makanan di Indonesia yang cenderung sesuai selera tanpa 
memperhatikan syariah agama.  

Paradigma masyarakat yang cenderung lebih mementingkan 
makanan enak dan sesuai selera. Hal ini menyebabkan kurangnya 
atensi pelaku usaha untuk menerapkan hingga mendapatkan 
sertifikat halal produk pangan. Kesadaran akan pentingnya 
penerapan sistem jaminan halal sangat dibutuhkan guna 
menciptakan produk pangan yang sesuai syariat agaama Islam. 
Beberapa tantangan yang dihadapi produsen di Indonesia 
diantaranya: kemampuan penerapan sistem jaminan produk halal, 
peningkatan penerapan jaminan produk halal dengan 
perkembangan teknologi internet, rantai pasok halal yang terjamin.  
 
12.3.1 Kepastian Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal 

Undang-Undang yang ditetapkan tahun 2014 tentang 
Jaminan Produk Halal  telah memberikan dampak yang nyata 
terhadap kebijakan produk pangan halal di Indonesia. Regulasi 
tersebut memuat banyak peraturan yang kompleks dan tentunya 
harus dipatuhi oleh seluruh produsen halal jika ingin membuat 
produk olahan pangan halal. Beberapa peraturan dan kebijakan lain 
juga telah dibuat untuk mengembangkan potensi produk pangan 
halal di Indonesia. Upaya baik yang telah dilakukan oleh pemerintah 
tersebut tidak dibarengi dengan adanya implementasi nyata oleh 
pelaku usaha. Sehingga, kebijakan yang dibuat seolah tidak ada 
maknanya di mata pelaku usaha. Adanya pengawasan yang lebih 
ketat serta bantuan dalam bentuk finansial dapat dilakukan 
pemerintah guna mendorong pelaku usaha betul-betul menerapkan 
sistem jaminan halal khususnya bagi industri kecil. Berdasarkan 
pasal 65 UU JPH Nomor 33 Tahun 2014, waktu 2 tahun dari tahun 
2016 merupakan target pemerintah untuk menyelesaikan masalah 
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pelaksanaan terkait penerapan sistem halal. Namun, di sisi lain 
pelaku usaha belum sepenuhnya memahami mengenai penerapan 
sistem jaminan halal. 

Pemerintah dituntut untuk secepatnya menerapkan UU 
Penjaminan Produk halal, namun kebijakan yang dirumuskan harus 
dilakukan secara hati-hati. Sehingga, implementasi dari Undang-
Undang JPH dapat dilakukan oleh pelaku usaha secara efektif dan 
tepat sasaran. Di samping itu, implementasi UU JPH mempunyai 
beberapa tantangan ke depan, yaitu: Seluruh proses sertifikasi 
berada di tangan BPJH, hal ini merupakan sebuah tantangan 
lembaga untuk mengembangkan sistem yang mudah diterapkan 
masyarakat, dapat dipercaya, akuntabel, serta tidak membutuhkan 
proses sertifikasi yang rumit. Sehingga, kebijakan yang dibuat akan 
mudah dipahami dan diimplementasikan masyarakat secara baik 
(Faidah, 2017). Kedua, standar dan kebijakan yang dibuat atas 
kolaborasi BPJH  dan BSN (Badan Standardisasi Nasional) 
diharapkan mampu menghilangkan sentimen pelaku usaha di setiap 
daerah di Indonesia. Sebab, keberadaan kantor LPH di berbagai 
daerah cenderung akan menunjukkan perbedaan dan keragaman 
produk pangan masing-masing wilayah. 

 
12.3.2 Teknologi Untuk Jaminan Pangan Halal 

Di era modern sekarang ini, dampak perkembangan 
teknologi memiliki peran penting terhadap dunia industri pangan 
halal. Kebutuhan akan metode yang cepat dan andal untuk 
mendeteksi pangan halal semakin meningkat seiring dengan 
permintaan konsumen terhadap produk pangan yang aman dan 
terhindar dari praktik penipuan. Melalui pesatnya perkembangan 
bioteknologi, beberapa metode telah dikembangkan untuk 
mendeteksi komponen non-halal dalam produk pangan. Teknik 
konvensional seperti metode fisika-kimia dan elektroforesis 
digunakan dalam memverifikasi status halal suatu produk makanan. 
Teknik konvensional cenderung memiliki biaya rendah dan mudah 
digunakan. Namun, keterbatasan penggunaan seperti rumit dan 
waktu persiapan sampel yang lama. Untuk itu perlu adanya 
pengembangan alat analisis yang lebih efektif serta memiliki akurasi 
yang tinggi. 
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Metode-metode analisis makanan halal telah dikembangkan 
diberbagai negara di dunia. Alat analisis yang memeliki metode 
canggih dan akurasi yang tinggi telah dibuat seperti kromatografi, 
spektroskopi, dan immunoassay. Polymerase Chain Reaction (PCR) 
merupakan metode analisis pangan halal yang saat ini sedang 
banyak digunakan di Indonesia. Alat ini memiliki metode analisis 
berbasis DNA. Di Indonesia, alat ini merupakan alat yang 
menjanjikan dan paling efektif untuk deteksi kehalalan produk 
pangan. Penggunaan alat analisis portabel yang dikenal sebagai 
biosensor DNA juga merupakan alat yang telah dikembangkan di 
negara maju Eropa untuk deteksi halal di industri pangan. (Lessy et 
al., 2021). Akan tetapi, di Indonesia ketersediaan alat PCR masih 
terbatas dan biaya analisisnya sangat mahal. Sehingga, analisis 
tersebut lebih banyak digunakan oleh industri besar untuk deteksi 
kehalalan produk. Untuk itu, pemerintah perlu mengadakan inovasi 
alat deteksi halal yang mudah, murah, akurasi tinggi, serta dari segi 
biaya analisis dapat dijangkau oleh pelaku usaha industri kecil. 

 
12.3.3 Kepastian Penerapan Sistem Rantai Pasok Produk Halal 

Selama ini pandangan konsumen terhadap produk halal 
hanya pada label halal. Namun, yang perlu diperhatikan konsumen 
secara luas adalah seluruh tahapan proses pengolahan produk 
makanan hingga ke konsumen akhir. Secara sederhana, tahap pasca 
panen, pengolahan bahan baku, hingga distribusi makanan halal ke 
masyarakat luas merupakan bentuk penerapan sistem logistik 
produk halal. Untuk itu, sudah semestinya sistem ini menjadi 
perhatian penting bagi pelaku usaha dan pemerintah yang 
berwenang terhadap penerapan sistem rantai pasok halal pada 
industri pengolahan pangan halal. 

Terdapat empat poin penting dalam penerapan sistem rantai 
pasok produk halal. Pertama adalah pemasok bahan baku, dimana 
pemasok wajib menerapkan sistem pendinginan bahan baku. 
Pendinginan bahan baku menjadi kunci untuk mempertahankan 
kesegaran bahan baku, sehingga produsen dapat menghasilkan 
mutu produk yang bagus. Sistem pendinginan diantaranya proses 
pra-pendinginan, yaitu proses perisapan bahan baku harus terhidar 
dari bahan haram sebelum masuk ke proses pendinginan. Sistem 
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penggudangan dingin juga harus dapat memastikan bahwa bahan 
baku yang disimpan dalam gudang terhindar dari bahan haram, 
atau tidak berada dalam satu tempat dengan bahan baku haram. 

Kedua adalah produsen, dimana produsen bertanggung 
jawab terhadap rangkaian proses produksi makanan mulai dari 
persiapan pengolahan, pengemasan, pelabelan, sertifikasi halal, dan 
penyimpanan dingin produk pangan. Setiap tahapan proses tersebut 
harus menjamin bahwa produk yang dihasilkan merupakan produk 
yang layak mendapatkan sertifikat halal. Ketiga adalah proses 
distribusi, proses distribusi melibatkan alat transportasi dan tempat 
penyimpanan. Keberadaan alat transportasi seperti truk, kontainer, 
dan cargo dapat menjadi penentu kehalalan produk. Alat 
transportasi tersebut harus terhindar dari bahan haram selama 
proses distribusi dari produsen ke konsumen. Tempat 
penyimpanan seperti lemari pendingin juga harus dipastikan 
terhindar dari bahan haram. Keempat adalah lokasi pelanggan 
membeli produk, tempat tersebut dapat berupa gerai makanan dan 
swalayan. Apalagi, di swalayan besar perlu sistem manajemen tata 
produk pangan yang baik, supaya terbebas dari cemaran bahan 
penyebab haram.  

Indonesia masih berfokus pada penyediaan peralatan, lokasi, 
serta proses produksi sistem pasok halal. Hal ini menyebabkan 
Indonesia sedikit tertinggal oleh beberapa negara yang telah 
mengembangkan sistem rantai pasok yang mumpuni dalam 
mengembangkan produk halal. Pada akhirnya, sistem logistik 
merupakan ujung tombak terakhir dalam penerapan sistem produk 
halal, karena merupakan tahapan akhir dari segala proses produksi 
makanan. Jika sudah menerapkan sistem ini dengan baik dan sesuai 
syariah agama, makan Indonesia sudah semakin dekat sebagai 
negara pusat produk pangan halal dunia (Peristiwo, 2019). 
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